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ABSTRACT 

FORMULATION STUDY MANAGEMENT CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN WEST KOT AW ARING IN 

CENTRAL KAUMAN IAN PROVINCE 

ENCEP HIDAY AT 
cnccphidavatia umai I.com 

Post Graduate Program 
Terbuka University 

CSR is the mandate of Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and 
Law No. 25 of 2007 on Investment which states that every company that runs 
business activities in the field and I or related to the natural resources required to 
implement social and environmental responsibility. The regulation encourages 
legislators West Kotawaringin through the right of initiative to publish legislation 
on Corporate Social Responsibility. This initiative legislation was passed into law 
No. 1 of 2012 on Management of Co1l-'oratc Social Responsibility in West 
Kotawaringin. The purpose of the study are: (I) Determine the steps that have 
heen implemented in the preparation of Regulation No. 1 Year 2012? (2) 
Knowing what factors are supporting and hamper the preparation of Regional 
Regulation No. 1 Year 2012? 
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specific purposes in order to solve the problem of the public or the public interest. 
Local Rule Makmg 1s one form of policy. To assess this policy 1s necessary to 
analyze the policy. The experiment was conducted with qualitative methods with 
in-depth interviews. Results of a subsequent interview conducted analysis by the 
method of analysis of public policy by William Dunn. 
From the research findings, that the process of drafting regulations covering the 
stages of drafting, discussion of the draft, approvai and promuigation and 
socializing. Local regulations may have gone through the mechanism of academic 
papers and public trials, discussions have been conducted discussion level 1 and 2, 
the ratification and promulgation has been through an evaluation by the province 
and socialization has been done by the legislature and the executive. ln preparing 
this reguiation, iack of participation and the active participation of stakehoiders 
(employers and society). Socialization is less effective as well as derivative 
legislation regulations yet. Factors that support the preparation of this regulation is 
the mandate of legislation, public support for the need for regulation of CSR and 
the number of companies operating in West Kotawaringin. Factors that hinder the 
formuiation process is the iack of stakehoider invoivement in the process of 
drafting and discussion of regulations and lack of concern for the company to the 
surrounding community. 

Keywords: Formulation, regulation, CSR 
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CSR merupakan amanat dari UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang 
menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan tersebut mendorong anggota 
lcgislatif Kabupatcn Kotawaringin Barat mclalui hak inisiatifnya mcncrbitkan 
Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perda inisiatif ini disahkan 
menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan dari penelitian adalah: ( 1) 
Mengetahui tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan Perda 
Nomor 1 Tahun 2012? (2) Mengetahui faktor-faktor apa yang ikut mendukung 
sena menghambat penyusunan PeralUran Daerah Nomor i T ahun Lu 1 L ! 

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak 
dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna 
memecahkan masalah publik atau demi kepentingan publik. Pembuatan Peraturan 
Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan. Untuk meniiai kebijakan ini 
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kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil wawancara selanjutanya dilakukan 
analisa dengan metode analisa kebijakan publik menurut William Dunn. 
Dari hasil penelitian diperoleh temuan, bahwa proses penyusunan perda meliputi 
tahapan penyusunan rancangan, pernbaha:,an rancangan, pengesahan Jan 
pengundangan d<'ln s0<:i;:ili(l<:i Pi:-nyu<:tman perda telah melah1i rnek<'lni<:rn«i::> 

penyusunan naskah akademik dan uji publik, pembahasan telah dilakukan 
pembahasan tingkat 1 dan 2, pengesahan dan pengundangan telah melalui evaluasi 
oleh provinsi dan sosialisasi telah dilakukan oleh legislatif dan eksekutif. Dalam 
penyusunan perda ini ditemukan kurangnya peran serta dan partisipasi aJ~if 

stakeholder (pengusaha dan masvarakat). Sosialisasi kurang efektif serta peraturan 
turunan perda belum ada. Faktor yang mendukung penyusunan perda ini adalah 
adanya amanat peraturan perundangan, dukungan masyarakat perlunya 
pengaturan CSR serta banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten 
Kotawaringin Barat. Faktor yang menghamhat penyusunan perda adalah 
kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses penyusunan dan pembahasan 
pcrda serta kurangnya kepedulian pcrusahaan terhadap masyarakat di sckitamya. 

Kata Kunci : Formulasi, Perda, CSR 
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BAB IV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. PROFIL WILAYAH PENELITIAN DAN PERFORMANCE 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

1. PROFIL WTLAYAH PENELITlAN 

Secara geografis berdasarkan Peta RTRWK tahun 2003 letak Kabupaten 

Kotawaringin Barnt berada pada posisi I 0 26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 

111°70' -11 ?°6' Bujur Timur. Narnun berdac;;arkan peta rekomendasi 

RTRWK tahun 2009 berada pada posisi 1°26' - 3°33' Lintang Selatan, dan 

111°13'-112°6' Bujur Timur. 

Kahupaten Kotawaringin Barat mernpakan salah satu kahupaten di 

Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak di bagian barat dan memiliki 

Daerah Aliran Sungai Arut, Sungai Kumai dan Sungai Lamandau, dengan 

ihukota Pangkalan Bun. Luas Wilayah Kahupaten Kotawaringin Barat 

tercatat 10.759 Km2 atau sekitar 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

Kabupaten Kotawaringin Rarat terdiri dari 6 ( enarn) Kecarnatan, yaitu 

Kecamatan Arnt Selatan. Kecamatan KumaL Kecamatan Kotawaringin Lama. 

Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan 

Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari 

Kecamatan Kumai. 
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Tabel 4 1 
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan 

S~111ber : Kota\varingin Barat Dalam .A>.ngka Tahun 2015 

Secara administratif letak geografis Kabupaten Kotawaringin Barat 

herhatasan dengan: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau; 

e 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan; 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara . 

Gambaran letak geografis dan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 

secara detail dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut: 
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Gambar4.1 

Wilayah Admii tratifKabupaten Kotawaringin Barat 

(Sumber: Revisi ~TRW Kabupaten Kotawaringin Barat) 
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Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika 

pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 

2014 sebesar 269.629 jiwa. Angka ini juga berarti secara proporsionaljumlah 

penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 11 ,05 % dari jumlah 

penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang sebanyak 2.439.858 jiwa atau 

j uga terbesar ketiga setelah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten 

Kapuas. Lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk 

Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2 
Jumlah Penduduk dan Rata-rata Pertumbuhan Penduduk 

K . . B :M K T h 2011 2014 otawarmgm arat enurut ecamatan, a un -

Tahun Tahun I Tahun I Tahun I 
La ju 

No Kecamatan 
2011 2012 2013 2014 

Pertumb. 
2013-2014 

(1) (2) (5) (6) (7) 

1 
Kotawaringin 17.321 17.777 18.232 18.695 2,54 
Lama 

2 Arut Selatan 101.999 105.176 108.378 111.658 3,03 

3 Kumai 48.176 49.612 51.056 52.534 
I 

2,89 

4 
Pangkalan 32.309 33.890 35.525 37.231 4,80 
Banteng 

5 
Pangkalan 28.928 29.804 30.686 31.589 2,94 
Lada 

6 ArutUtara 16.167 16.740 17.323 17.922 3,46 

Kotawaringin 244.900 253.000 261.200 269.629 3,23 
Barat 

Sumber Dal.a: Kabupaten Kot.awaringin Baral Dalam Angka Tahun 2015 

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian dan 

migrasi. Kelahiran dan migrasi masuk merupakan faktor penambah pada 

pertumbuhan penduduk, sedangkan kematian dan migrasi keluar merupakan 
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faktor pengurang. Pada pertengahan tahun 2014 penduduk Kabupaten 

Kotawaringin Barat mengalami pertumbuhan 3,23 %, dari 261.200 jiwa pada 

tahun 2013 menjadi 269.629 jiwa pada pertengahan tahun 2014. 

Rasio jenis kelamin dan Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 

serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada 

Tabel-tabel dibawah ini. 

No 

rp 
\ ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Tabel 4.3 
Banyaknya Rumah tangga, Penduduk dan Rasio J enis Kelamin 

Menurut Kecamatan Th. 2014 

Kccamatan 
Rumah Penduduk Rasio Jenis 
Tangga Laki-laki >erempua1 Jumlah Kelamin 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Kotawaringin 5.110 9.901 8.794 18.695 112,59 
Lama 

Arut Selatan 29.642 58.178 53.480 111.658 108,78 

Kumai l 
11.991 27.476 25.058 52.534 109,65 

Pangkalan ] 0.506 20.078 17.153 37.231 117,05 
Banteng 

Pangkalan Lad~ 8.662 16.811 14.778 31.589 113,76 

ArutUtara 4.954 10.298 7.624 17.922 135,07 

Jumlah 2014 70.865 142.742 126.887 269.629 112,50 

2013 68.600 138.200 123.000 261.200 112,36 

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015 

Secara umum jurnlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan 

jumlah penduduk perernpuan. Hal ini ditunjukan oleh sex ratio yang nilainya 

lebih besar dari 100. Pada tahun 2014 untuk setiap 100 penduduk perernpuan 

terdapat 112 penduduk laki-laki, dimana nilai perbandingan jenis kelarnin 

terbesar terdapat di Kecarnatan Arut Utara sebesar 135 yang berarti bahwa 

pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 135 penduduk laki-laki. 



Tabel 4.4 
Penduduk Kotawaringin Barat Menurut Kelompok Umur, Jenis 

kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2014 
Jenis Kelamin % 
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Kelompok Se ks 
terhadap Jumlah 

Umur Laki-laki Perempuru Jumlah Rasio 
Penduduk 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

0 - 4 13.907 13.145 27.052 105,80 10,03 

5-9 12.717 12.155 24.872 104,62 9,22 

10 - 14 11.951 11.437 23.388 104,49 8,67 

15 - 19 11.582 10.540 22.122 109,89 8,20 

20-24 12.115 10.748 22.863 112,72 8,48 

25-29 13.733 12.541 26.274 109,50 9,74 

30-34 14.021 12.734 26.755 110,11 9,92 

35-39 13.682 11.954 25.636 114,46 9,51 

40 44 11.596 9.575 21.171 121,11 7,85 

45-49 9.022 7.355 16.377 122,66 6,07 

50-54 7.005 5.331 12.336 131,40 4,58 

55 - 59 4.768 3.667 8.435 130,02 3,13 

60-64 2.989 2.202 5.191 135,74 1,93 

65 - 69 1.729 1.475 3.204 117,22 1,19 

70-74 957 944 1.901 101,38 0,71 

75 + 968 1.084 2.052 89,30 0,76 

Jumlah 142.742 126.887 269.629 112,50 100,00 

Sumber Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2015 

Tabel diatas memperlihatkan penduduk kelompok umur 0 - 4 tahun lebih 

banyak dibanding penduduk kelompok umur 5 - 9 tahun. Hal ini 
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mengindikasikan tingkat fertilitas pada tahun 2014 mengalami sedikit 

peningkatan dibandingkan tahun 2013. 

Gambar4.2 
Piramida Penduduk: Kotawaringin Barat Tahun 2014 

PRRRMPUAN lAKl-LAKT 
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Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS) 

Dari piramida penduduk: tersebut terlihat komposisi penduduk 

Kotawaringin Barat didominasi oleh penduduk muda/dewasa, kemudian 

kelompok penduduk: laki-laki yang termasuk angkatan kerja atau usia 15 

tahun ke atas jumlahnya lebih besar dibanding penduduk: perempuan di usia 

yang sama. 



Tabel 4.5 
Kepadatan Penduduk, Rata-rata Penduduk per Desa/Kelurahan dan 

per Rum.ah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2014 

I 
Kepadatan Rata-rata Penduduk 

No Kecamatan Penduduk I PerDesa 
Per Rum.ah 

(Jiwalkm2) Tangga 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Kotawaringin 15,35 1.099,71 3,66 
Lama 

2 Arut Selatan 46,52 5.582,90 3,77 

3 Kumai 17,98 2.918,56 4,38 

4 
Pangk:alan 28,51 2.190,06 3,54 
Banteng 

5 Pangkalan Lada 137,94 2.871 ,73 3,65 

6 Arut Utara 6,67 1.629,27 3,62 

Jumlah 2014 25,06 2.868,39 3,80 

2013 24,28 2.778,72 3,81 

Sum her Data: Kabupaten Kotawaringin Barat Dalarn Angka Tahun 2015 
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Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat akhir 

ta.bun 2014 sebesar 25,06 jiwa per km2
, Kecamatan yang terpadat 

penduduknya adalah Pangkalan Lada yaitu 137,94 jiwa per km2 dan disusul 

Kecamatan Arut Selatan 46,52 jiwa per km2
, Kecamatan Pangkalan Banteng 

28,51 jiwa per km2
, Kecamatan Kumai 17,98 jiwa per krn2

, Kecamatan 

Kotawaringin Lama 15,35 jiwa per km2 dan terakhir Kecamatan Arut Utara 

6,67 jiwa per km2
. 

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, 

dimana penduduk tersebut di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 

sebanyak 195.373 jiwa yang terbagi dalam 5 kegiatan utama seperti yang 

terlihat pada tabel sebagai berikut : 



Tabel 4.6 
Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 - 2014 
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Tahun2013 Tahun 2014 
No Lapangan Pekerjaan Utama 

Jiwa % JIWa % 

I Angkatan Kerja 
I 

126.935 67,63 136.864 70,05 

1. Bekerja 
I 

122.307 65,16 133.222 68,19 

2. Pengangguran 
I 

4.628 2,47 3.642 1,86 

II Bukan Angkatan Kerja 60.759 32,37 58.509 29,95 

1. Sekolah 15.141 8,07 17.465 8,94 

2. Mengurus Rumah · l'angga 39.732 21,17 35.598 18,22 

3. Lainnya 5.886 3,14 5.446 2,79 

Jumlah 187.694 100 195.373 100 

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat 

Pada tahun 2014, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki penduduk 

dengan usia kerja sebanyak 195.373 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 

70,05 persen merupakan angkatan kerja, sedangkan 29,95 persen bukan 

merupakan angkatan kerja. Jumlah tersebut masih berada dibawah target 

RPJMD pada tahun 2014 yang mana mensyaratkan Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TP AK) sebesar 78 persen. 

Dari 136.864 penduduk Kotawaringin Barat yang menjadi angkatan 

kerja, terdapat pengangguran sebanyak 3.642 orang atau 1,86 persen. Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) tersebut sudah berada dibawah target RPJMD 

2014 yang sebesar 2,3 persen. 



Tabel 4.7 
Kondisi Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) Tahun 2008- 2014 

I I Tingkat 
Tingkat Tingkat 

71 

I Angkatan I Partisipasi 

I No. 
Tahun 

1 

Kerjal 

1 

Ang~tan 

1 

Kesempatan Pengangguran 
AK Kel)a Kerja(TKK) Terbuka (TPT) 

(Jiwa) (TPAK) % % 
% 

1. 2008 112.285 67,73 94,57 5,43 

2. 2009 103.945 64,98 95,26 4,74 

3. 2010 120.734 65,41 95,54 4,46 

4. 2011 123.110 74,04 97,19 2,81 

5. 2012 120.613 70,75 97,64 2,36 

6. 2013 126.935 67,63 97,53 2,47 

7. 2014 136.864 70,05 98,14 1,86 

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (BPS) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari jumlah 

penduduk kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 sebesar 269.629 

jiwa terdapat Angkatan Kerja (AK) sebanyak 136.864 jiwa, dengan Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TP AK) sebesar 70,05 %, dan Tingkat 

Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 98, 14% serta Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) sebesar 1,86 %. Progres Tingkat Pengangguran tujuh tahun 

terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari 5,43 % pada 

tahun 2008 menjadi 1,86 % pada tahun 2014. 

Proporsi jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 

menurut lapangan usaha pada tahun 2012 - 2014 berikut ini. berdasarkan 

perhitungan PDRB tahun dasar 2000 dapat dijelaskan sebagaimana tabel di 

bawah ini. 
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Tabel 4.8 

Persentase dan Jwnlah Pbnduduk Berumur 15 Tahun ke Atas 

yang Bckcrja mcnurut ~apangan Usaha Ta...1.un 2012 -2014 

I 2012 2013 2014 
No., Lapangan Pekerjaan 

Jiwa % Jiwa % Jiwa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Pertanian, Kehutanan dan I 

Perikanan 
47.612 40,43 

I 
Pertambangan & Penggalian p .704 11,64 

lndustri Pengolahan [7.761 
I 

6,59 

Listrik , Gas & Air 1526 0,45 

Bangunan/ Konstruksi i6.031 5J2 

Perdagangan, Rumah Makan I 18,52 
dan Akomodasi 121.811 

I 

Angkutan, Pergudangan & I 

I Komunikasi 
15.350 4,54 

I 

Keuangan, Perbankan & Jasa 
1 803 0,68 

Perusahaan 
I 

I 

Jasa-jasa 114.164 12,03 
I 

JUMLAH 117.762 100 

Sumber: Data BPS Kabupaten Kota~aringin Barat 

I 

I 

45.505 38,07 65.960 

13.662 11,43 3.724 

9.848 8,24 6.049 

513 0,43 240 

8.628 7,22 8.801 

21.040 17,60 25.925 

6.469 5,41 6.983 

1.132 0,95 1.352 

12.736 10,65 14.188 

119.533 100 133.222 

Sektor Pertanian dalam arli luas masih mendominasi dalam penyediaan 
I 

lapangan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2014 yaitu 

sebesar 49,51 %, diikuti oleh + ctor Perdagangan sebesar 19,46 % clan sektor 

Jasa-jasa sebesar 10,65 % yang menjadi tiga sektor utama sebagai penyedia 
I 

lapangan usaha sebesar 79,62~. 
I 

% 

49,51 

2,80 

4,54 

0,18 

6,61 

19,46 

5,24 

1,01 

10,65 

100 
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Kotawaringin Barnt memiliki pos1s1 strntegis, yang secarn Geografis 

terletak ditengah-tengah kepulauan Nusantara dan diapit dua Alur Laut 

Kepulauan Indonesia serta memiliki potensi Sumber Daya Alam yang besar 

untuk diprnmnsikan dan dijual ke pasar berskala Reginnal maupun 

lnternasional khususnya pada sektor pertanian. kehutanan. perkebunan. 

peternakan, perikanan laut dan darnt serta eco-cultural tourism yang 

didasarkan atas keunikan aneka ragarn hudaya-budaya lokal dan 

keanekaragaman hayati. yang menjadikannya sebagai potensi daernh yang 

layak untuk dikembangkan. 

Pntensi unggulan daerah dapat diartikan sebagai sumber daya baik alarn 

maupun buatan yang terkandung dalam suatu wilayah yang memiliki nilai 

bobot lebih dan diperkirnkan dapat menjadi komoditas unggulan daernh 

sehingga dapat menjadi <;umber Pendapatan Asli Daerah Pntensi unggulan 

daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan dapat 

menciptakan peluang investasi yang menghasilkan komoditas unggulan 

daerah, sehingga bisa meningkatkan Pendapatan A<;li Oaerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

Potensi Unggulan Daernh Kabupaten Kotawaringin Barnt ditentukan atas 

dasar pertimbangan dan kriteria · 

l) Komoditas yang diunggulkan merupakan motor penggernk 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

2) Mencerminkan p0ten5i <.;umber daya alam dan secara ekonnmi; 

3) Memiliki keterkaitan ernt dengan pertumbuhan sektor lainnya: 
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4) Mampu menciptakan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja 

lokal: 

5) Memiliki keramahan lingkungan dan efek kerusakan yang kecil 

terhadap alam. 

Sehingga dapat dirumuskan sektor yang menjadi peringkat unggulan 

perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah: 

( 1) Pertanian dalam arti luas, 

(2) Perdagangan. 

(3) lndustri pengolahan, 

( 4) Jas<1-jasa dan Peng<1ngkutan, dan 

(5) Komunikasi. 

Pada peringkat sektor tersebut, hanya pertanian dalam arti luas dan 

industri pengolahan yang menjadi sektor basis 

Sedangkan dari hasil analisa berbagai aspek internal yang menjadi faktor 

kekuatan dan aspek ekstemal yang menjadi faktor peluang serta sektor-sektor 

yang menjadi peringkat unggulan perekonomian Kabupaten Kotawaringin 

Barat. maka ditetapkanlah Produk Unggulan Kabupaten Kotawaringin Barat 

melalui Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 520/06/Bapp­

TTT/?016 Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat 

meliputi: 

(1) Crude Palm Oil (CPO) 

(2) Krupuk Amplang, 

( 3) Ekowisata. dan 

( 4) Daging sapi potong. 
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Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Kotawaringin Barat 

sebagaimana tersebut diatas merupakan produk baik berupa barang maupun 

jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang 

potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki oleh daerah. baik sumber <lava alam. sumber <lava manusia. dan - -

budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun 

pemerintah, sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan 

masyarakat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing. daya juaL 

dan daya dorong untuk memasuki pasar global. 

Kahupaten Kotawaringin Rarat memiliki potensi pengemhangan 

ekonomi yang sangat tinggi. Hal ini selain terlihat dari potensi sumber daya 

alamnya yang melimpah, j uga dibuktikan dengan pertumbuhan ekonominya 

yang i;;elalu herada di atas pertumhuhan ekonomi nasional. Pertumhuhan 

ekonomi yang cukup tinggi tersebut ditopang oleh beberapa sektor yang 

memberikan kontribusi cukup signifikan melalui komoditi/ produk/ Jems 

usaha unggulannya 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

terhadap Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan di Kabupaten 

Kotawaringin Barat telah ditetapkan sejumlah KPJU yang telah unggul dalam 

sejumlah kriteria tertentu dalam mencapai tujuan penciptaan lapangan kerja. 

peningkatan daya saing serta pertumbuhan ekonomi di masa datang. 
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Dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan serta titik kekuatan 

dan titik kritis terhadap KP.TU unggulan maka telah direkomendasikan 

beberapa masukan sebagai berikut: 

a Padi Sawah 

Rekomendasi bagi pelaku UMKM dengan menggunakan varietas atau 

bibit unggul yang sesuai dengan kondisi alam setempat, sehingga hasil yang 

akan diperoleh akan lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi Selain itu 

dapat pula dengan membranding beras sendiri dengan gaya yang lebih baik. 

Bagi lnstansi Pemerintah Terkait dengan memberikan bantuan modal dan 

teknologi modem serta dengan pengadaan sarana dan prasarana pemmJang 

dalam budidaya padi sawah. 

b. Karet 

Rekomendasi hagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas dengan 

penggunaan bibit berkualitas dan proses pemeliharaan yang baik. Selain itu 

membentuk klaster karet dan asosiasi petani karet. Bagi lnstansi Pemerintah 

Terkait, upaya yang dapat ditempuh dengan peningkatan trani;;paransi harga, 

penguatan teknologi dan inovasi di setiap lini produk. Selain itu pendirian 

pabrik pengolahan karet di wilayah yang belum tersedia serta proyek 

pengadaan industri karet setengah jadi sehingga tidak menjual hahan mentah 

saja. Bagi Perbankan pendirian perbankan pada setiap kecamatan yang belum 

tersedia, sehingga mempermudah akses permodalan. 

c Kelapa Sawit 

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk. 

Penting sekali bagi pembudidaya dalam memperhatikan bibit yang digunakan 
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berkualitas atau tidak. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah menyediakan 

bibit unggul. pengembangan bibit unggul bersama pelaku UMKM secara 

mandiri, pengadaan pabrik pengolahan sawit di wilayah yang belum tersedia, 

peningkatan pelatihan sosialisasi teknik budaya Bagi Perhankan dengan 

meningkatkan kemudahan akses permodalan, dan sosialisasi besaran kredit 

pembiayaan. 

d. Sapi Pedaging 

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah mengembangkan agribisnis 

pembibitan sapi potong, pemanfaatan sumber daya lokal potensial yang ada di 

lokasi usaha yang ter.;;edia dengan mudah dan harga murah, mengikuti 

pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan budidaya . Bagi Instansi 

Pemerintah Terkait adalah memfasilitasi dan advokasi tertutama dalam 

dukungan modal, inovasi teknologi, pembinaan kepada petani terkait teknik 

pembibitan serta manajemen usaha, dan mendatangkan sapi betina untuk 

pembibitan sapi. Bagi Perbankan dengan pemberian bantuan modal. 

e. Ayam Ras Pedaging 

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah dengan pengadaan bibit dan 

pakan secara mandiri. Bagi Instansi Pemerintah Terkait adalah dengan 

pembinaan dan pelatihan untuk pembibitan ayam potong dan pembuatan 

pakan yang baik. berkualitas. efektif dan efisien dalam pembiayaan. Bagi 

perbankan adalah mempennudah akses permodalan yaitu dengan membangun 

jaringan perbankan di loka.;;i-lokasi yang belum tersedia 

f. lkan Patin (kolam) 
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Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah meningkatkan kualitas produk 

dan membangun pembibitan patin. Peningkatan kualitas dapat dilakukan 

dengan penggunaan bibit unggul, efisiensi dalam proses budidaya, baik dalam 

pemhuatan kolam, pengawasan kualitas air, proses pengiriman yang sesuai 

standar serta melakukan inovasi produk olahan dari ikan patin. Bagi Instansi 

Pemerintah Terkait adalah pemberian pelatihan dan pembinaan dalam 

pemhihitan ikan patin dan teknik hudidaya yang haik, efisien dan herdaya 

hasil maksimal. Bagi perbankan dengan memberikan bantuan kredit syari'ah 

dalam pengembangan usaha budidaya maupun pembibitan patin. 

g Tkan Nila (kolam) 

Rekomendasi bagi pelaku UMKM adalah menekan biaya produksi 

dengan mencari alternatif bahan baku yang lebih murah namun tetap 

herkua lita s. 

Hal tersebut dapat pula ditempuh dengan membuat pakan secara mandiri 

dengan memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Selain itu dapat pula 

rnemasuki segmen pasar ham serta rneningkatkan cakupan distrihusinya, 

meningkatkan produk olahan yang bervariasi dan berdaya saing. Bagi Instansi 

Pemerintah Terkait adalah dukungan modal dan inovasi teknologi terutama 

dalam pembuatan pakan ikan, pemhinaan dan pelatihan kepada petani terkait 

teknik budidaya dan pengolahan pakan. Bagi perbankan dengan menyediakan 

fasilitas pinjaman tanpa bunga dapat menjadi solusi bagi petani ikan agar 

memudahkan rnereka dalam pemhudidayaan. 

Struktur ekonomi yang dibangun oleh lapangan usaha produksi akan 

bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Lapangan usaha dengan NTB (Nilai 
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Tambah Bruto) terbesar akan menjadi tulang punggung perekonomian suatu 

daerah. Semakin besar NTB suatu lapangan usaha maka akan semakin besar 

pula tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap lapangan usaha ekonomi 

tersehut 

Struktur perekonomian Kotawaringin Barat didominasi oleh tiga sektor 

yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; sektor Industri Pengolahan 

serta sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel yang rnasing rnasmg 

memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB sebesar 28.63 persen. 

25,28 persen serta 11,82 persen. Melihat besamya kontribusi sektor-sektor 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan bahwa ekonomi 

Kotawaringin Barat masih bergantung pada sumber daya alam (resource 

base). 

Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada masyarakat Kotawaringin 

Barat dari sektor Pertanian. Kehutanan dan Perikanan ke sektor ekonomi 

lainnya. Hal ini terlihat dari pergeseran besamya peranan masing-masing 

sektor ini terhadap pernhentukan PDRB Kotawaringin Barnt Sektor 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan perlahan lahan menurun diiringi dengan 

kenaikan pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Restoran dan 

Hotel serta beherapa sektor lain yang mengalarni penambahan kontrihusi dari 

tahun ke tahun. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai 

hasil dari proses pernhangunan ekonomi yang dilakukan oleh selurnh stake 

holder. baik oemerintah. dunia usaha mauoun masvarakat menuju kepada . . -

keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu 
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gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan 

kemakmuran dan tarafhidup. 

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan 

serta lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduknya merupakan 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan 

ekonomi tersebut secara riil dari tahw1 ke tahw1 tergambar melalui pt:nyajian 

grafik dibawah ini. 

Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat 
2010 - 2014 

Sumber: Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten 
Kotawaringin Barat Menurut Lapangan U saha 2010 - 2014. 

Perekonomian Kotawaringin Barat pada tahun 2014 mengalami sedikit 

perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun tahun sebelumnya. Laju 

pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Barat tahun 2014 mencapai 6,95 persen, 

scdikit mclambat dibandingkan tahun 2013 yang scbcsar 6,96 pcrscn. 
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Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Keuangan dan 

Asuransi sebesar 16,79 persen disusul oleh kategori Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur IBang sebesar 13,88 persen. Seluruh 

kategori ekonomi yang lain mencatat pertumbuhan yang positif kecuali 

Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 13 ,20 

persen. Penurunan ini terjadi karena adanya pengaruh dari penerapan 

kebijakan regulasi pemerintah yang mengatur mengenai pelarangan ekspor 

mineral mentah. 

Tabel 4.9 
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013 - 2014 

NO SEK TOR 2013 2014 

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,42 7,12 

2 Pertambangan dan Penggalian 5,76 -13,20 

3 Industri Pengolahan 7,02 6,82 

4 Pengadaan Listrik dan Gasa 8,86 10,00 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 

5,85 13,88 
Limbah dan Daur Ulang 

6 Konstruksi 9,94 7,56 

7 
Perdagangan Besar dan Eceran; 

4,25 6,09 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

8 Transportasi dan Pergudangan 10,71 5,25 

9 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 

7,03 9,51 
Min um 

10 Informasi dan Komunikasi 6,39 8,20 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 8,81 16,79 

12 Real Estate 7,97 9,91 

13 J asa Perusahaan 9,90 7,95 

14 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 7,02 10,47 
dan Jaminan Sosial Waiib 

15 Jasa Pendidikan 1,65 2,06 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5,77 4,62 

17 Jasa Lainnya I 5,57 7,09 

TOTALPDRB ! 6,96 6,95 
Sumber : BPS Kah. Kotawaringin Barat 2015 
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Peningkatan pendapatan yang tinggi mernpakan salah satu ukuran 

terhadap peningkatan pendapatan dan peningkatan kemakmuran masyarakat. 

Besamya pendapatan masyarakat ini didekati dengan PDRB perkapita. PDRB 

perkapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah 

penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku 

menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Untuk memacu 

peningkatan PDRB perkapita, b1aka laju pertwnbuhan ekonomi harus lebih 

tinggi dari laju pertumbuhan pei;iduduk. 

Gambar 4.4 PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Dalam juta Rupiah) 
2010 - 2014 
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ADHB = Atas Dasar Harga Berlaku 
ADHK = Atas Dasar Harga Konstan 
Sumber : BPS Kah. Kotawaringin Barat 2015 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB perkapita 

Kotawaringin Barat dari tahun 2010 sampai dengan 2014 terus mengalami 

peningkatan, baik PDRB perkapita ADHB maupun PDRB perkapita ADHK. 
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Besamya PDRB perkapita ADHB tahun 2014 sebesar 43,70 juta rupiah 

sedan{!kan PDRB oerkaoita ADHK sebesar 34.96 iuta ruoiah. Hal ini 
- .i. j,_ • ..; ..i 

memberikan gambaran bahwa rata-rata pendapatan satu orang penduduk di 

Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2014 adalah sebesar 41,70 juta 

rupiah setahun bila menggunakan standar harga pada tahun tersebut. Namun 

apabila menggunakan standar harga tahun 2010 (sebagai tahun dasar) maka 

rata-rata pendapatan satu orang penduduk pada tahun 2014 adalah sebesar 

34.96 juta rupiah setahun. 

2. Performance Corprorate Social Responsibility 

Dari gambaran mengenai profil wilayah penelitian sebagaimana 

diuraikan di atas, tampak bahwa wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 

memiliki potensi yang sangat besar atas kehadiran dunia usaha Karakter 

wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan gambaran mengenai luas 

wilayah, jumlah penduduk dan sebarannya, potensi-potensi sumber daya alam 

dibidang perkehunan, kehutanan dan pertamhangan, mern1cu atau 

mengundang kehadiran perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan 

perusahaan di wilayah ini. Penulis menemukan sejumlah perusahaan yang 

selama ini telah mengemhangkan dunia usahanya diwilayah Kahupaten 

Kotawaringin Barat yaitu sebanyak 63 perusahaan yang mayoritas bergerak di 

bidang perkebunan kelapa sawit. 

Dengan melihat per.fhrmonce dari perusahaan-perusahaan yang 

beroperasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka memarnz 
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dipandang perlu Pemerint::ih Kabupaten Kotawaringin Barnt menetapbn 

kebijakan tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

B. HASIL 

1. Proses Penyusunan Perda 

Prosedur penyusunan ini adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk 

hukum daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Proses 

pembentukan Perda terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: 

a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan 

dan perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda, terdiri 

penyusunan naskah akademik dan naskah rancangan Perda. 

b. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di 

DPRD. 

c. Proses pengesahan oleh Bupati dan pengundangan oleh Sekretaris 

Daerah. 

Dalam pengajuan perda, inisiator bisa berasal dari eksekutif maupun 

dari legislatif. Mekanisme pengajuan oleh eksekutif melalui proses sebagai 

berikut: 

a. Usulan dari SKPD yang bersangkutan 

b. Rapat persiapan; 

c. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan; 

d. Penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah; 
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e. Pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah oleh Tim Penyusun 

Produk Hukum Daerah, dengan mengikutsertakan SKPD terkait dan 

tenaga ahli )'ang dibutuhkan; 

f. Meiakukan sosiaiisasi daiam rangka uji pubiik terhadap draft Raperda 

yang telah disusun, untuk memperoleh masukan dari masyarakat dalam 

rangka penyempumaan substansi materi; 

g. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi Raperda; dan 

h. Membuat surat usulan Bupati dengan dilampiri draft Raperda untuk 

selanjutnya disampaikan kepada DPRD. 

Sedangkan pengajuan Perda melalui hak inisiatif legislatif melalui mekanisme 

sebagai berikut : 

Perda yang telah diusulkan DPRD akan di bahas oleh Tim Penyusun Produk 

Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Setelah selesai akan 

disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama. Proses 

mendapatkan Persetujuan DPRD dilakukan kegiatan pembahasan bersama-sama 

pihak Eksekutif terhadap draft Raperda yang telah diusulkan oleh Eksekutif, 

dengan mengacu pada Tata Tertib DPRD, yang mana pembahasan dilakukan oleh 

Sadan Legislasi Daerah (Balegda) atau Pansus DPRD bersama-sama dengan Tim 

Pcnyusun Produk Hukum Dacrah. Sctclah tcrcapai kcscpakatan bcrsama, maka 

akan dmsulkan dalam rapat panpuma DPRD guna mendapatkan persetuJuan dan 

DPRD. 

Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan merupakan inisiatif dari anggota DPRD. Tahapan penvusunan Perda 
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Bagan 4.1. Alur Penyusunan Perda Usulan Inisiatif DPRD 

Pasa! 114 tatib nomor l :3 
tahun 2010, usu] dari DPRD: 

Anggota 
Komisi 
Gabungan komisi 
Baieg 

! 
Disampaikan secara tertulis kepada 

pimpinan disertai 

penjelasan,keterangan, naskah 

akademik daftar nama lengkap 

tanda ta.~ga11 da...--i nomor pokok 
sekretariat. 

Pimpinan DPRD disampaikan 

kepada baleg nntnk <likaji 

! 
Hasil kajian baleg disampaikan 

kepada pimpinan dalam rapat 

panpurna. 

l 
Raperda yang telah dikaji 

disampaikan oleh pimpinan kepada 

anggota DPRD selambaynya 7 hari 

sebelum rapat paripuma DPRD 

Dalam paripuma : 

--~)~ Pcngusul memberi penjclasan . 

J 

Fraksi, anggota memberi pandangan. 
Jawaban pengusui 
Persetujuan dengan diterima atau 
ditolak 

! 
Raperda usul inisiatif disampaikan ke 
Gubernur. 

I 

i 
BANMUS 
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Berdasarkan basil Penelitian di lokasi, maka didapatkan basil yang berkaitan 

dengan proses penyusunan perda sebagai berikut: 

1.1. Hasil Wawancara Dengan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat 

Barat. Bapak Mulyadin, SH. menyatakan bahwa : 

"Perda Inisiatif DPRD didasarkan pada kebutuhan 
masyarakat, tidak melalui penJarmgan aspirasi, tetapi 
herda.,arkan pengamatan di lapangan hanyaknya peru5ahaan 
yang beroperasi di Kotawaringin Barat yang mengekploitasi 
sumber daya alam yang dampak keberadaan perusabaan tersebut 
belum membantu masyarakat. Sesuai amanat UU Nomor 25 
Tabun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 40 
Tabun 2007 tentang Penanaman Modal, babwa perusabaan 
barns bertanggung jawab terbadap keberadaan masyarakat dan 
lmgkungan d1 sek1tar perusahaan. 

Ide pembuatan Ranperda ini muncul dari Badan Legislasi, 
kemudian dirembug oleb anggota Sadan Legislasi, kemudian 
menyerap selurub aspirasi anggota dewan, ada beberapa 
ranperda yang muncul kemudian disampaikan kepada Pimpinan 
Dewan, mana yang prio1itas sesuai ke1munpuan dana dan 
anggota DPRD, sebingga pada tabun 2012 muncul 4 Ranperda 
salab satunya perda CSR. 

Pembuatan kajian akademis dilakukan kerjasama dengan 
Universitas Tujuh Beias Agustus Surabaya. Hasii kajian 
'llr'lrlP....,.,;~ ~..,r; ~"'.llP, ... mp,.,,n1C""'ll1"\ R.,n.-.ord.., ...,,,.., r1~1-vlh~" r1;t;n,,.,.1,._.,.,....._ 
L4..l"l...U.V""'•i••u, U"'4•• ,l,.,JU..l""'b J.J.J.'-'11.) UJ\ .. U.J. ..L'\..U.l t-'"""J. u. J.i)" VlUU...1...1.U..J UliJ..i.io.n.._u_p 

Baleg dan saling berkoordinasi dengan dinas terkait seperti 
Bagian Hukum dan Dinas Perkebunan. Diundang juga dari 
perusabaan-perusahaan apa yang menjadi aspirasinya. Hampir 
semua perusahaan mengirimkan pen.vakilan. Setelah naskah 
dianggap cukup matang kemudian diserahkan kepada Pimpinan 
DPRD." 

lnforman kedua dengan Bapak Triyanto, SH., MH. Ketua DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa : 

"Bentuk jadi diawali dari keberadaan perusabaan­
perusabaan di wilayab Kabupaten Kotawaringin Barat yang 
cukup banvak, kemudian yang salah satu kewajiban anggota 
DPRD melakukan reses ke masing-masing daerab pemiliban, 
tantunya k1ta selalu mendapat masukan dan masyarakat sek1tar 
perusahaan berada, babwa peran serta perusabaan dirasa masib 



cukup kurang, atas dasar inilah maka DPRD menginisiasi 
adanya suatu peraturan daerah berkaitan dengan CSK 

Kcbctulan CSR ini cukup kompak hampir sclumh anggota 
DPR menyatukan, atau menyatakan pendapat bahwa diperlukan 
peraturan daerah tentang CSR, jadi bukan lagi komisi tapi pada 
hampir seluruh anggota DPRD. 

Ya, untuk naskah akadcrnis mcmang kila tidak merujuk 
suatu perguruan atau salah satu konsultan tapi 1ebih kepada 
kunjungan kerja yang kita lakukan di daerah yang sudah 
mempunyai peraturan daerah, memang dalam penyusunan CSR 
itu naskah akademis belumjadi wajib pada saat itu." 
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Informan ketiga dengan Bapak M. Rusdi Gozali, SP. Anggota DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menyatakan bahwa : 

"Baik untuk proses penjaringan memang sebetulnya kita 
tidak lakukan hanya saja kita berangkat kepada kondisi di 
daerah kita d1mana pada saat itu k1ta mehhat bahwa berbaga1 
program terkait dengan CSR ini yang sebetulnya perusahaan ini 
berada di daerah kita tapi,kecenderungan bahwa program CSR 
yang dilakukan ini lebih diarahkan kepada daerah-daerah yang 
menjadi lokasi pusat perusahaan nah kenapa akhimya kita 
rndihat bahwa ini butuh kita lakukan, nah kemudian kenapa itu 
tidak perlu kajian karena kita mclihat dasar peraturan 
perundang-undangannya itu memang memungkinkan kita untuk 
melakukan penyusunan PERDA ini, yang pertama saya melihat 
bahwa di Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Ta.rbat'l!<"' 111n-'l i"tn 1"'1PY'''"*'11hl~'1n n,..,tHl"' rl~l'll.....-C"'l.,.,'111,..."'Il-ri'r.-, "-'".'lnrr 
.l'-'l t.".J J'-'bU. \.Y J.l.J_'-'\''l't..4j..1.UJ.li.U..lJ. WJ..l\.YL"- U.l.J."4.l'l.-.)U.1.U.41.'l.U..l .l.l)U. JU.J.lb 

namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan kemudian juga 
tentang Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal juga diarahkan bahwa perusahaan itu wajib 
rnclaksanakan yang narnanya tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. lebih-lebih di daerah kita ini kan didominasi oleh 
perusahaan perkebunan yang memang diwajibkan itu adalah 
yang bersumber kepada Sumber Daya Alam. Nah kenapa 
akhimya kita mencoba mengangkat PERDA ini karena dasar 
hukurn diata"nya itu sudah ada jadi kira-kira hegitu pak 

Jadi ini kita wacanakan di dalam rapat Badan Legislasi, 
berdasarkan beberapa tindakan yang kita sampaikan jadi kita 
melihat bahwa perusahaan yang ada di daerah kita selama ini 
kelihatannya kurang memberikan perhatian kepedulian kapada 
masyarakat sekitar kita sekitar perusahaan , jadi sebetulnya 
harapan kita adalah bahwa perusahaan ini sebagai bagian dari 
desa harusnya b1sa memberdayakan masyarakat, Jad1 harapan 
kita program-program yang ada menjadi kebutuhan di desa itu 
juga harus dibantu oleh perusahaan dalam bentuk CSR. 



Jadi <lulu kita itu memang rencananya akan membuat 
naskah akademis, hanya saJa d1 dalam perkembangan d1 masa 
sidang kita bcrikutnyya, bahvva pada saat itu naskah akadcinik itu 
sebetulnya tidak mutlak kalau memang sepanjang itu menjadi 
kebutuhan dan memang sudah sangat prioritas untuk di buat 
PERDAnya sehingga kami beranggapan bahwa dngan kondisi­
kundisi yang saya sebutkan tadi mungkin nu sudah bisa 
menjawab bahwa berdasarkan telaah-telaah kita itu. itu juga bisa 
membantu di dalam kita untuk mencoba kajian kita itu, 
memang kami akui ini kan sudah masuk ke dalam properda kita 
hanya saja kita terkendala masalah anggaran karena itu sudah 
kita inikan, sehingga kami akhimya mencoba berangkat kepada 
kawan-kawan yang ada di kota serang untuk melihat bagaimana 
kajian-kajian yang mereka buat sehingga PERDA ini bisa 
dimunculkan sebagai bagian dari PERDA daerah." 

Dari hasil wawancara diatas, hanya satu informan yang 

menyatakan bahwa Perda tentang Pengelolaan tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan didahului dengan pembuatan naskah dokumen akademik, 

sedangkan dua informan yang lain menyatakan naskah dokumen 

akademik tidak diharuskan dalam penyusunan Perda tersebut. Satu 

orang informan yang meyatakan Perda tentang Pengelolaan tanggung 

Jawab Sosial Peru5ahaan ini dahulu menjabat sebagai Ketua Badan 

Legislasi DPRD kabupaten Kotawaringin Barat sehingga dipandang 

lebih memahami proses penyusunan Perda ini. 

1.2. Hasil wawancara Dengan Tim Pemerintah Daerah 
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Yang Pertama dengan Bapak Bambang Wahyusuf, SH Kasubag 

Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum, Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat. menyatakan bahwa: 

"Dalam proses penyusunan perda setelah dilakukan 
koordinasi dengan bagian Persidangan Sekretariat Dewan 
dikatakan bahwa penjaringan telah dilakukan oleh anggota 
Dewan. Yang hadir dalam penjaringan meliputi tokoh -tokoh 



masyarakat, ormas atau perusahaan, dalam bentuk rapat dengar 
pendapat. 

Dalarn pcnyusunan sctclah dikoordinasikan tidak mclalui 
pembuatan naskah akademis. Pihak eksekutif tidak dilibatkan 
dalam penyusunan naskah akademis. Penyampaian naskah 
ranperda inisiatif dewan bisa dikirimkan ke eksekutif biasanya 
melalui surat ieiapi bisa juga nun surai, dalam bentuk nask.ah 
pidato yaitu ketika dalam pemandangan ketika umum ketika 
rapat paripurna kemudian naskahnya diserahkan kepada kepala 
Daerah pada saat sidang tersebut. T etapi bagian hukum 
biasanya menindaklanjuti dengan meminta surat pengantar 
secara resmi yang ditandatangani pimpinan dewan. 

Pemerintah daerah mengetahui adanya ranperda pada 
Rapat Paripurna, melalui pernyataan pimpinan dewan yang 
men!:,JUSulkan adanya Perda Inisiatif DPRD agar dimasukan 
dalam Program Legislasi Daerah dan dibahas pada masa sidang 
kesempatan pertama" 
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Yang Kedua dengan Bapak M. Rusli Effendi. SH .. M. Si. Kepala 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 

menyatakan hahwa: 

"Jadi begini Pak entah sebelum perda ini disusun jadi ini 
pada saat itu dan inisiatif, jadi DPR ini mengundang masyarakat 
baik Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, dan juga tim bagian 
Hukum, untuk menyusun Peraturan Daerah ini. Setelah itu, ini 
hampir satu hari di undang tennaksud SKPD terhaik misalnya 
BAPEDA, Dinas Sosial, dan Sekertaris Daerah I Pak Sekda. 

Jadi melalui Rapat baik Rapat Gabungan maupun Rapat -
rapat yang sifatnya di undang DPR. 

Kalau menurut saya sudah termaksud akademis pak. 
Karena sebelum PERDA ini disusun termaksud Tokoh 
Masyarakat, kemudian Muspida dan lain sebagainya. 
Perusahaan - perusahaan Juga mengajukan tentang Perda m1. 
Jadi bukan hanya inisiatif DPR kemudian Tokoh Masyarakatnya 
juga diundang, termaksud Pemerintahan Daerah nah disitukan 
artinya Pak inikan sesuai dengan aturan yang di bikin. 

Di libatkan Pak, iya pak. Surat pengantar, mungkin Pak ini 
yang telah terkait dengan naskah akademik, naskah akademik 
DPR juga akan menggunakan pihak ketiga tapi kita sebelum 
membahas kita juga di undang untuk rapat membahas akademis 
nya. 

Jadi ini dilaksanakan pak, proses awai tingkat ini, kita 
"""'P-n\_'llC"11...-. nro(~"l't"\'1 ron~Cf"'t:"1 pl"llr ~t'lh 1n1 lrnrt'11"l 1n1C'1~+1.fnpp 
i.1_..1.'""'.1.lJ U.Ju..1...t p.1_ t;i\.i.J..tJ. ili,,,...b.1.'-' u....>i "t:'t.., .1._u,U . ..1. iJ.i• i--,,.U,,.1..th • .4. .1..1.i1..J.h4l.J..1. .._..._._ L"\.. 



bagian fasilitas hukum kemudian kita masukan dalam agenda 
pan puma selanJut nya Jad1 ttdak d1susun. 

Dari hasil wawancara diatas, satu informan yang menyatakan 

bahv.·a Pcrda tcntang Pcngclolaan tanggung Jawab Sosial Pcrusahaan 

didahului dengan pembuatan naskah dokumen akademik. sedangkan 

informan yang lain menyatakan naskah dokumen akademik tidak 

diharnskan dalam penyusunan Perda tersebut 

I .3. Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Perusahaan 

Yang Pertama Bapak Kharis Nuryanto, Kepala Departemen CSR PT. 

Citra Borneo Tndah, yane menyatakan bahwa : 

" Kami tidak tahu atau terlibat dalam proses penyusunan 
Perda, tahu-tahu sudah Perda sudah jadi. Tetapi kami hadir 
ketika pelaksanaan uji publik dimana dihadiri oleh perwakilan 
perusahaan, SKPD dan Anggota Dewan berupa Focus Group 
Discusion yang dipimpin oleh Tim Ahli yang direkrut Bappeda. 
Disampaikan bahwa Perda ini perlu dikaji kembali karena 
banyak hal yang belum sinkron dengan perusahaan. 

Sebelum uji publik, pernah diwawancarai melalui tulisan 
dan diberikan perda itu sendiri." 
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Informan yang kedua yaitu Bapak Ahmad Baironi yang berasal dari 

PT. Sungai Rangit menyatakan bahwa : 

"Belum pernah diundang ataupun didatangi pihak DPRD 
maupun pemerintah daerah pada saat proses penysunan perda, 
sehingga tidak tahu proses dalam penyusunan perda." 

Informan yang ketiga yaitu Bapak Matheus dan Ibu Anggi dari PT. 

Gunung Sejahtera Puti Pesona menyatakan bahwa : 

"Untuk istilah CSR tentu pernah mendengar karena namanya 
tangga sosial, tapi untuk UU kita juga ada UU tanggung jawab 
sosial I UU perusahaan itu, jadi kita tahu pertama ya dari UU itu, 



kedua kalau dari sisi PERDA beberapa daerah juga sudah 
menerapkan 1tu pak, contoh m1sa1nya d1 Aceh lalu d1 Kalt1m, k1ta 
mcngctahui dari situ, kcmudian kita hanya tahu di PI:RDA itu 
adanya terbentuk forum CSR, jadi disitu melibatkan semua baik 
dari masyarakat, perusahaan dan pemerintah, bentuknya adalah 
forum dan bukan badan pengelola, jadi disitu kita lebih banyak 
shcringnya, kalau untuk di Kaltim seperti itu, tapi bc<la lagi kalau 
di Tanah Bumbu <KALSEU. 

Kalau saya masuk di KOBAR baru tahun lalu (Bapak 
Matheus), Kalau disini pak, dari saya ada memang sudah ada 
PERDA ini, jadi kita tinggal melaksanakan saja CSR yang ada 
(Thu Anggi). 

Mungkin kalau sebelumnya kami ada disini sepertinya 
diundang, tapi kita tak mendapatkan hasil dari PERDA itu, 
sosialisasinya tidak ada ke kami, karena kalau ada pasti kami 
melanjutkan sesuai dengan pengelolaan yang ada di KOBAR 
pak." 
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Informan yang keempat yaitu Bapak Ramli Tamba dari PT. Bangun 

Jaya Alam Permai menyatakan bahwa : 

"Dalam proses penyusunan Perda tentang pengelolaan 
tanggung jawab sosial perusahaan belum pemah diundang atau 
dilibatkan." 

Informan yang kelima yaitu Bapak M. Jamhari dari PT. Bumitama 

Gunajaya Abadi menyatakan bahwa : 

"Pemah mendengar dari kebijakan manajemen perusahaan, 
juga dari media tentang Perda pengelolaan tanggung jawab sosial 
pernsahaan. Pada proses penyusun tidak tahun proses yang terjadi 
serta tahapan-tahapannya." 

lnforman yang keenam yaitu Bapak Pangeran Muasjidinsyah tokoh 

masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa : 

"Terimakasih bapak CSR memang kita dengar Corporate 
Social Responsibility artinya waktu itu uncul CSR diawal dengan 
adanya SPK di waktu itu, kebetulan saya juga dipercayakan oleh 
perusahaan PT MEDCO AGRO sebagai advisor karena banyaknya 
kasus-kasus waktu itu, ya aihamduiiliah doa restunya bapak juga 
pcmerintah kabupatcn, kita ingin mcnyelesaikan pcrsoalan-



persoalan antara masyarakat, pemerintah daerah dengan investor 
yang mgm menanamkan perusahaan. SPK (Surnbangan P1hak 
Kctiga) cntah kcnapa-kcnapa sctclah bcrjalan bcbcrapa tahun SPK 
hilang, hilang tidak ada suaranya, muncul CSR, CSR ini sebetulnya 
kurang lebih sama adanya SPK, tinggal persoalannya adalah tepat 
sasaran atau tidak ? Perusahaan sudah melakukan kewajiban, 
pt:rusahaan sudah mt:ncoba uniuk mt:ngikuti kdt:niuan dari pihak 
pemerintah. cuma kalau ada kemungkinan kendala-kendala yang 
oleh pemerintah dianggap perusahaan itu sendiri tidak 
melaksanakan kewajiban itu setahu saya, khususnya di PT 
MEDCO AGRO sudah menjalankan, tapi namun nah ini tinggal 
pendistrihusiannya, sasarannya kemudian pemanfaatannya ini tepat 
tidaknya kepada si penerima.ini yang saya tidak tahu, di sisi lain 
keberadaan dari perusahaan-perusahaan besar swasta tetutama yang 
bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit mereka juga dengan 
istilah CSR itu membangun sarana dan prasarana yng diperlukan 
oleh masyarakat di lingkungannya. Inipun juga sesuai dengn 
keinginan pemerintah kabupaten sekarang. Kemarin pemerintah 
daerah agar keberadaan perusahaan benar-benar b1sa membenkan 
dampak positif kepada masyarakat di lingkungan aktivitas 
perusahaan itu termasuk misalnya, umpamanyaa melakukan suatu 
kegiatan pengobatan masal, melibatkan perusahaan walaupun 
mungkin barangkali. Inti gagasan dari dinas teknisi pemerintah 
dinas kest::hatan daerah umpamanya, kemudian pcrusahaaa juga 
membangunkan sarana olahraga, sarana ibadah, walaupun tidak 
mutlak itu untuk masyarakat, tapi juga untuk kegiatan para 
pegawai-pegawainya, asisten dan administraturnya." 

Kebetuian untuk proses penyusunan PERDA ini amak tidak 
tahu, memang sebelum terb!tny'a PERD.l~ .. pemah ada R./\~-JPEPJ)~Ai. 
dahulu rencana peraturan daerah, pembahasannya juga lewat 
perangkat pemerintah, Eksekutif misal punya ide seandainya tetap 
ada pembahasan dengan Legislatif atau sebaliknya, Legislatif 
punya ide juga melibatkan Eksckutif." 
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Informan yang ketujuh vaitu Bapak Pangeran Arsyadinsyah tokoh 

masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa : 

"Maaf secara tents terang saja saya helum pemah, haik itu 
datang ataaupun sifatnya undangan, baik itu secara langsung 
maupun tidak langsung, saya belum pernah hingga dalam hal ini 
perlu saya tambahkan sedikit bahwa apapun yang akan dibentuk, 
apapun yang sudah ada baik itu perda sifatnya itu sama sekali 
belurn pernah ada mendengar. 

Saya tidak diundang dalam penJanngan aspiras1 untuk 
penyusunan perda m1" 
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Dari hasil wawancara tersebut menurut anggota DPRD proses penyusunan 

Perda 

tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini telah sesum 

tahapan yang ditentukan oleh peraturan pernndang-undangan yaitu melalui 

penyusunan naskah akademis yang dibantu oleh pihak ketiga dan menyerap 

aspirasi masyarakat melalui mekanisme hearing. Akan tetapi dari tokoh 

masyarakat dan pernsahaan merasa belum pemah diundang dalam rro"e" 

penyusunan Perda ini. hal ini kemungkinan dalam proses penyusunan hanya 

orang-orang tertentu ataupun perusahaan tertentu yang diundang, sehingga 

infonnan sebagai sumber data penenlitian tidak ikut terlibat 

2. Prosedur Pembahasan Raperda 

T erdapat dua tahap penting pembahasan draf raperda, yaitu pada lingkup tim 

teknis eksekutif dan nemhahasan hersama dernmn DPRD Pemhahasan nada tim - - - - .- - - - _, - - - 1 

teknis, adalah pembahasan yang lebih merepresentasi pada kepentingan eksekutif 

Oleh perundang-undangan, diwajibkan bagi pemerintah untuk memberi 

kesempatan kepada semua masyarakat berparti.,ipasi aktif haik "ecara lisan 

maupun tulisan (Pasal 53). Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan 

kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja di lembaga legislative 

dilakukan oleh komisi ( A s/d C) yang menjadi counterpart eksekutif Pembahasan 

di DPRD biasanya diformat dengan tahapan, Pengantar Eksekutif pada sidang 

Paripuma Dewan, Pemandangan Umum Fraksi, Penyampaian Eksekutif Atas 

Pemandangan umum Fraksi, Penyampaian Pandangan Urnum Komisi, 
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Penyampaian Eksekutif Atas Pemandangan Umum Komisi, Tanggapan Akhir 

Komisi dan Persetujuan anggota DPRD terhadap draf Ranperda. 

Hasil wawancara terkait dengan Pembahasan Ranperda adalah sebagai berikut: 

7.1. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Rarat 

lnforman pertama dengan Bapak Mulyadin. SH. Anggota DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa : 

"Pembahasan tidak dilakukan melalui pembicaraan tingkat 
I dan tingkat II, setelah naskah ranperda selesai disampaikan 
kepada pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD menyampaikan 
kepada eksekutif untuk dijadwalkan oleh Badan Musyawarah 
dalam pembahasan di tingkat pleno, yang unsumya meliputi 
eksekutif dan legislatif. Dalam rapat pleno banyak berbagai 
pihak hadir dilakukan pembahasan pasal demi pasal dan 
beberapa perubahan terhadap pasal mengakomodir masukan 
berbagai pihak. Setelah melalui pembahasan akhimya 
disepakati. Dalam paripuma disahkan, dan ditandatangani 
eksekutif dan legislatif. Dan diserahkan ke pihak eksekutif." 

Informan kedua dengan Bapak Triyanto. SH .. MH anggota DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa : 

"Prose<.; pembahasan telah 'esuai mekanisme 
berdasarkan aturan yang ada. Melalui proses yang cukup 
panjang pak, melalui dari rapat BALEGDA. Sebelum di rapat 
di BALEGDA ini kan ada rapat PROLEGDA, nah 
PROLEGDA disepakati oleh DPRD dan pemerintah bahwa 
CSR ini menjadi bagian dalam pembahasan yang ditujukan 
pada masalah tertentu, kemudian setelah itu BALEGDA 
sebaga1 badan leg1slas1 DPRD melkukan fungsmya 
membahas kemudian memproses mengharmonisasi sampai 
pada tahapan-tahapan yang diatur oleh undang-undang. 

Pengkajian dilakukan oleh BaLEGDA dan hasil 
pengkajian dibawa ke dalam rapat paripuma. Pimpinan 
DPRD juga leiah menyampaikan Ranperda ini kepada 
seluruh anggota DPRD. 

Pembahasan berikutnya sesuai dengan pasal 31 
PERMENDAGRI No 53 Tahun 2011, dalam rapat paripuma 
kan pengusui memberikan penjeiasan kan begitu, kemudian 
frak:si--fraJ~si dan arrggota DPPJ) lainnya memberik:an 
pandangan kemudian pengusul memberikan jawaban. 



Pembahasan yahap II juga telah sesuai mekanisme yang 
ada, yang dmndang da1am pembahasan tmgkat l : Seluruh 
anggota DPRD kcmudian yang dari Eksckutif yang bcrkaitan 
dengan RANPERDA tentang pengelolaan CSR, di dalam 
pemerintahan kan ada bagian-bagian tertentu, Apakah itu 
asisten satu, asisten dua dan asisten tiga yang berkaitan 
<lengan pembahasan PERDA. 

Dalam uji publik diundang pihak perusahaan, 
masyarakat, akademisi dan beberapa komponen masyarakat 
yang ada." 
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Informan ketiga dengan Bapak M. Rusdi Gozali, SP. Anggota DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menyatakan bahwa : 

"Jadi memang seingat saya naskah ini digodok oleh 
BALEGDA, kemudian waktu itu kebetulan SEKWAN kita itu 
k1ta JUga kan orang hukum Jad1 k1ta kaJI sendm, berdasarkan 
beberapa referensi dari daerah lain kemudian setelah ini kita 
siapkan tidak kita sampaikan kepada pimpinan, karena ini 
menjadi ranah daripada BALEG dan memang pimpinan sudah 
menyetujui untuk digarap pembuatan PERDA tentang CSR ini, 
sehiugga beliaupu11 sudah inenydujui waktu itu bahwa ini 
menjadi bagian dari kolega. Jadi itu j uga yang telah dilakukan. 

Jadi begini setelah kita melakukan yang namanya 
membuat draft kemudian ini disampaikan kepada semua fraksi 
untuk dimintai pandangan sesuai yang ada di daiam persidangan 
sampai kepad~ proses penetapan. ~Jah scbelum PERDi~'" ini kim 
tetapkan kita juga melakukan beberapa uji publik pak, jadi kita 
melakukan beberapa uji publik kepada beberapa stekholder yang 
ada, perusahaan-perusahaan juga kepada pemerintah daerah, 
kcmudian juga pakar di bidang CSR ini, kemudian kita lakukan 
uji publik kelihatannya dalam proses uji publik itu semua 
perusahaan menyetujui terhadap adanya PERDA CSR ini. 

Waktu itu tidak pakai surat jadi, jadi kan ketuanya bukan 
saya pak, jadi sebetulnya harapan kita itu mekanismenya begitu 
dibaha" di kita kemudian rnenjadi PROLFGDA ini juga menjadi 
tugas kita bersama untuk menghadap kepada BUPATI, agar 
kedepannya itu terkait dengan PERGUBnya ini bisa nanti 
diteruskan oleh beliau, nah waktu itu memang terjadi hal-hal 
yang pada saat PILKADA yang ini akhimya tidak sinkron ni 
kan hubungan kita ni nah demikian. Tidak hadir pak dan 
diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

Pada saat 1tu hanya eksekut1t dan leg1slat1t,karena kan k1ta 
sudah melalui tahapan awal sebelumnya yakni di uji publik tadi, 
jadi dasar dari uji publik inilah kita maju kepada pembahasan 
tingkat satu. 



Sudah dilaksanakan. Iya dan keputusannya adalah sepakat 
untuk d1sahkan." 
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Menurut informasi diatas. proses pembahasan Perda tentang Pengelolaan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah sesuai dengan mekanisme yang 

telah ditetapkan dalarn pernturnn penmdang-undangan 

2.2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Yang pertama dengan Bapak Bambang Wahyusuf, SH, Kasubag 

Peraturnn Pernndang-Undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barnt menyatakan bahwa: 

"Tahapan proses pembahasan dilaksanakan sesuai prosedur 
peraturan perundangan, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk 
hadir dalam rnpat paripurna 1 dan TI, penyampaian pendapat 
legislatif atas ranperda disampaikan pada paripuma I berupa 
pemandangan umum fraksi, rapat paripuma yang kedua tanggapan 
atas eksekutif atas ranperda yang diusulkan atas pemandangan 
umum fraksi. Stakeholder diundang pada pembahasan tingkat 
kedua. 

Pembahasan tingkat II, yang dimintakan adalah komisi, per 
pasa1 d1bahas bersama oleh eksekut1f dan leg1slat1f Pembahasan 
tingkat kedua akan muncul persetujuan bersama atau tidak 
disetujui. Keputusan besama dilakukan setelah fraksi 
menyampaikan pendapat akhir fraksi." 

Yang Kedua dengan Bapak M. Rush Effendi. SH .. M.Si. Kepala Bagian 

Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, menyatakan 

bahwa: 

"Jadi ini dilaksanakan pak. proses awal tingkat ini, kita 
menyusun program regisrasi pak, nah ini kama inisiatif DPR 
bagian fasilitas hukum kemudian kita masukan dalam agenda 
paripuma selanjut nya jadi tidak disusun. 

Jadi pada saat itu kalau tidak salah yang di tunjuk asisten 1. 
Bagian hukum Kabag Hukum, beserta kasubak peraturan 
perundang- undangan dan lain lainnya yang hadir. 

KABAG hukum, KASUBAG peraturan perundang-undagan 
termasuk staf, kemudian asisten 1. Jadi pendapat ini kan setelah 



pembahasan tingkat satu, inikan langsung diadakan pembahasan 
tmgkat dua me1a1ui rapat-rapat 1m k1ta laksanakan sesuai dengan 
mckanismc yang ada 

Ya, kepala daerah diminta pendapat akhir, artinya karena 
PERDA ini inisiatif DPR maka kita harus memberikan pendapat 
akhir terhadap rancangan perda, mungkin ada koreksi-koreksi 
sekitar rapal gabungan. 

Keputusan akhimya kemudian setelah itu kita perbaiki pak, 
kemudian perbaikan - perbaikan ini melalui bagian hukum, nah 
kita perbaiki setelah sesuai kita koordinasi dengan pihak komisi 
A 
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Menurut informasi diatas. proses pembahasan Perda Pengelolaan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah sesuai dengan mekanisme yang 

telah ditetapkan dalam pernturnn perundang-undangan. 

2.3. Tokoh Masyarakat dan Perusahaan 

lnfonnan yang pertama yaitu Bapak Kharis Nuryanto dari PT. Citra 

Borneo Indah menvatakan bahwa : 

"Selama tahapan pembahasan ranperda tidak pemah diundang baik 
dalam pembahasan ditingkat I maupun pembahasan ditingkat II." 

lnforman yang kedua yaitu Bapak Ahmad Baironi dari PT. Sungai 

Rangit menyatakan bahwa : 

"Tidak mengetahui pak, dan tidak mendapat undangan baik 
pembahasan tingkat I dan pembahasan tingkat II." 

lnfonnan yang ketiga vaitu Bapak Matheus dan !bu Anggi dari PT. 

Gunung Sejahtera Puti Pesona menyatakan bahwa : 

" Tidak pernah diundang atau dilihatkan dalam pernhaha<;an 
Ranperda tentang tanggung Jawab Sosial Perusahaan." 
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lnforman yang keempat yaitu Bapak Ramli Tamba dari PT. Bangun Jaya 

Alam Pennai menvatakan bahwa : 

"Jadi memang kita mendengar adanya PERDA ini tapi dalam 
penyusunan maupun pembahasan materi itu sepanjang yang kita 
ketahui saya sendiri belum pemah terlibat langsung dalam 
penyusunan tersebut , sepanjang yang saya ketahui. Baik 
pembahasan ditingkat I maupun pembahasan ditingkat II." 

lnforman yang kelima yaitu Bapak M. Jauhari dari PT. Bumitama 

Gunajaya Abadi menyatakan bahwa : 

"Dalam proses pembahasan saya tidak diundang sehingga 
tidak mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan sebuah perda." 

lnforman yang keenam vaitu Bapak Pangeran Muasjidinsyah tokoh 

masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barnt menyatakan bahwa : 

"Memang pemhahasan itu sendiri amak tidak tahu, tidak 
diundang. Namun mugkin barangkali ya termasuk saran sekaligus 
input untuk keadaan agar lebih bagus, lebih baik dan PERDA ini 
efektif dilaksanakan. Sayangnya lain daripada Legislatif yang 
punya inisiatif kemudian juga kerjasamanya dengan Eksekutif 
Pemerintah atau sebaliknva, dilibatkan juga perwkilan dari pihak 
perusahaan sehingga mereka tahu isi PERDA itu apa, sasarannya 
kemana, kemud1an tuJuannya apa, Jadt beg1tu. T1dak dmndang 
dalam pembahasan tingkat I 

Dalam pembahasan tingkat II, saya tidak pemah diundang dan 
tidak pemah tahu walaupun kemungkinan sudah diundang kan atau 
sudah disosialisasikan tapi kami tidak tahu." 

lnforman yang ketujuh yaitu Bapak Pangeran Arsyadinsyah tokoh 

masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barnt menyatakan bahwa : 

"Saya tidak diundang, dalam proses pembahasan ranperda 
tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan." 

Pembahasan Perda Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah 

melalui proses yang telah diamanatkan undang-undang yaitu melalui pembahasan 
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tingkat I dan tingkat II, seperti yang disampaikan oleh informan dari anggota 

legislatif maupun dari eksekutif sedangkan stakeholder lainnya (tokoh 

masyarakat dan perusahaan yang menjadi informan) merasa tidak dilibatkan 

dalam pernbahasan Perda tersebut 

3. Pengesahan dan Pengundangan 

Perjalanan akhir dari perancangan sebuah draf peraturan daerah adalah 

tahap pengesahan yang dilakukan dalam hentuk penandatangan naskah oleh 

pihak pemerintah daerah dengan DPRD. 

Proses pengesahaan dan Pengundangan Perda Kabupaten Kotawaringin 

Barnt N0 1 Tahun 2012 tentang Pengel0Jaan Tanggung Jawab S0sial 

Perusahaan. berdasarkan wawancara dengan narasumber sebagai berikut : 

3.1. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat 

Yang pertama dengan Bapak Mulyadin, SH, anggota DPRD 
menyatakan bahwa : 

"Saya pikir masalah waktu tidak ada, begitu selesai 
langsung diserahkan kemudian begitu selesai pembahasan 
kan langsung di paripumakan, dalam rangka paripuma inilah 
penandatanganan itu kan, nah kemudian setelah itu secara 
resmi sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan 
selanJutnya tugas pemermtah daerah !ah yang mengevaluas1 
ke pemerintah provinsi selanjutnya disampaikan ke 
kementrian terkait dalam hal ini, sebenamya hasil dari 
evaluasi baik itu di pemerintah provinsi maupun kementrian 
terkait tidak ada masalah langsung mendapatkan disposisi 
dan waktu itu juga st:tdah :'ielesai di evaluasi dan disetujui 
akhimya diundangkan dalam lembaran daerah dengan 
demikian perda ini dapat dinyatakan berlaku secara efektif. 

kemungkinan karena ini yang membawapun dari pihak 
eksekutif kaiaupun toh memang itu ada kemungkinan 
l111·qr~h111n .;t1-. rl1c· .. ·ln-il'"Vl~l...-,,..., l"°'"""~rl"' ""'~hal· o}rs0lrnt;+ '4.-in J" \ty U.V\.i.iJ. .&.'-\.i. y..1._,Ju,1.J..1.pu.ifiU.i.t. \. ....... _tJU.YU. jJii.i ..L\. """''a. ...... t:~U.'-lj_' """""..li 

legislatif dalam hal ini pimpinan dprd mungkin jadi kalau ke 
banleg itu sih mungkin tidak nyampek." 



101 

Yang kedua dengan Bapak Triyanto, SH., MH. Ketua DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa: 

"RANPERDA disetujui bersama DPRD dan kepala 
daerah, satu minggu kemudian RANPERDA ini disampaikan 
pimpinan DPRD ke kepala daerah 

Ranperda satu kemudian dikirimkan ke propinsi untuk 
dilakukan evaluasi, evaluasi dilakukan selama dua minggu 
dan hasil evaluasi propinsi hasilnya ditembuskan ke DPRD". 

Yang ketiga dengan Bapak M. Rusdi Gozali, SP., Anggota DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Barnt yang menyatakan bahwa : 

"Ini kan sebetulnya begitu kita sudah sahkan hal-hal 
terkait dengan tindak lanjut menjadi kewenangan kepala 
daerah sebetulnya jadi kita sudah tentunya tidak mengetahui 
proses lanj ut. Kita sudah tidak mengetahui berapa lama 
evaluasi di propinsi dan kita tidak menerima tembusan hasil 
evaluasi dari propinsi." 

Dalam proses pengesahan telah melalui mekanisme yang berlaku. 

akan tetapi ada perbedaan pendapat terkait hasil evaluasi Perda oleh 

Pemerintah Propinsi, karena menurut Ketua DPRD mendapat tembusan, 

sedangkan informan yang lain mengatakan tidak mendapatkan tembusan. 

Hasil evaluasi Perda oleh Pemerintah Provinsi ini kemungkinan hanya 

sampai di level pirnpinan DPRD dan tidak diteruskan ke semua anggota 

DPRD. 

3 2 Pernerintah Kahupaten Kotawaringin Rarat 

Informan pertama dengan Bapak Bambang Wahyusuf. SH. Kasubag 

Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah 

Kahupaten Kotawaringin Barat, menyatakan bahwa: 



"Lama atau tidaknya penyampaian itu sebenamya ada 
batas waktunya segera seharusnya kepala DPKIJ 
mcnyampaikan kcpada kcpala dacrah untuk bisa ditctapkan 
tetapi ada surat gubemur yang meminta agar sebelum 
ditetapkan disampaikan untuk keperluan mendapatkan 
konsultasi dalam artian sebelum rancangan peraturan daerah 
tersebui diieiapkan mt:njadi perda kt:mudian iernyaia ada 
bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau 
kebijakan dari pemerintah maka bisa diantisipasi dengan cara 
ada hasil konsultasi yang diberikan oleh Gubemur kepada 
Pemerintah Kabupaten dan DPRD untuk diperbaiki Ranperda 
tersebut sehingga ditetapkan tidak akan menimhulkan masalah 
nantinya. 

Sebenamya hanya peraturan daerah tertentu yang di 
evaluasi, rata-rata peraturan daerah tertentu yang diharuskan 
mendapatkan evaluasi dari pemerintah dalam hal ini di berikan 
kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi yaitu tentang 
APBD, Pajak Retribusi Daerah, Tata Ruang, kemudian 
mengena1 Rencana Pembangunan. 

Ranperda CSR tidak tennasuk mendapatkan evaluasi 
tetapi ada surat Pak Gubemur yang diminta dilakukan 
konsultasi dalam rangka kehati-hatian. 

Ranperda CSR sudah dilaksanakan evaluasi oleh 
Gubt:rnur. Hasii evaiuasi diki1im sel;ata krtulis, jadi evaiuasi 
jelas sudah dibatasi waktunya selama 15 hari sejak diterima 
kemudian hams disampaikan lagi ke pemerintah daerah tetapi 
untuk konsultasi pemerintah daerah pemerintah provinsi juga 
mengikuti itu jadi mengikuti batas waktu yang ada untuk 
CH1'llll"l('1 ;.,rtl "t"\'"l111"'rt l'lm_".) mnrplrf') 'f"\"\O't"'ihn-r1kl")'t'1 1'1-nfTkll '''lllrf"'ll 1 '\ 
'"'"'-"J..\..t.f.4.• .. H JU."4.1. }JU..l.l.llb J.f.A .l.l\.4 Ii '-'.l"".t..._U. .tl.l'-'J..lJ.V"""J.J. fo.4t..ljU..lJ.b U. "t'U..l'\r.LU. .l--' 

hari 
Hasil evaluasi dari pemerintah provinsi itu biasanya hanya 

disampaikan kepada Bapak Bupati kemudian akan diperbaiki 
oleh pcmerintah dacrah karena rancangan peraturan daerah 
secara resmi diserahkan oleh DPRD kepada Pemerintah 
Daerah." 
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Informan Kedua dengan Bapak M. Rush Effendi, SH.,M.Si. Kepala 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 

menyatakan bahwa: 

" Jadi setelah ini tiga hari kami menerima, tiga hari setelah 
perbaikan kita sampaikan ke propinsi pak, untuk infonnasi 
sestelah mendapat persetuJuan dan DPR maupun kepala daerah 
tiga hari untuk kita sampaikan ke provinsi untuk evaluasi. 



Paling lama itu, ini paling lambat kita terima sekitar sepuluh 
han yang te1ah kam1 tenma. Karena memang beg1tu pak 
mungkin kami bisa mcnctapkan RANPERDA mcnjadi PERDA 

DPRD juga mendapat tebusan atas hasil evaluasi Ranperda 
oleh Propinsi." 
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Dalam proses pengesahan telah melalui mekanisme yang berlaku 

sesuai peraturan perundang-undangan, Perda yang telah disahkan telah 

dikirim ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan evaluasi Evaluasi oleh 

Pememrintah Propinsi paling lama 15 hari. Hasil evaluasi dari 

Pemerintah Provinsi dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten dan 

ditembuskan ke DPRD, dan Pemerintah Kabupaten hanJ<.; 

menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tersebut. 

3.3 Tokoh Masyarakat dan Perusahaan 

Dalam proses pengesahan dan pengundangan yang mempunyat 

peran adalah pihak legislatif terutama unsur pimpinan dewan dan 

eksekutif, sehingga tokoh masyarakat dan pernshaan kurang herperan 

dalam proses ini. 

Dalam konsep hukum, perda tersebut telah mempunyai kekuatan 

hukurn materiil (materiPle rPChtskrorh) terhadap pihak yang 

menyetujuinya. Sejak ditandatangani. maka rumusan hukum yang ada 

dalam rancangan peraturan daerah tersebut sudah tidak dapat diganti 

<.;ecara "epihak Pengundangan dalam Lembaran Daerah adalah tahapan 

yang harus dilalui agar raperda mempunyai kekuatan hukwn mengikat 

kepada publik. Dalam konsep hukum, maka draf rancangan peraturan 

daerah sudah menjadi peraturan daerah yang herkekuatan hukum fonnal 
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iformele-rechtskrach ). Secara teoritik, "semua orang dianggap tahu 

adanya peraturan daerah" mulai diberlakukan dan seluruh isi/muatan 

peraturan daerah dapat diterapkan. Pandangan sosiologi hukum dan 

psikologi hukum, rnenganjurkan agar tahapan penyebarlnasan 

(sosialisasi) peraturan daerah harus dilakukan. Hal ini diperlukan agar 

terjadi komunikasi hukum antar peraturan daerah dengan masyarakat 

yang hams patuh Pola ini diperlukan agar terjadi intemalisasi nilai atau 

normayang diatur dalam perda sehingga ada tahap pemahaman dan 

kesadaran untuk mematuhinya. 

4. Sosialisasi 

Agar semua pihak mengetahui adanya perda pengelolaan tanggung 

jawab sosial perusahaan perlua adanya sosialisasi. Sosialisasi Perda 

merupakan tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif 

Proses sosialisasi Perda Kabupaten Kotawaringin Barnt No. 1 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. berdasarkan 

wawancara dengan narasumber sebagai berikut : 

4 1 . Anggota DPR 0 Kahupaten Kotawaringin Rarat 

lnforman pertama dengan Bapak Mulyadin, SH. anggota DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Barnt menyatakan bahwa : 

" Begini sehelum hal ini kita sudah ada satu tahapan 
yang mungkin terlewati tadi, sosialisasi ini sudah pemah kita 
laksanakan dalam bentuk uji publik, uji publik ini sudah 
pernah kita laksanakan di ini juga pemah kita mengundang 
seluruh perusahaan yang ada kemudian pihak-pihak terkait, 
nah inikan salah satu bentuk sosialisasi juga, nah kemudian 
setelah ini dievaluasi dan lain sebagainya sudah selesai 



seharsnya memang ini ada dilakukan sosialisasi tapi ini sudah 
menJad1 kewaJiban p1hak eksekuttf dalam kapas1tas sebagai 
pclaksana daripada pcrda itu scndiri, nah kami jujur saja tidak 
pemah menerima undangan untuk sama-sama dalam rangka 
sosialisasi. 
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Informan kedua dengan Bapak Triyanto, SH., MH. Ketua DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Barnt menyatakan bahwa : 

"Perda tentang tanggung jawab sosial perusahaan ini 
sudah disosoialisasikan. Tetapi penerapan Perda belum 
maksimal karena setelah PERDA ini disahkan tentunya ini 
harus diikuti dengan pelaksanaan teknis atau dalam bentuk 
PERBUB yang sampai hari ini wilayahnya bernda di \\'i.layah 
Eksekutif." 

lnforman ketiga dengan Bapak M. Rusdi Gozali, SP., Anggota 

DPRD Kabupaten Kotawaringin Barnt, yang menyatakan bahwa : 

"Kita belum melaksanakan ini karena juga kita 
sebetulnya setelah itu disahkan ini sebetulnya tahu apa yang 
disampaikan bapak tadi, evaluasinya apa, perbaikannya apa, 
yang hams kita lakukan ini dan kita inginnya bahwa setelah 
PERDA ini disahkan ada evaluasi kemudian paling tidak 
BUPATI menjawab apa yang keinginan kita ini, kan inikan 
inisiatif pak berbeda dengan kaio PERDA itu susunan 
daripad3. ini. 

Tahapan Perda setelah disahkan dan diundangankan adalah 

sosialisasi atau penyebarluasan Perda tersebut agar diketahui semua 

stakeholder. Dari informasi diatas pihak legislatif telah melakukan 

sosialisasi dengan mengundang seluruh pemsahaan yang ada di 

Kabupaten Kotawaringin Barnt namun sebelum Perda No. I Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditetapkan. 
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4.2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

lnforman pertama dengan Bapak Bambang Wahyusuf. SH. Kasubag 

Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah 

Kahupaten Kotawarin3in Barnt, menyatakan hahwa: 

"Pihak pemerintah daerah imm berusaha untuk 
mensosialisasikan baik melalui media elektAhmad Baironik, 
dan hal ini ditanyangkan di website maupun sosialisasi 
langsung kepada masyarakat dlam bentuk penyuluhan hukum. 
Kemudian dari dinas social karni dapat infonnasi dari sana 
bahwasannya mereka sudah mengundang perusahaan­
perusahaan terkait dengan perda CSR. 

Perda CSR ini inisiatif dari DPRD sehingga ketika sudah 
menjadi perda dikirimkan ke pemerintah daerah kepada dewan, 
dewan kemudian melakukan sosialisasi juga dalam bentuk 
rasius dan sebagainya itu, mensosialisasikan epada perusahaan 
maupun kepada kons1tuennya. Kemud1an pemermtah daerah 
juga melakukan sosialisasi kemudian terkait peraturan 
pelaksanaannya tadi setelah dilakukan penyebar luasan 
masing-masing dari institusi ini ini sedang disusun bersama 
antar pihak daerah dengan pihak dewan, dewan menghendaki 
sege1a tt1bentuknya kt:µala daerah uniuk rnelaksanakan µt;rda 
CSR kemudian sudah dilakukan kcgiatan bersama, dalam hal 
ini melakukan kegiatan kunjungan kerja dewan ke Mojokerto 
tanggal 1 februari 2016 dan mendapatkan persepsi yang sama 
meiaiui dinas social dan BAPPEDA yang ikut juga daiam 
k~egiatan tersebut. 
bupatinya hanya saja belum selesai jadi belum bisa dibahas 
ditingkat pembahasan SKPD Setda 

Sosialisasi perda kebetulan yang ini berjalan masmg­
masing. Jadi tidak dilakukan sccara bersama-sama. 

lnforman Kedua dengan Bapak M. Rush Effendi. SH .. M. Si. Kepala 

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 

rnenyatakan bahwa: 

"Jadi setelah kami tetapkan peraturan daerah ini kita 
sosislisasikan kepada masyarakat khususnya yang disekitar 
perusahaan pak, nah inikan kita ada sosialisasi ke kecamatan 
setiap PERDA yang baru disetujui dan dijamin di PERDA 
kami sosialisasikan 



Jadi kita laksanakan pada saat itu tatap muka langsung, 
masyarakat k1ta undang. 

Kita sc1ama ini yang kita undang ini di balai dcsa dan di 
aula kecamatan. 

Yang melakukan sosialisasi ini karena di sekitar bagian 
hukum maka ini ada beberapa dinas yang kita undang pak, 
iermasuk dinas sosial kt:mudian BAPEDA karena mi 
tergantung PERDA untuk CSR ini sosiaL BAPEDA dan 
bagian hukum pak. 

Jadi PERDA ini pak beserta CSR ini kita sosialissasikan, 
kalau menurut hemat saya ini efektif , karena tidak satu 
kecamatan tetapi dalarn kecamatan kita sosialisasikan 

Kita menggunakan ini karena hasil akhir PERO Anya juga 
kita fotokopi, kita bagikan kemudian kita juga menggunakan 
medianya ceramah, kemudian ringkasan PERDA. 

Jadi pada saat sosialisasi kita juga mengundang dari 
legislatif yang hadi komisi A" 

Dari informasi diatas pihak eksekutif juga telah melakukan 

sosialisasi Perda ke setiap kecamatan. Sosialisasi Perda kadang 

dilakukan pihak eksekutif sendiri dan kadang-kadang sosialisasi 

dilakukan bersama-sama antara pihak eksekutif dan legislatif. 

4.3. Tokoh Masvarakat dan Perusahaan 
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Informan yang kedua yaitu Bapak Ahmad Baironi yang berasal dari 

PT. Sungai Rangit menyatakan bahwa : 

"Sampai dengan hari ini kita tidak tahu pak, 1;osilaisasi 
dari Perda tentang pengelolaan tanggung jawab sosial 
perusahaan". 

Informan yang ketiga vaitu Bapak Matheus dan Ibu Anggi dari 

PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona menyatakan bahwa: 

"Mengetahui perda tentang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan setelah mengikuti acara di bappeda pada tahun 

20 l "" 
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Informan yang keempat yaitu Bapak Ramli Tamba dari PT. Bangun 

Jaya Alam Permai menyatakan bahwa : 

"Iya, jadi termasuk dalam hal sosialisasipun kita belum pemah 
diundang dari eksekutif maupun legislatif tentang perda ini." 

lnforman yang kelima yaitu Bapak M. Jauhari dari PT. Bumitama 

Gunajaya Abadi menyatakan bahwa : 

"Jadi kalau sosialisasi secara resmi tidak pemah pak, tapi 
kalu misalkan ada anggota dewan secara pribadi dalam 
masalah riset ataupun kita pernah diundang oleh pimpinan 
dewan itu memang pernah disampaikan adanya PERDA 
tersebut". 

lnforman yang keenam yaitu Bapak Pangeran Muasdijinsyah tokoh 

masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barnt menyatakan bahwa : 

"Saya tidak pemah diundang dan tidak pemah tahu 
walaupun kemungkinan sudah diundang kan atau sudah 
disosialisasikan tapi kami tidak tahu. 

Informan yang ketujuh yaitu Bapak Pangeran Arsyadinsyah tokoh 

masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan bahwa : 

"Dalam hal ini justru saya berterimakasih dengan adanya 
tanya jawab ini tadi, wawancara ini ada satu sisi yang ingin 
saya sampaikan, bahwasannya tidak ada jeleknya kalau yang 
namanya tokoh masyarakat ini tadi entah dia bisa entah dia 
mengerti, tetapi kalau dia sudah diberi tahu atau diundang atau 
mendengar minimal paling tidak untuk sosialisasi 
kelingkungan yang terdekat kan bisa , sedangkan saran 
pendapat saya tadi, bahwasannya apapun bentuk yang 
namanya PERDA ataupun undang-undang dan lain 
sebagamya itu perlu sekah untuk d1sosial1sas1kan kepada 
masyarakat, karena masyarakat kita ini terlepas dari dia mau 
tahu atau tidak, tapi berkat sudah dikasih thu, sudah 
disosialisasikan sehingga suatu saat kapan-kapan pun akan ada 
sosialisasi tadi itu tidak perlu panjang lebar pun masyarakat 
sudah cukup tnewahami itu maksud say a ... 



Dari informasi diatas baik pihak perusahaan maupun tokoh 

masyarakat tidak pemah diundang atau menghadiri sosialisasi yang 

dilakukan oleh DPRD maupun Bagian Hukum Sekretariat Daerah 

Kahupaten K otawaringin Rarat di kecamatan-kecamatan 

Perusahaan mengetahui adanva Perda tentang Pengelolaan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan setelah mengikuti acara di 

Bappeda pada tahun 201 5 
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5. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Penyusunan Perda 

tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh data faktor­

faktor yang mendukung penyusunan Perda tentang Pengelolaan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut : 

1. Amanat Undang-Undang Penanarnan Modal dan Perseroan Terhata5 

yang mengamanatkan perusahaan dan atau penanam modal untuk 

menyisihkan sebagaian keuntungan perusahaan untuk membantu 

masyarakat di sekitar pen1sahaan 

2. Banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin 

Barat namun kurang kontribusinya dalam pembangunan daerah. 

1. Dukungan dari masyarakat yang dari hasil dengar pendapat antara 

legislatif dengan stakeholder perlunya aturan tentang pengelolaan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

Sedangkan faktor-faktor yang rnengharnhat penyusunan Perda tentang 

Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut : 
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Kurnngnya keterlihat<1n stakeholder dalam prose" penyusunan perda 

2. Kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses pembahasan perda. 

3. Kurangnya kepedulian perusahaan terhadap keadaan masyarakat di 

sekitar perusahaan 

C. PEMBAHASAN 

A 1 • • 1 1 • • 1 1 1 "1 -· 1 _ 1 _ 1 1 1 •" 1 1 1 •' 1 _ _ 1 '1 _ ~ 

Ana11~is 11..eOiJa11..a11 puoH11.. auaian 11..eo1Ja11..an-11..eOIJal\an yang urnum 

oleh pemerintah sebagai pembuat kebijkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu di masyarakat. 

William Dun, dalam Nugroho (2014) menyatakan bahwa ada lima tahap 

dalam perumusan kebijakan publik yaitu: perumusan masalah, peramalan 

masa depan kehijakan, rekomendasi kebijakan, pemantauan hasil kehijakan 

dan evaluasi kinerja kebijakan. Penyusunan Perda tentang Pengelolaan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini merupakan salah satu kebijakan 

publik yang juga mengalami lima tahap tersebut. Lima tahap tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Perumusan masalah 

.Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan dilandasi dengan kondisi Kabupaten Kotawaringin Barat yang 

kaya akan sumber daya alam serta banyaknya perusahanan yang 

mengelola sumber daya alam ini namun kondisi masyarakat di sekitar 

perusahan relatif miskin. Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barnt 

dengan memperhatikan kondisi lapangan serta memperhatikan kondisi 

daerah lain, maka berinisiatif menyusun regulasi yang mengatur agar 



111 

perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin barat turut serta 

berpartisipasi dalam pembangunan dan membantu masyarakat di sekitar 

perusahaan. 

Penyusunan Perda tentllng Pengelolaan Tanggung Jawah Sosial 

Perusahaan mempunyai tujuan sangat baik. akan tetapi dalam proses 

penyusunan perda keterlibatan stakeholder sangat kurang. Sehingga 

pihak-pihak yang herkepentingan dengan perda ini helum terakomodasi 

serta kurang tersosialisasi kepada semua stakeholder. Kurang 

terakomodasinya berbagai stakeholder berakibat pada timbulnya 

kesalahan dalam pernmusan masalah. Kesalahan yang terjadi ini c;;ejalan 

dengan isu yang diangkat Dunn dari pemikiran Howard Raiffa (Decision 

Analysis, 1968) dalam Nugroho (2014), yaitu kesalahan karena 

memecahkan yang salah karena memformulac;;ikan masalah dengan terlalu 

cepat. 

2. Peramalan masa depan kebijakan 

Peramalan adalah prosedur membuat informasi aktual tentang situasi 

sosial di masa depan atas dasar informasi yang ada tentang masalah 

kehijakan 

Adanya Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan diharapkan perusahaan semakin berperan aktif untuk 

memajukan pemhangunan di Kahupaten Kotawaringin Barnt, pengelolaan 

dana Corporate Social Re.\ponsihility semakin optimal dan penggunaanya 

tepat sasaran. 



3. Rekomendasi Kebijakan 

~.,...., 

.1..1.L 

Tugas membuat rekomendasi kebijakan mengharuskan analisis 

kebijakan menentukan altematif yang terbaik dan alasannya karena 

prosedur analisis kebijakan berkaitan dengan adanya masalah dan etika 

moral. Rekomendasi pada dasamya adalah pemyataan advokasi, dan 

aJvoka~i rncmpunyai crnpat µc1 tanyaan yang harus Jijawab. PcrnyataaH 

advokasi adalah apakah dapat ditindaklanjuti, bersifat prospektif, 

bermuatan niiai dan etik. 

Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sampai 

dengan saat ini belum dapat terlaksana. Pelaksanaan Perda ini mengalami 

kendala karena neraturan turunan vanQ meniadi netuniuk nelaksanaan 1 - - ... - ..J J_-. ..J. J_ - -

belum diterbitkan. Disamping itu setelah disampaikan kepada perusahaan 

ada beberapa hal yang kurang disetujui. Agar perda ini bisa dilaksanakan 

maka perlu segera diterbitkan peraturan bupati yang mengatur secara 

operasional pelaksanaan perda ini. 

4. Pemantauan hasil kebijakan 

Pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan 

umuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. 

Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, 

yaitu ekpianasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan. 

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari 62 ( enam puluh 

dua) perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya 
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10 ( sepuluh) perusahaan yang tel ah melaporkan pelaksanaan kegiatan 

"Corporate Social Responsihility" (CSR; nya. Realisasi I 0 (sepuluh) 

perusahaan yang melaksanakan CSR, pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp. 

2.212 738900 -, pada tahun 2014 sebesar Rp 5.490 978.1 O:i dan pada 

tahun 2015 tercatat sebesar 2.916.137.000. Kegiatan "C'orporate Social 

Responsibility" (CSR) meliputi bidang pendidikan, sosial budaya, 

infrastniktur, ekonorni, lingkungan, tanggap bencana, kesehatan dan 

bidang lainnya. 

Dari data diatas bayak perusahaan yang belum patuh melaksanakan 

"('nrpnmte Social RP\'[Jfmsihility "(rSR) dan nilninyo juga herf111ktuosi 

S'ehingga Perda tentang "Corporate Social Re.~ponsihihty "(CSRJ 

mendesak untuk segera dapat dilaksanakan. 

5. Evaluasi kinerja kebijakan 

Evaluasi menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan 

kebutuhan untuk menjawab pertanyaan·"apa perbedaan yang diperbuat?'' 

Kriteria evaluasi kebijakan sama dengan rekomendasi kebijakan yaitu 

efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. 

Berdasarkan evaluasi kinerja kebijakan penyusunan Perda tentang 

Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sampai dengan sekarang 

belum mampu memenuhi kriteria evaluasi kebijakan. Perda ini belum 

efektif untuk mengoptimalkan poten<>i rnrpnratP Snciol Respnnsih;lity 

varn.! cukun notensial di Kabunaten Kotawarinl!in Barat. Perda ini ju£a 
... - ... .i ..._ - -

belum efisien dan responsivitasnya rendah, dimana masyarakat merasakan 
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belum mendapatkan haknya dari perusahaan, sementara disisi lain 

perusahaan sudah merasa melaksanakan tanggung jawab sosialnya bagi 

masyarakat di sekitar perusahaan dan pembangunan daerah. 



A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah semua tahap penelitian dilakukan, mulai dari pembuatan proposal 

penelitian, kemudian pengkajian teori, penyusunan instn1ment penelitian yang 

disertai dengan uji coba dan penyempumaan instrument penelitian. sampa1 

dengan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data. 

Pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian tentang 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat <Studi Formulasi 

Pengelolaan CSR Berdasarkan Perda Nornor l Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Tanggung Jawah So<;ial Perusahaan Di Kahupaten Kotawaringin 

Barat Kalimantan Tengah) adalah Sebagai Berikut : 

1. Dalam proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Tanggung Jawah Sosial Pernsahaan telah sesuai peraturan 

perundang-undangan melalui mekanisme penyusunan naskah akademik dan 

rnendapat masukan stakeholder melalui mekanisme dengar pendapat 

(hearing) 

Namun temuan penelitian ini juga menunjukan bahwa di dalam proses 

mengenai formulasi kebijakan Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan di Kahupaten Kotawaringin Barnt, rnasih terdapat kelemahan­

kelemahan yang perlu diatasi. terutama tahapan formulasi yang melibatkan 

unsur-unsur masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. 
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2. Dalam proses pembahasan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah sesuai peraturan 

perundang-undangan melalui mekanisme pembahasan tingkat pertama dan 

pemhahasan tingkat kedua Akan tetapi dalam pemhahasan tersehut 

keterlibatan stakeholder masyarakat dan perusahaan kurang. 

3. Dalam proses pengesahan dan pengundangan Perda Nomor 1 Tahun 2012 

Pengelolaan Tanggung Jawah Sosial Pernsahaan terdapat 

mekanisme persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. evaluasi dari 

pemerintah provinsi dan diundangkan setelah evaluasi dari provinsi di 

tanggapi 

4. Dalam proses sosialisasi Perda Nomor I Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah dilakukan sosialisasi, akan tetapi 

sosialisasi kurang tepat sasaran dan metodenya, sehingga stakeholder yang 

berkepentingan tidak mengetahui keberadaan perda ini. 

5. Faktor-faktor yang mendukung penyusunan Perda tentang Pengelolaan 

Tanggung Jawah Sosial Pernsahaan adalah sehagai herikut: 

a. Amanat Undang-Undang untuk pengaturan lebih lanjut tentang 

Tanggung jawab Sosial Perusahaan. 

h Potensi hanyaknya penisahaan yang her0pernsi di Kahupaten 

Kotawaringin Barat. 

c. Dukungan dari masyarakat perlunya aturan tentang pengelolaan 

tanggungjawah sosial pernsahaan 

6. Faktor-faktor yang menghambat penyusunan Perda tentang Pengelolaan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut: 
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a. Kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses penyusunan perda. 

b. Kurangnya keterlibatan stakeholder dalam proses pembahasan perda. 

c. Perusahaan lebih senang tanggung jawab sosial perusahaan 

dilaksanakan langsung oleh perusahaan kepada rnasyarakat 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dapat 

dikemukakan heherana saran seha1crni herikut· - - - 1 - - "-" - - -

I . Dalam proses penyusunan Perda dalam penyusunan naskah akademik 

perlu melibatkan orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya, serta perlu 

waktu yang cukup untuk menampung semua aspirasi stakeholder. 

2. Agar perda Perda Nomor I Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan perlu dilakukan sosialisasi ke semua stakeholder 

dengan frekuensi yang lebih banyak serta media yang tepat agar bisa 

diterima semua stakeholder. 

3. Pihak eksekutif perlu segera melakukan evaluasi terhadap isi dari perda 

tersebut dan isi perda yang merugikan stakeholder yang lain perlu 

diadakan revisi dengan cara mengundang seluruh stakeholder. 

4. Pihak eksekutif agar segera membuat aturan pelaksanaan Perda Nomor l 

tahun /012 dengan keputusan Bupati Kotawaringin Barnt 
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Larnpiran 1. Pedornan Wawancara Mendalarn 

Hari!Tanggal wawancara 

Lokasi Wawancara 

Nama lnforrnan 

Jabatan 

Umur 

Pertanyaan penelitian : 

Pedoman Wawancara Mendalam 

(Anggota DPRD) 

A. Tahapan Penyusunan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung 
Jawab Sosial Pernsahaan (PT JSP). 

Proses Penyusunan Perda Atas Inisiatif DPRD 
1. Apakah sebelum mengajukan draft Perda ini dilakukan penJarmgan aspuas1 

masyarakat terlebih dahulu? 

2. Bagaimana bentuk penJarmgan aspirasi masyarakat dan siapa yang melakukan 
penjaringan? 

3. Siapakah yang mempunyai inisiatif mengaJuKan Peraar Perseorang, 

Komisi/Gabungan komisi atau Fraksi, Mohon Penjelasannya? 

4. Dalam penyusun Perda ini apakah melalui tahapan pembuatan naskah akademis? 

Siapa saj::i yang terlibat dalam pembuatan naskah ak<1demis ? 

5. Apakah naskah Ranperda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

(PTJSP) telah disampaikan ke Pimpinan DPRD dan dari Pimpinan DPRD telah 

diserahkan ke Balegda untuk dilakukan pengkajian? 

6. Pengkajian oleh Balegda bagaimanakah prosesnya? Sesuai ketentuan pengkajian 

oleh Balegda meliputi : harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konseps1 

Ranperda. 

7. Apakah hasil pengkajian Balegda telah disampaikan ke Pimpinan DPRD? Apakah 

pimpinan DPRD telah menyampaikan hasil kajian Balegda dalam rapat paripuma 
DPRD? 

8. Apakah pimpinan DPRD telah menvampaikan Ranoerda kepada semua anggota 

DPRD paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan rapat paripuma? 

9. Bagaimana proses pelaksanaan rapat paripuma? (sesuai ketentuan pasal 31 

permendagri 53 tahun 2011, dalam rapat paripuma : pengusul memberikan 

penJelasan, fraks1 dan anggota DPRD lamnya membenkan pandangan, dan 
pengusui memberikanjawaban ams pandangan fraksi dan anggoia DPRD iainnya) 



10. Bai!aimanakah keoutusan raoat oariouma tentan1! usul ranoerda Peni!elolaan 
- .._ Jl .. .i. - "' ..... 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PT.TSP) ? (apabila keputusan persetujuan 
dengan pengubahan, maka pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, 
balegda atau panitia khusus untuk menyempurnakan ranperda tersebut). 

11. Apakah ranperda yang disiapkan DPRD ini telah disampaikan dengan surat 
pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk diiakukan pembahasan·f 

- Proses Pembahasan Rancangan Perda: melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan 
Pembicaraan Tingkat ! : 

l. Bagaimana proses pembicaraan tingkat l terhadap RanperdaPengelolaan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan (PT.TSP) ? ( sesuai ketentuan pasal 35, penjelasan 
pimpinan komisi, gab komisi, pimpinan Balegda atau pimpinan pansus dalam rapat 
paripurna mengenai ranperda, pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda 
dan tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.) 

2. Apakah kepaia daerahipejabat yang ditunjuk untuk mewakiiinya dihadirkan dalam 
pembicaraan tingkat l? 

3. Dalam pembahasan siapa saja yang diundang hadir? 

Pembicaraan Tingkat 2: 
1. Bagaimana proses pembicaraan tingkat 2 ? (sesuai ketentuan dalam pasal 36: 

pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului penyampaian laporan 
pimpinan komisi/gabungan komisi/pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil 
pembahasan serta permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan 
rapat paripuma) 

2. Apakah dalam pembicaraan tingkat 2, kepala daerah dimintai pendapat akhir? 
3. Bagaimanakah keputusan akhir dari pembicaraan tingkat 2? 

Prose" Penetapan Ranperda menjadi Perda: 

l. Setelah ranperda disetujui bersama DPRD dan Kepala Daerah. berapa lama 
ranperda itu disampaikan pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah? 

2. Apakah ranperda ini perlu dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi? Kapan dikirimkan 
ke Provinsi untuk dievaluasi? Berapa lama waktu yang diperlukan evaluasi oleh 

Provinsi? 
3. Apakah DPRD mendapatkan tembusan hasil evaluasi provinsi terhadap ranperda 

tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP) yang telah 

ditujukan kepada Bupati/walikota'? 

Proses Penyebarluasan/Sosialisasi Perda: 

l. Apakah sudah dilakukan sosialisasi setelah Perda ini disahkan? 



2. Siapa yang melakukan sosialisasi? 

3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan? 

4. Berapa kali dilakukan sosialisasi? 

5. Bagaimana mekanisme sosialisasi? 

6. Seberapa efektif sosialisasi tersebut? 

B. Faktor- Faktor yang mendukung dan menghambat Penyusunan Perda 
Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PT JSP) 

1. Apa yang mendorong per!unya ditetapkan Ranperda Pengelolaan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan (PTJSP)? 

2. Siapa sajakah yang mendukung adanya pengesahan ranperda ini? 

3. Apakah ada penolakan dari unsur masyarakat atau swasta terhadap perda ini? 

C. Aspek Koordinasi dalam Penyusunan perda No. 12 tahun 2012 
1. Apakah didalam mekanisme penyusunan perda ini diiakuakan koordinasi iintas 

unit/instansi ? 
2. Bentuk koordinasinya seperti apa? 

::; Mengapa perlu dilakukan koordinasi ? 

4. Apakah bapak/Ibu merasa sudah cukup koordinasi yang dilakukan? 

5. Pihak manakah yang lebih proaktif dalam melakukan koordinasi? 

6. Apakah diperlukan SOP di dalam alur koordinasi? 



Hariff anggal wawancara 

Lokasi Wawancara 

Nama lnforman 

Jabatan 

Umur 

Pertanyaan penelitian : 

Pedoman Wawancara Mendalam 

(Perwakilan Pemerintah) 

A Tahapan Penyusunan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP). 

Proses Penyusunan Perda Atas Inisiatif DPRD 
1. Dalam penyusunan perda ini apakah melalui penjaringan aspirasi masyrakat ? 

2. Siapa atau pihak mana saja yang terlibat dalam penjaringan masyarakat ? 

3. Media apa yang digunakan dalam penjaringan aspirasi masyrakat? 

4. Dalam penyusun Perda ini apakah melalui tahapan pembuatan naskah akademis? 

Siapa saja yang teriibat daiam pembuatan naskah akademis? 

5. Apakah pemerintah daerah dilibatkan/diundang dalam proses penyusunan naskah 

akademis? 
6 Apakah ranperda yang disiapk;in DPRD ini telah disampaibn dengan surat 

pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan? 

B. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan (PTJSP)? 

7. Ka pan mengetahui dan dari mana ? 

- Proses Pembahasan Rancangan Perda: melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan 
Pembicaraan Tingkat 1 : 

1. Bagaimana proses pembicaraan tingkat 1 terhadap RanperdaPengelolaan Tanggung 

pimpinan komisi. gab komisi, pimpinan Balegda atau pimpinan pansus dalam rapat 
paripuma mengenai ranperda, pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda 

dan tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.) 

2. Apakah kepala daerah/pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya dihadirkan dalam 

pembicaraan tingkat 1? 

3. Dalam pembahasan siapa saja yang diundang hadir? 



Pernbicaraan Tingkat 2 : 
1. Bagaimana proses pembicaraan tingkat 2 ? (sesuai ketentuan dalam pasal 36: 

pengambilan keputusan dalam rapat paripuma yang didahului penyampaian laporan 
pimpinan komisi/gabungan komisi/pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil 

pembahasan serta permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan 
rapat paripuma) 

2. Apakah dalam pembicaraan tingkat 2, kepala daerah dimintai pendapat akhir? 
3. Bagaimanakah keputusan akhir dari pembicaraan tingkat 2? 

Proses Penetapan Ranperda rnenjadi Perda: 

1. Setelah ranperda disetujui bersama DPRD dan Kepala Daerah, berapa lama 

ranperda itu disampaikan pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah? 
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ke Provinsi untuk dievaluasi? Berapa lama waktu yang diperlukan evaluasi oleh 
Provinsi? 

3. Apakah DPRD mendapatkan tembusan hasil evaluasi provinsi terhadap ranperda 
tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP) yang telah 

ditujukan kepada Bupati/walikota? 

Proses Penyebarluasan Perda: 

1. Setelal1 ditetapkau apakah s-udal1 dilakuka11 sosilaisasi ptrda ? 
2. Media apa yang digunakan untuk sosialisasi perda tentang Pengelolaan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP)? 
3. Siapa yang melakukan sosialisasi? 

4. Apakah dipandang efektif sosialisasinya? 

5. Bagaimana mekanisme sosialisasi? 
b. Apakah ada kerjasama daiam melakukan sosiaiisasi dengan legisiatif ?. 

C Faktor- Faktor yang mendukung dan menghambat Penyusunan Perda 
Pengelolaan Tanggung .Jawab Sosial Perusahaan (PT.JSP) 

1. Apa yang mendorong perlunya ditetapkan Ranperda Pengelolaan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan (PT JSP) ? 
2. Siapa sajakah yang mendukung adanya pengesahan ranperda ini? 

3. Apakah ada penolakan dari unsur masyarakat atau swasta terhadap perda ini? 

D. Aspek Koordinasi dalam penyusunan perda no. 12 Tahun 2012 



1. Apakah dalam penyusunan perda ini dilakukan koordinasi ? 
2. Apa saja bentuk koordinasinya? 
3. Menurut bapak/Ibu apakah memang diperlukan koordinasi tersebut? 
4. Apakah dialami hambatan didalam melakukan koordinasi dengan instansi lain? 
5. Instansi mana yang proaktif dalam melakukan koordinasi ? 
6. Khususnya koordinasi antar pihak iegislatif dan eksekuti( apakah sudah berjalan 

dengan baik? Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan koordinasi '? 
7. Apakah diperlukan SOP dalam melakukan koordinasi? 



PEDOMANWAWANCARA MENDALAM 

Hari/Tanggal wawancara 
Lokasi Wawancara 

Nama Informan 
Jabatan 
Umur 

Pertanyaan penelitian : 

(Tokoh Masyarakat, Perusahaan) 

A. Tahapan Penyusunan Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PTJSP). 

Proses Penvusunan Perda Atas lnisiatif DPRD 
I. Apakah bapak/ibu pemah mendengar/mengetahui tentang pengelolaan tanggung 

jawab sosial perusahaan? 

2. Kalo mengetahui darimana? 

3. Dalam penyusun Perda ini apakah melalui tahapan pembuatan naskah akademis? 
Siapa saja yang teriibat daiam pembuatan naskah akademis ? 

4. Apakah masyarakat/perusahaan dilibatkan/diundang dalam proses penyusunan 

naskah akademis? 

- Proses Pembahasan Rancangan Perda : melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan 
Pembicaraan Tingkat 1 : 

I. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pembahasan ranperda ini ? 
2. 1\pakah Bapak/ibu diundang dalam pembahasan ranperda ini? 
3. Bagaimana proses pembicaraan tingkat I terhadap RanperdaPengelolaan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan (PT.TSP) ? (sesuai ketentuan pasal 35, penjelasan 

pimpinan komisi, gab komisi, pimpinan Balegda atau pimpinan pansus dalam rapat 

paripuma mengenai ranperda, pendapat kepala daerah terhadap rancangan perda 
dan tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.) 

4. Apakah kepala daerah!pejabat yang ditunjuk untuk mewakiiinya dihadirkan daiam 

pembicaraan tingkat I? 

Pembicaraan Tingkat 2 : 
1. Apakah Bapak/lbu diundang dalam pembahasan ranperda ini? 



2. Bagaimana proses pembicaraan tingkat 2 ? (sesuai ketentuan dalam pasal 36: 

pengambilan keputusan dalam rapat paripuma yang didahului penyampaian laporan 

pimpinan komisi/gabungan komisi/pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil 

pembahasan serta permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan 

rapat paripuma) 

3. Apakah dalam pembicaraan tingkat 2, kepaia daerah dimintai pendapat akhir"' 

4. Sejauhmana bapak/ibu mengetahui tentang keputusan akhir dari pembicaraan 
tingkat 2? 

Proses Penyebarluasan Perda: 

I. Setelah ditetapkan apakah sudah dilakukan sosilaisasi perda ini oleh DPRD dan 

atau Pemerintah Daerah ? 

2. Siapa atau institusi mana J'ang melakukan sosialisasi? 

3. Seberapa sering atau berapa kali sosialisasi dilakukan dan dimana? 

4. Apakah bapak /ibu memahami mengenai isi dari perda tersebut? 

5. Apakah bapak/ibu mengajukan pertanyaan atau saran terhadap isi perda tersebut? 

6. Media apa yang digunakan untuk sosialisasi perda tentang Pengelolaan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan (PT.TSP)? 

7. Sebeium sosialisasi, apakah diiakukan komunikasi terlebih dahulu ? 

B. Faktor- Faktor yang mendukung dan menghambat Penyusunan Perda 
Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (PT JSP) 

1. Apakah perusahaan bapak/ibu telah melaksanakan Pengelolaan Tanggung Jawah 

Sosial Perusahaan ? 

2. Setujukah anda dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (PT.TSP), mohon penjelasan? 

Jika tidak setuju, mohonjelaskan pula alasanya? 

3. Daiam penyusunan ranperda ini, menurut bapak!ibu apakah ada kemungkinan 

hambatan I kendala ? 
4. Kalo ada kemungkinan kendalanya, apakah dari masyarakat yang menerima 

PTJSP? 

5. Apakah kendala/hambatan dalam mekanisme pelaksanaan perda PTJSP tersebut? 
6. Apa kemungkinan hambatan tersebut datang dari pihak perusahaan ?Kalo tidak 

sebutkan atau kebijakan top down ? 

7. Hambatan lain yang bapak ibu ketahui, kira-kira dalam hal apa saja? 



l,ampiran 2. Transkrip Rasil Wawancara 

Wawancara Dengan Informan Ke 1 Kasubag Peraturan Perundang - Undangan, 
Bagian Hokum, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. Bambang Wahyusuf, 
SH) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P). 

Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I). 

P: Apakah dalam penyusunan peraturan daerah ini melalui aspirasi masyarakat? 

I : Terkait dengan masalah aspirasi masyarakat kita sudah koordinasikan kebagian 
persidangan diDPRD Kabupaten Kotawaringin Barat bahwasannya penjaringan 
yang telah dilakukan oleh pihak dewan mungkin saja ketika saya tanyakan kepada 
teman sebeium saya menjawab bahwa bagian hukum tidak di undang, jadi intinya 
<'~~rl".lh ..,~., 't"\n-nl""lr~ttn".lf" Alnh rlrn~''"" l,.a·rvlrl'l "'lc-n1r'lc-1 """.l<'"'..,r.-,l--at 
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P: Kemudian saya lanjutkan kalau ternyata itu sudah ada penjaringan aspirasi 
masyarakat atau barang kali pak bambang mengetahui siapa atau pihak mana saja 
yang terlibat dalam penjaringan masyarakat tadi,apakah hanya DPRD saja atau 
exsekutif juga di ikutkan? 

I : Masyarakat dalam organ perwakilan darimasyarakat itu meliputi masyarakat yang 
terkena dampak dari perusahaan kemudian tokoh tokoh masyarakat kemudian 
ormas organisasi masyarakat itu yang tentunya di undang oleh pihak dewan tapi 
pastinya pihak dewan lebih mengatahui. 

P: Kemudian media apa yang di gunakan oleh mereka? 

I : Dalam bentuk rapat dengar pendapat. 

P: Penyusunan Perda ini apakah melalui tahapan pembuatan naskah akademis? 

I : Jadi sddah saya koordinasikan krnyata tidak ada naskah akademisnya. 

P: Kemudian yang berikutnya apakah pemerintah daerah dilibatkan atau di undang 
dalam peroses penyusunan akademis? 

I : Karena naskah akademisnya tidak di buat, maka PemerintahDaerah dalam hal ini di 
Sekretariat Daerah maupun di bagian hukum tidak di undang untuk penyusunan. 

P: Yang terakhir di bagian ini saya ingin mengetahui apakah ranperda yang disiapkan 
DPRD telah disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD Kepada Kepala Daerah 
untuk dilakukan pembahasan? 

I : Penyampaian kepada kepala daerah dari Ketua DPRD melalui surat meskipun itu 
tidak se!alu di!akukan dengan surat, karena bisa disampaikan waktu rapat paripuma 
dimana Ketua DPRD melalui balegda menvampaikan ranperda inisiatif dewan, iadi 
dalam bentuk pidato kemudian draf ini di serahkan kepada bapak kepala daerah saat 
itu hadir, tetapi selama ini kami selalu minta jika itu disampaikan dirapat paripurna 



kami minta surat pengantarnya sesuai undang - undang No 12 tahun 2011 itu hams 
ada suratnya yang disampaikan kepada pihak pemerintah daerah. 

P: Jika begitu berarti dalam penyusunan tidak di libatkan sekretariat daerah atau 
pemerintah daerah/eksekutif dalam hal ini, kemudian kapan pertama mendengar 
Pemerintah Kabupaten ini daiam hai ini pihak eksekutif bahwa akan ada 
pcmbahasan tentang perda ini? 

I : Secara resmi di rapat paripurna ketika ketua dewan melalui balegda menyampaikan 
dalam pidato pengantamya dengan menghendaki dibahas perda tentang CSR tapi 
sebelum itu didalam rapat bersama badan musyawarah DPRD dan pihak eksekutif 
telah dibahas, bahwasannya ada rencana untuk menyampaikan draf perda itu yang 
mana rencana itu diruangkan dalam program legislasi daerah tahun 2012. 

P: Dalam pembicaraan tingkat pertama saya ingin mengetahui bagaimana proses 
pembicaraan tingkat satu terhadap Ranperda pengelolaan tanggung jawab social 
nerusahaan ini. sesuai ketentuan nasal 35 nenielasan nimninan komisi. {,mburnrnn 
.l ~ .l .l .,, .l .l .. - -

komisi, pimpinan balegda, atau pimpinan pansus dalam rapat paripurna mengenai 
perda kemudian pendapat kepala dacrah terhadap rancangan perda kemudian 
tanggapan dan atau jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah, apakah ini 
dilaksanakan? 
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keabsahan. karena merupakan prosedur dari keabsahan peraturan daerah. karena 
kalau tahapan tidak dilakukan maka perda yang dihasilkan jadi tidak sah. 

P: Apakah Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk hadir dalam pembicaraan tingkat 
satu ini? 

I : Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk sebenarnya kepala daerah yang 
seharusnya d1wajibkan hadir karena dalam rapat panpurna atau yang disebut 
pembahasan tingkat satu tersebut itu yang pertama adalah rapat paripurna yang 
pertama, keduanya adalah penyampaian dari rapat ketua DPRD atau balegda 
mengenai ranperda inisiatif kemuian rapat paripurna yang kedua itu tanggapan dari 
Pemerintah Daerah terhadap ranperda inisiatif dewan apakah setuju dibahas dalam 
iingkal dua atau tidak, dan im semuanya dikemas dalam bentuk pidalo haik im 
ketua dewan melalui balegda maupun pemerintah daerah yaitu bapak kepala 
daerah, kemudian yang terakhir dalam pembahasan tingkat pertama adalah 
pemandangan umum fraksi setelah pemerintah daerah memberikan tanggapan bisa 
menyetujui, fraksi memberikan pandangan umumnya setuju atau tidak untuk 
rl~hl"]hr]C" ..-oi.r,,.....t") +;·.-"H'rlrl"]f h,,....~l,.-nf~'l'.~l'l 
u1uu.11uo.2) pu.u.u. u115n.u.t. u"'11n.uu1y u.. 

P: Kemudian dalam pembahasan tingkat satu tadi siapa saja yang diundang hadir? 

I : Pembahasan tingkat satu adalah rapat paripurna sehingga itu dalam bentuk sidang, 
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daerah besertajajarannya hadir juga dalam rapat paripurna itu. 

P: Kemudian dari stakeholder terutama perusahaan-perusahaan yang akan dikenai 
perda ini apakah diundang ? 



I : Stakeholder diundang pada pembahasan tingkat kedua untuk dimintai pendapatnya 
lebih lanjut. 

P: Kalau tingkat satu tidak ya? 

I : Pada tingkat satu hanya acara seremonial. 

P: Bagaimana proses pembicaraan tingkat kedua. karena sesuai dengan ketentuan 
pasal 36 pengambilan keputusan dalam rapat paripuma yang didabului 
penyampaian laporan pimpinan komisi atau gabungan komisi atau pansus yang 
berisipendapat peraksi basil pembabasan serta permintaan persetujuan dari anggota 
secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna Apakah ini dilaksanakan? 

I : Dilaksanakan, jadi pada pembahasan tingkat pertama tadi itu yang dimintai 
pendapatnya adalah fraksi (sepersetujuan fraksi), kemudian pemerintah daerah 
sebagai tanggapan awal, kemudian pembahasan tingkat dua adalah komisi yang 
menyangkut secara keseluruhan perda dari mulai judul sampai dengan penutup, jadi 
perpasal isinya semua dibahas disitu Disitu dilakukan pembahasan bersama 

P: Apakah pembicaraan tingkat dua ini kepala daerah diminta pendapat akhir? 

I : Pada waktu pembahasan tingkat kedua itu akan muncul persetujuan bersama 
ataukah tidak disetujui. Ketika disetujui bersama maka dituangkan dalam berita 
acara yang ditanda tangani oleh pimpinan DPRD bersama dengan kepala daerah 
kemudian ditetapkan puia daiam keputusan pimpinan DPRD terhadap persetujuan 
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disampaikan oleh sekretaris rapat gabungan DPRD bersama badan eksekutif itu 
dalam rapat paripuma juga. Tetapi keputusan persetujuan tadi pimpinan dewan dan 
pihak eksekutif tadi berita acaranya belum bisa disampaikan setelah fraksi 
memberikan pendapat akhir dalam artian memberikan pcrsetujuan terhadap hasil 
pembahasan komisi dengan pemerintah daerah. 

P: Jadi kesimpulannya keputusan akhir ini adalah kesepakatan antara pihak 
pemerintab daerab dan pihak legislatif seperti itu? 

I : ada tujuan bersama antara pemerintab daerah. DPRD. dalam hal ini komisi dan 
feraksi. 

P: Berapa lama Ranperda disampaikan DPRD kepada kepala daerah? 

I : Lama atau tidaknya penyampaian itu sebenamya ada batas waktunya segera, 
sebarusnya Ketua DPRD menyampaikan kepada Kepala Daerah untuk bisa 
ditetapkan, tetapi ada surat gubemur yang meminta agar sebelum ditetapkan 
disampaikan untuk k;;;perluan mendapatkan konsultasi Jalam artian sebelum 
rancangan peraturan daerab tersebut ditetapkan menjadi perda kemudian ternyata 
ada bertetangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau kebijakan dari pemerintab, 
maka bisa diantisipasi dengan cara ada basil konsultasi yang diberikan oleb 
gubemur kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk diperbaiki ranperda tersebut, 
sehingga ditetapkan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. 

P: Apakah ranperda pcrlu dievaluasi oleh pemerintah provinsi? 



I : Sebenarnya hanya peraturan daerah tertentu yang di evaluasi. rata-rata peraturan 
daerah tertentu yang diharuskan mendaptkan evaluasi dari pemerintah dalam hal ini 
di berikan kewenangannya kepada pemerintah provinsi yaitu tentang APBD, pajak 
retribusi daerah, tata ruang, kemudian mengenai rencana pembangunan. 

P: Kalau ranperda CSR ini berarti termasuk tidak wajib ya? 

1 : Ranperda CSR tidak termasuk mendapatkan evaluasi tetapi ada surat pak gubernur 
yang diminta dilakukan konsultasi dalam rangka kehati-hatian. 

P: Dan ini sudah dilaksanakan? 

I : Sudah dilaksanakan. 

P: Biasanya tanggapan atau hasil konsultasi dari pemerintah tertulis atau tidak? 

I : Tcrtulis, jadi evaluasi jelas sudah dibatasi waktunya selama 15 hari sejak ditcrima 
kemudian harus disampaikan lagi ke pemerintah daerah, tetapi untuk konsultasi 
pemerintah daerah pemerintah provinsi juga mengikuti itu jadi mengikuti batas 
waktu yang ada untuk evaluasi jadi paiing lama mereka memberikan jangka waktu 
15 hari 

P: Apakah itu hanya disampaikan kepada bupati atau disampaikan kepada DPRD? 

I : Dari pemerintah provinsi itu biasanya hanya disampaikan kepada bapak bupati 
kemudian akan diperbaiki oleh pemerintah daerah karena rancangan peraturan 
daerah secara resmi diserahkan oleh DPRD kepada pemerintah daerah. 

P: Apakah setelah ditetapkannya perda ini dilakukan sosialisasi perda oleh pemerintah 
daerah? 

I : Pihak pemerintah daerah juga berusaha untuk mensosialisasikan baik melalui media 
elektronik, dan hal ini ditanyangkan di website maupun sosialisasi langsung kepada 
masyarakat diam bentuk penyuluhan hukum. Kemudrnn dan dmas sosrnl kam1 
dapat informasi dari sana bahwasannya mereka sudah mengundang perusahaan­
perusahaan terkait dengan perda CSR. 

P: Siapa saja yang melakukan menyebar luasan atau ikut sosia!isasi ini? 

I : Perda CSR ini inisiatif dari DPRD sehingga ketika sudah menjadi perda dikirimkan 
kc pemerintah daerah kepada dewan, dewan kemudian melakukan sosialisasi juga 
dalam bentuk reses dan sebagainya, mensosialisasikan kepada perusahaan maupun 
kepada konsituennya. Kemudian pemerintah daerah j uga melakukan 
sosialii;;asi.Kemudian terkait peraturan pelahanaannya tadi i;;etelah dilakukan 
penyebar luasan masing-masing dari institusi ini sedang disusun bersama antar 
pihak daerah dengan pihak dewan, dewan menghendaki segera terbentuknya 
peraturan kepala daerah untuk melaksanakan perda CSR kemudian sudah dilakukan 
kegiatan bersama, dalam hal ini melakukan kegiatan kunjungan kerja dewan ke 
Mojokerto tanggal 1 februari 2016 dan mendapatkan persepsi yang sama melalui 
dinas sosial dan BAPPEDA yang ikut juga dalam kegiatan tersebut. Sekarang 
menyrnpkan rancangan bupatmya, hanya saJa belum selesa1 Jad1 belum b1sa d1bahas 
ditingkat pembahasan SKPD setda 



P: Pada saat melakukan sosialisasi itu apakah dilaksanakan bersama kerja sama antara 
eksekutif dan legislatif atau jalan masing-masing? 

I : Kebetulan yang ini berjalan masing-masing. Jadi tidak dilakukan secara bersama­
sama 

P: Apa yang mendorong perlunya ditetapkan ranperda pengelolaan tanggung jawab 
sosial perusahaan ini? Kenapa perlu perda CSR. 

I : Perda CSR ini sebenamya inisiatif dewan dari hasil atau kunjungan kerja didaerah­
daerah lain dimana daerah-daerah lain sudah membuat perda tentang tanggung 
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dimana ini iuga ada Undang-undangnva terkait dengan masalah CSR ini 
bahwasannnya, perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk memberikan tanggung 
jawab sosial baik dalam bentuk uang maupun barang kepada masyarakat didaerah 
tersebut, dimana kewenangannya menjadi kewenangan kabupaten/kota dimana 
temoat oerusahaan itu berada.Jadi demmn orogram CSR ini dilakukan oaduserasi 

..L .l - .l - • 

antara program yang dibuat oleh dewan bersama dan juga pemerintah daerah 
dipadukan dengan programnya yang ada di perusahaanagar tidak tumpang tindih 
dan akan lebih efektif karena pada sasaran itu masyarakat yang memang akan 
mendapatkan bantuan social.Bagi pemerintah daerah ini membantu karena 
tidakmengandalkan dari APBN kemudian APBD Provinsi maupun APBD 
kabupaten. 

P: Ada tidak pihak-pihak yang mendukung terhadap pengesahan perda ini? 
Bagaimana tokoh masyarakat masyarakat atau perusahaan apakah mendukung 
perda ini? 

I : Seiama ini pihak perusahaan maupun masyarakat itu menyambut baik adanya perda 
CSR ini.Perusahaan tidak mengajukan keberatan k.epada pemerintah daerah 
maupun ke DPRD, kemudian masyarakat tentu akan senang karena mereka bisa 
mendapatkan bantuan dan selama ini sebenamya perusahaan ini juga sudah 
membantu masyarakat disekitar perusahaan atau sekitar pabrik, tetapi tidak dalam 
kemasan CSR sebagaimana yang diamanatkan oleh Perda Nomer 1 Tahun 2012. 

P: Kalau penolakan secara perontal ada atau tidak? 

I : Penolakan tidak pcmah dijumpai. 

P: Apakah dalam penyusunan perda ini dilakukan koordinasi? 

I . Koo1dinasi rnemang itu perlu dan me1nang haru~ dilakukan dalam hal ini tentu saja 
perda CSR juga dilakukan koordinasi. baik itu antar instansi atau melalui dewan. 
pemerintah daerah, kemudian perusahaan, dan masyarakat termasuk juga 
pemerintah provinsi dan yang membina untuk pemerintah kabupaten. 

P: Cuma sayangnya begini, temyata koordinasinya terjadinya tidakdimulai tahap yang 
paiing mendasar? Pada saat penjaringan aspirasi masyarakat, kemudian pada saat 
npembuat3n naskah akademis, .Lt\1t.rtinya koordinasinyra terjadi setclah ranperda 
terbentuk. 



I : Sebelum ranperda terbentuk sudah ada dalam penJanngan untuk lebih baik 
pendapat masyarakat perusahaan di rapat dengar pendapat. Dimana dewan 
mengumpulkan pihak yang menjadi stakeholder atau pihak yang mempunyai 
kepentingan terhadap ranperda ini yang akan dikenai seperti perusahaan. 

P: Ada tidak kira-kira kesuiitan melakukan koordinasi dengan intansi lain? 

l : Penyususnan peraturan daerah tidak mengalami kendala karena sudah ada contoh 
nya itu mengadopsi dari undang-undang tentang tanggung jawab sosial perusahaan 
kemudian memakai referensi di daerah - daerah yang sudah mempunyai perdanya 
termasuk daerah yang sudah melaksanakan perda CSRnya. 

P: Dalam melakukan koordinasi siapa vang lebih pro aktif, apakah dari eksekutif. 
legislatif, atau pihak mana? 

I : Setelah menjadi perda memang ada disahkan dari dewan karena sudah membuat 
perda CSR, tapi pelaksanaannya temyata belum sesuai harapan sehingga meminta 
pihak eksekutif daiam hai ini daiam rapat badan musyawarah itu meminta agar 
pihak eksekutif menyusun peraturan kepala daerahnya. Kemudian terkendala 
karena ini rancangan peraturan daerah berasal dari inisiatif dewan, kamipun 
kunjungan kedaerah-daerah lain bersama dewan, didaerah lain pun mengalami hal 
yang sama ketika rancangan daerah itu berasal dari inisiatif DPRD temyata 
dipemerintah daerahnya SKPD yang akan menindaklanjuti peraturan daerah itu 
tidak ada yang melaksanakan karena menganggap belum bisa melaksanakan, tetapi 
setelah kemudian bersama dewan ke daerah-daerah lain ada contonya peraturan 
kepala daerahnya, kemudian baru bisa melakukan penyusunan dan bersedia 
mengambil tanggung jawabnya untuk menyusun rancangan pelaksanaan perda. 

P: Untuk kedepan apakah untuk mclakukan koordinasi ini perlu semcam SOP supaya 
jelas langkah-langkahnyadan juga tahapan-tahapannya? 

I : SOP scbcnamya dipcrlukan karcna sctiap kcgiatan kitaitu kita scbagai dari bagian 
unit kerja selalu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.Terkait dengan khususnya 
Ranperda ini, sebenamya kalau melihat SOP yang ada sudah cukup jelas sekali 
dimana dan kemana terkait dengan sector ini SKPD yang seharusnya sudah siap itu 
temyata k.cnj'ataannya belum siap karena \vaktu penyusun:in perda ini buk.an 
berasal dari pemerintah daerah tapi berasal dari inisitif DPRD. Seandainya ranperda 
ini berasal dari pemerintah daerah yang mana itu disusun oleh SKPD mereka tentu 
akan siap untuk membuat peraturan kepala daerahnya tetapi dengan diadakannya 
koordinasi sccara terns mencrus pada pcmcritah daerah selama ini instansi yang 
terkait yaitu BAPPEDA Dinas Sosial ditambah dari Sekretariat Daerah dan Dewan 
terus menerus melakukan komunikasi secara intensif, maka akan selesai 
penyusunan peraturan Bupatinya karena referensinya j uga dapat dari daerah-daerah 
lain yang melaksanakan. 



Wawancara Dengan Informan Ke 2. Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten 
Kotawaringin Barat (Bp. Mulyadin, SH) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P). 

Jawaban Dari Informan Seianjutnya Di singkat (I). 

P: Saya mohon gambaran dari bapak bagaimana, apakah sebelum mengajukan draft 
PERDA ini dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat terlebih dahulu misalnya 
apakah PERDA ini diper!ukan atau tidak o!eh masyarakat? 

l : Jadi dalam rangka penyusunan PERDA inisiatif DPRD tentang pengelolaan dan 
tanggung jawab sosial perusahaan itu memang kita tidak lakukan penjaringan 
aspirasi, tapi aspirasi itukan kita lihat kebutuhan masyarakat, kita melihat 
kebutuhan masyarakat karena di kabupaten kotawaringin barat inikan banyak 
perusahaan-pernsahaan hesar yang herdiri, terutama pernsahaan-perusahaan yang 
mengeksploitasi sumber daya alam, dalam hal ini tentunya memerlukan sesuai 
dengan amanat undang-undang yaitu undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang 
perseroan terbatas dan undang-undang no. 25 tahun 2007 tentang penanaman 
modal, dimana disitu perusahaan-persahaan yang menyangkut pengelolaan sumber 
daya alam itu wajib untuk melakukan semacam CSR ini, jadi CSR ini kan 
tujuannya itu bisa tanggung jawab terhadap lingkungan itu sendiri maupun 
tanggung Jawab terhadap masyarakat yang ada d1sek1tamya, Jad1 atas dasar itu 
banyaknya perusahaan itu kita melihat apasih konstribusi perusahaan selama ini 
terhadap masyarakat dan lingkungan, nah kita lihat tidak ada, yang ada hanya dari 
pemerintah daerah, walaupun tidak resmi melakukan pemungutan SPK (sumbangan 
pihak ketiga) dan ini sifatnya tidak maksimal, kemudian kita melihat bahwa dari 
sumuangan pihak kt:tiga ini j uga k.arena 1111 iiJeHHrng saamya uaaK meng1Ka1 

walaupun kcsepakatan, tapi sifat mengikat ini tidak begitu efektif sehingga kita 
waktu itu berupaya untuk membuat ranperda ini sesuai dengan kebutuhan. 

P: Apakah didalam pengajuan PERDA ini dari perseorangan. dari komisi atau 
gabungan komisi atau dari fraksi pak ? 

I : Ide itu muncul dari badan Legislasi, kemudian kita rembukkan sesama anggota 
badan Legislasi, kemudian waktu itu munculah beberapa RANPERDA yang kita 
siapkan untuk kita garap di tahun anggaran 2012 itu sendiri, nah kemudian setelah 
ide ini muncul nah kita ini kan 1nekanismenya menyerap aspirasi dari semua 
anggota dewan, baik itu fraksi maupun komisi dalam artian dari secara 
kelembagaanlah apa yang kira-kira jadi usul untuk dijadikan ranperda ataupun 
perda inisiatif. Nah pada waktu itu banyak yang muncul dari anggota-anggota 
dewan yang lain nah kemudian dari yang muncul ini kita sampaikan kepada 
oimoinan untuk vang: mana saia vang: kira-kira orioritas. kemudian iug:a 
.I. .. .,, - ._; "' - .I. , _, -

disesuaikan dengan sumber dana yang ada kemudian juga sesuai dengan 
kemampuan DPRD, nah jadi misalnya bcgini kita pengennya membuat ranperda 
yang banyak misalnya sampai sepuluh buah, tapi dananya tidak mencukupi, ya 
suatu hal yang mustahil kan, jadi waktu itu 2012 kalau tidak salah ada empat buah 
RANPERDA inisiatif DPRD salah satunya tentang CSR 



P : Pak mul masih ingat pada saat kita menyusun RANPERDA itu apakah melalui 
tahapan pembuatan naskah akademis atau tidak ? 

I : Jadi ini memang melalui sesuai dengan amanah undang - undang artinya kita 
dalam membuat suatu peraturan perundang - undangan memang harus dibuatkan 
kajian akademisnya, tapi ini tergantung juga sih kaio memang diniiai periu ya 
dilak:sanakan l(alo tidal~ ya tid~k juga, l~aren~ ini menyangkut hubungan sosial 
kemasyarakatan juga tentunya ini sangat perlu dan kita waktu itu bekerja sama 
dengan pihak ketiga yaitu dalam hal ini dari universitas tujuh belas agustus 
surabaya, jadi kita bekerjasama dengan mereka dalam rangka pembuatan naskah 
akademis ini, jadi intinya waktu itu dalam pembuatan PERDA CSR ini kita 
menggunakan naskah akademis. 

P: Apakah naskah RANPERDA tadi sctclah ini disampaikan kepada pimpinan DPRD 
dan setelah dari pimpinan DPRD diserahkan ke BALEGDA untuk melakukan 
pengkajian ? 

I : Jadi alumya justru disini terbalik jadi justru disini kita yang dari hasil kajian 
akademis ini kita dari BALEG yang menyusun naskah RANPERDAnya kemudian 
kita bahas juga di lingkup baleg kemudian dalam hal ini kita juga saling 
berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait seperti, biro hukum PEMKAB, kemudian 
dari dinas perkebunan, dan dinas-dinas terkait lainnya, kemudian pada waktu itu 
juga dalam rangka penyusunan naskah RANPERDA ini kita sudah mengundang 
perwakiian perusahaan-perusahaan, jadi semacam pera uji pubiik wakw iw, jadi 
kita menghimpun <lulu apa yang menjadi masukan-masukan apa yang menjadi 
aspirasi baik itu dari pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak perusahaan, nah 
waktu itu alhamdulillh hampir semua perusahaan yang ada di KOBAR ini 
mengirimkan utusannya, memberikan masukan-masukan, jadi seteiah itu naskah 
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karena ini sudah dianggap matang diserahkan kepada ketua DPRD untuk dapat 
diplenokan, 

P: Pada saat pembahasan tingkat satu kan ini sudah ada dengan ketentuan pada pasal 
35 penjelasan pimpinan komisi, gabungan komisi, pimpinan balegda atau pimpinan 
pansus, nah ini urutan - urutan ini sudah kita iaksanakan semua ? 

I : Sebenamya urutan ini sudah kita laksanakan, tapi kita tidak memakai pembicaraan 
tingkat satu tingkat dua, setela naskah ranperda itu kita anggap selesai kita 
sampaibn ke Ketua DPRD kemudian Ketua DPRD menyampaikan kepada pihak 
eksekutif, kemudian dijadwalkan dalam badan jadwal musyawarah untuk dilakukan 
pembahasan di tingkat pleno, pleno ini terdiri dari unsur eksekutif dan DPRD . 

P: Kemudian setelah ranperda disetujui itu masih ingat berapa lama diserahkan dari 
Pimpian DPRD ke kepala daerah ? 

I : Saya pikir masalah waktu tidak ada, begitu selesai langsung diserahkan kemudian 
begim seiesai pembahasan kan iangsung di paripurnakan, daiam rangka paripurna 
inilah penandatanganan itu kan, nah kemudian setelah itu secara resmi sudah 
diserahkan kepada pemerintah daerah dan selanjutnya tugas pemerintah daerah lah 
yang mengevaluasi ke pemerintah provinsi, selanjutnya disampaikan ke 



kementerian terkait dalam hal ini. Sebenamya hasil dari evaluasi baik itu di 
pemerintah provinsi maupun kementerian terkait tidak ada rnasalah, langsung 
mendapatkan disposisi dan waktu itu juga setelah selesai di evaluasi dan disetujui 
akhimya diundangkan dalam Jembaran daerah, dengan demikian perda ini dapat 
dinyatakan herlaku 'ecara efektif. 

P: Pada saat dulu meminta evaluasi ke pemerintah provinsi itu kan harus pasti ada 
jawaban surat tertulis dari provinsi, pihak dewan dulu menerima tidak pak seperti 
itu atau hanya disampaikan ke eksekutif saja? 

I : Kemungkinan karena ini yang membawapun dari pihak eksekutif kalaupun toh 
memang itu ada, kemungkinan jawaban itu disampaikan kepada pihak eksekutif, 
rl~" lon.f~l~tl.f rl~l"l"n h11l 1n1 T'11~""1""" Anrrl <fyt11t·H-Y-lrl" ~f")rt1 l,.."1~H1 lrn h.,lag ltn <"1h 
U.Y...l.l "-""'b.l.J.lU.!,.J..l U.U.IL4J..lJ. J..U .... J. J...l J._ }:-'..l.lJ.J. ... HJ..U.-LJ..l '-'"t·HV lJ.J.U.J...lbHdJ.1 jUA .. u., 1\.._y.1fo.4U. .l ......... Vl..&.J.\o.I ll.W. 1.H.iJ. 

mungkin tidak nyampai. 

P: Setelah ditetapkan dulu kan mestinya ada sosialisasi, apakah pihak dewan juga 
telah melaksanakan sosialisasi perda ini pak ? 

I : Begini sebelum hat ini kita sudah ada satu tahapan vang mungkin terlewati tadi, 
sosialisasi ini sudah pemah kita laksanakan dalam bentuk uji publik. Uji publik ini 
sudah pemah kita laksanakan juga pemah kita mengundang seluruh perusahaan 
yang ada, kemudian pihak-pihak terkait, nab inikan salah satu bentuk sosialisasi 
imm. nah kemudian setelah ini dievaluasi dan lain seba1minva sudah selesai 

.> ._, . - ... 

seharusnya memang ini ada dilakukan sosialisasi, tapi ini sudah menjadi kewajiban 
pihak eksekutif dalam kapasitas sebagai pelaksana daripada perda itu sendiri, nah 
kami jujur saja tidak pemah menerima undangan untuk sama-sama dalam rangka 
sosialisasi. 
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selain tentu saja yang berkepentingan dalam hal ini eksekutif dan DPRD. misalnya 
dari perusahaan kemudian dari tokoh masyarakat ada tidak pak yang mendukung 
seperti itu ? 

I : Kalau dari masyarakat itu tentunya sangat mendukung dengan keberadaan perda ini 
karena rnereka seiama ini katakanlah hanya menjadi penonton dari persahaan-
perusahaan y'ang ada di sckitar mereka, scmentara konstribusi terhadap m3syarak3.t 
itu sendiri walaupun ada terhadap masyarakat sangat-sangat kecil yang dirasakan 
masyarakat. Jadi ketika kita menjelaskan bahwa kita akan membuat perda tentang 
ini supaya masyarakat ini ada konstribusi atau menikmatilah dari adanya 
perusahaan yang ada di sekeliling ini mereka sangat-sangat mendukung. Kemudian 
dari pihak-pihak perusahaan juga pada dasamya mendukung sernua. sebab mereka 
pikir begini dari pada mereka selama ini memberikan sifatnya sumbangan pihak 
ketiga itu, itukan secara hukum pun tidak bisa dipertanggung jawabkan, sehingga 
penilaian masyarakat atau secara umum seolah-olah perusahaan ini tidak berbuat 
apa-apa, makanya disamping mereka sudah melakukan sumhangan pihak ketiga ini 
terhadap pemerintah daerah yang mernang nilai kebesarannya ini kita tidak tahu 
secara pasti, karena berdasarkan laporan justru apa yang menjadi target dari 
pemerintah daerah ini tidak pemah terealisasi, pencapaiannya tidak mencapai 
seratus persen bahkan jauh dari target, tapi apakah benar ini tidak mencapai target, 
ini data-datanya kami tidak pemah tahu. Jadi atas dasar itulah perusahaan banyak 



yang mendukung dalam artian supaya apa yang mereka keluarkan ini legal dan bisa 
menjadi suatu keuntungan bagi pihak perusahaan sendiri, sebab begini ketika CSR 
ini dilaksanakan sebenarnya program ini sangat menguntungkan bagi kedua belah 
pihak, perusahaan juga merasa diuntungkan karena dengan perusahaan ini sudah 
memperhhatkan kepeduliannya terhadap lingkunean dan kemudian dari masyarakat 
juga, tentunya masyarakat akan bersifat positif terhadap perusahaan itu atau rasa 
saling memiliki dan sebagainya. 

P: Inikan hak inisiatif dewan namanya, tapi apakah dalam mekanisme penyusunan ini 
dilakukan koordinasi antar instansi sebelumnya? 

I : Justru itu kita selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak ini karena 
bagaimanapun kalau saya berfikiran bahwa pelaksana undang-undang termaksu<l 
PERDA itu sendiri nantinya adalah pihak pemerintah daerah, jadi segala sesuatunya 
kita koordinasikan supaya PERDA ini nanti betul-betul dapat dilaksanakan secara 
efektif, artinya juga memuat pemikiran -pemikiran dari pihak mereka juga kalau 
hanya sepihak saya khawatirnya tidak sesuai dengan keinginan ini, jadi daiam 
pcmbuatan ~'\l'·~PERD/\ apapun kita 111cn1ang sclalu koordinasi karcna 
bagaimanapun diakui atau tidak diakui justru pemerintah daerah inilah secara teknis 
lebih menguasai daripada kita yang duduk di DPRD. 

P: Dulu seingat bapak itu pada saat melakukan koordinasi bentuknya seperti apa, apa 
surat-menyurat, atau rapat-rapat begitu? 

I : Surat-menyurat tetap kita laksanakan kemudian rapat-rapat, surat-menyurat ini kita 
layangkan dalam rangka mengundang mereka untuk rapat dalam pembahasan. 

P: Sebenarnya dalam PERDA inisiatif ini dalam penyusunan itu, dalam pelaksanaan 
koordinasi ini pihak mana yang iebih pro aktif, apakah dari EKSEKUTIF, apakah 
r1,.,,.; T -i:::nT~T /\ TTJ; .-,t.-, rfori nih,.,lr ..,.,,.,. .. .,,.,h,,,.,.., '> 
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I : Yangjelas dari pihak LEGISLA TIF sebagai inisiator 

P: Ke depan apakah menurut bapak perlu tidak semacam SOP untuk koordinasi ini 
daJ'>m hPnt11Jr ap'>nun rlt JinnJr11nn'>n nPmPftnt'>h ktt'> l·nt? 
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I : Sebenarnya perlu untuk pegangan dan arahan kita dan sangat perlu. 



Wawancara Dengan lnforman ke 3. Kepala Departemen CSR PT. Citra Borneo 
Indah (CBI) (Bp. Kharis Nuryanto) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P). 
Jawaban Dari lnforman Selanjutnya Di singkat (l). 

P: Apakah pihak perusahaan dalam hal ini dilibatkan dalam penyusunan a tau 
penjaringan aspirasi masyarakat ? 

I : Kami tidak dilibatkan dalam penyusunan untuk PERDA no. 1 tahun 2012 ini kami 
tidak tahu, tah-tahu memang sudah ada PERDAnya 

P: Sebelum menjadi PERDA ada proses panjang, salah satunya uji publik dengan 
mengundang selain Eksekutif, Legislatif, serta para stakeholder terutama para 
perusahaan. Apakah pada saat uji publik dilaksanakan perusahaan bapak datang dan 
apa yang dilakukan oleh bapak pada saat uji publik itu ? 

I : Saya hadir, pada waktu uji publik ini dilakukan di aula BAPPEDA kemudian yang 
hadir disini perwakilan dari badan perusahaan kemudian dari Badan SKPD, serta 
Anggota DEWAN. Dalam uji publik ini yang kita laksanakan adalah FGD yang 
dipimpin oleh salah satu tim ahli yang direkrut oleh BAPPEDA, saya lupa namanya 
yang saya tahu hahwa dia hukan ahli CSR tetapi, dia adalah seorang ahli tata kota 
Kita para perusahaan ini menyampaikan bahwa PERDA ini memang perlu dikaji 
kembali karena memang banyak hal - hal yang belum sinkron dengan apa yang 
menjadi keinginan perusahaan 

P: Apakah bapak pernah mendengar tentang adanya CSR ini sebelum adanya PERDA 
ini dan dari mana ? 

I : Pastinya bahwa saya tahu betul bahkan mengenai CSR karena ini bidang saya. di 
dalam jabatan saya juga sebagai kepala departemen CSR 

P: Seingat bapak selain melaksanakan uji publik tadi, pernah tidak bapak diundang 
untuk membuat naskah akademis yang melibatkan salah satu perguruan tinggi? 

I : Sebelum uji publik memang saya pernah diberikan semacam wawancara melalui 
tulisan, kemudian kita juga diantaranya diberikan PERDA itu sendiri, jadi PERO A 
itu kita baru baca ketika kita baru mendapatkan sekaligus wawancara menggunakan 
tulisan, pada waktu itu memang kita juga ditanya hal-hal yang dari awal 
pengetahuan tentang CSR, kemudian juga pada akhirnya kita juga diminta 
menanggapi terkait dengan setuju atau tidak dengan PERDA yang sudah 
dilampirkan pada wawancara itu, kemu<lian terus terang saja saya dari CBI GROlTP 
menyatakan bahwa saya kurang setuju terhadap PERDA tersebut, karena masih 
kurang menyentuh apa yang menjadi tujuan daripada CSR itu sendiri, dimana 
tujuan CSR sendiri adalah kita berharap bahwa masyarakat desa itu sesuai dengan 
stakehoidernya itu ada suatu hubungan yang dekat dengan perusahaan, sehingga 
CSR ini bisa dijadika11 bagian daripada tujuan untuk 1nemini1nalisasi konflik di 
dalam pengelolaan perusahaan 



P: Dalam rancangan PERDA khususnya untuk yang melalui inisiatif DPRD kan ada 
melalui dua tingkat pembicaraan yang pertama pembicaraan tingkat satu dan 
pembicaraan tingkat dua, apakah bapak dalam pembicaraan tingkat satu ini 
diundang atau tidak? 

I : Seingat saya tidak diundang 

P: Bagaimana dengan pembicaraan tingkat dua, tingkat dua itu menyepakati PERDA 
itu dilaksanakan atau disahkan, apakah bapak diundang? 

I : Sama sekali tidak diundang 

P: Apakah selama ini atau setelah d1sahkannya PERDA im sudah ada sosiahsasi oleh 
DPRD atau pemcrintah daernh tentang PERDA norncr 1 tahun 2012 

I : Seingat saya tidak, jadi saya mengetahui dan memegang PERDA ini ketika akan 
dilaksanakan uji publik. 

P: Sctclah itu apakah tidak pemah ada sosialisasi? 

I · Sebelumnva tidak ada 

P: Setelah PERDA disahkan apakah ada sosialisasi? 

I: Tidak ada 

P. Apakah pihak perusahaan bapak CBI ini tdah mdak~anakan CSR selama ini? 

I · Pastinya sudah melaksanakan. jadi CBI GROUP kita paham apa itu yang disebut 
dengan stakeholder CSR, jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi 
tujuan CSR itu sendiri. 

P: Setuju tidak sebenamya bapak dengan PERDA yang telah disahkan yaitu PERDA 
nomer i tahun 20 i 2 itu ? 

I · Kalau saya mewakili perusahaan saya. saya tidak setuju sesuai dengan apa yang 
pernah saya sampaikan dalam uji publik. PERDA ini masih kurang sesuai dengan 
apa yang menjadi harapan perusahaan, jadi saya duga kemungkinan pembutan 
PERDA ini kurangnya ahli-ahli CSR untuk dilibatkan dalam pembuatan PERDA 
ini, sehingga PFRDA ini tidak menyentuh rnhnya CSR hegitu 

P: Apakah pada saat bapak berhubungan dengan masyarakat dalam suatu hal 
kedinasan, apakah masyarakat mengetahui tentang keberadaan perda nomer I tahun 
2012 tentang CSR ini? 

I : Jadi selama saya berkeliling di semua stakeholdemya CBI GROUP saya belum 
pernah mendengar masyarakt itu tahu tentang PERDA itu, kemudian saya juga 
mcnccba seo!ah ·Olah bah\va PEP.J)~AI. ini ak:an dijalank:an dengan contoh sepert! 
misalkan, saya menyatakan bahwa contoh ada program beasiswa saya bilang pada 
masyarakat bahwa beasiswa ini akan kita serahkan kepada pemerintah daerah 
kemudian pemerintah daerah yang mengatur, temyata terjadi penolakan juga secara 
sepontan, bahwa kalau nanti pemerintah yang mengclola itu jauh khawatir bahwa 
ternyata yang diberikan itu yang seharusnya di desa mereka. itu akan diberikan 
kepada orang lain, jadi salah sasaran begitu, jadi warga ini juga memahami 
bagaimana itu apabila terjadi salah sasaran, tentunya ya sampai kapanpun tidak 



akan rnengakui bahwa perusahaan itu telah melakukan CSR walaupun secara 
adrninistrasi kita sudah rnelakukan CSR, sudah rnenyerahkan anggaran CSR tetapi 
warga tidak akan rnengakui bahwa itu bagian daripada CSR. lnilah yang mernbuat 
cukup sulit untuk perusahaan rnenyetujui tentng PERDA tadi. 

P: PERDA ini kan tidak berjalan sesuai yang diharapkan, sebenamya faktor apa 
p~nycbab yang p~ling pol(ok? 

I : Yang paling pokok adalah aturan ketika mewajibkan persentase CSR yang harus 
diserahkan kepada pihak pengelola, karena bahwa undang-undang yang awal 
dimana kita berpatokan pada undang-undang Perseroan Terbatas nomer 40 tahun 
2007 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang rnenjalankan usaha di bidang ini 
atau yang bersangkutan dengan surnber daya alarn wajib rnenjaiankan tanggung 
jawab sosial dan lingkungan. 

P: Ada atau tidak gambaran sepengetahuan bapak atau kira-kiranya berapa persen dari 
keuntungan perusahaan yang sekarang dilaksanakan CSR nya oleh CBT? 

I : Kita rnelaksanakan CSR ini kernungkinan besar ini kalau dilihat dari persentasi ini 
melebihi daripada 2 %, sebenamya rnasalah persentase ini kita mengacu pada 
BUMN hanya BUMN yang dinyatakan bahwa persentase CSR itu disebutkan, tapi 
BUMN dengan CSR perusahaan itu berbeda. 



Wawancara Dengan lnforman Ke 4. Legal Staff PT. Bangun .Jaya Alam Permai 
(BJAP) (Bp. Ramli Tamba) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P) . 
.Tawahan Dari Tnforman Selaniutnva Di sin{Jkat (l) 
- - - - - .J - J - - '-' . '· j 

P: Apakah bapak dari perusahaan ini pemah mendengar atau mengetahui tentang CSR 
sebelum adanya peraturan tentang peraturan daerah ini ? 

I: Iya jadi memang CSR ini suatu perangkat yang dimiliki oleh perusahaan, terutama 
perusahaan kita yang sudah berjalan sepanjang perusahaan kita berada berproses 
jadi CSR sudah berjaian. 

P: Apa tidak ada hambatan ya pak? 

I: Itu merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kita pada masyarakat, jadi CSR 
ini adalah suatu perangkat yang waj ib dimiliki oleh perusahaan terutama 
nerur:ah<><>n 1;1·t<> foA; lr1·t., h;s"' bers<>rn<>-r:<>m., bert11mhuh Aan berkemh<>n° deno<>n _t-' .._, "4"4J.J. _. .... "4. _,"4'""'.l 1-"- '-""' VJ. '-4- .l "4.t.l_J."4 .J"4J. J.\.4 J.'-~lJ. V -'- \d. J.. .l J. V"4J. b ..l..lb"J. 

lingkungan perusahaan. 

P: Jadi sudah melaksanakan, sudah mengetahui sebelum adanya perdaa ini? 

I : Sudah 

P: Apakah bapak ini dilibatkan atau mengetahui tahapan pembuatan perda ini mclalui 
pembuatan naskah akademis misaalnya melibatkan perguruan tinggi mana? 

I : Jadi memang kalau mungkin ada aturan -aturan yang sudah dituangkan di dalam 
peraturan aeran CSR baik melali naskah akademis sepanjang yang saya ketahui 
terkait dengan perda itu pemah kita dengar dan kita ditemui oleh pihak 
perpanjangan tanah dari BAPPEDA, dan kita juga diundang dan mengisi quisioner 
fp-nf'1!'f'10- 1'V'lil'1!1rc~n"ll'ln rc;:_p f"l'l"M c:"Cll"lniu.+·r"'"' "f"'Y\P.'1'\"\ ... H .. H~ l_,.-~t-..,, rl1~~-nr1"1"rf n.lpl, n~l,nl,,.-
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BAPPEDA dalam pembahasan CSR dimana lamaran ini kita ada pihak ketiga, 
pihak ketiga yang menyajikan dari CSR itu, jadi sepanjang itu yang kita ketahui. 

P: Apakah pada saat pebicaraan tingkat satu ini pada saat penyampaian badan legislasi 
daerah pada komisi itu perusahaan diundang tidak pada saat itu? 

I : Jadi memang kita mendengar adanya PERDA ini tapi dalam penyusunan maupun 
pembahasan materi itu sepanjang yang kita ketahui saya sendiri belum pemah 
terlibat langsung dalam penyusunan tersebut , sepanjang yang saya ketahui. 

P: Berarii di pembicaraan di tingkai dua pada saat memiuskan apakah peraturan 
daerah ini disahkan atau disetujui juga tidak diundang, perusahaan ini ? 

I : Iya jadi dalam pembahasan maupun mengsahkan itu sepanjang yang saya ketahui 
kurang mengetahui atau belum pemah saya sendiri mengikuti. 

P: Kemudian pak beginL inikan sudah menjadi peraturan daerah. tentu saja peraturan 
daerah hams diketahui oleh seluruh stakeholder bukan hanya pembuat peraturan 
dalam hal pemerintah daerah, tadi diatas eksekutif dan legislatit~ tapi jugakan 
seluruh stakeholder termasuk perusahaan. Apakah bapak pemah didatangi atau 



diundang oleh DPRD atau pememrintah daerah untuk melakukan sosilalisasi 
khusus untuk PERDA tentang csr ini? 

I : Iya, jadi termasuk dalam hal sosialisasipun kita belum pemah diundang dari 
eksekutif maupun legislatif tentang perda ini. 

P: Kemudian saya ingin mengetahui bapak pemah tidak membaca PERDA ini 
mengetahui isinya? 

I : Secara exspisit belum pernah membaca otomatis belum pemah kita ketahui 
dasarnya dari PERDA tersebut. 

P: Sa ya ingin mengetahui sepihak, sepmtas perusahaan bapak talah melakukan CSR 
ini, sdama ini pdaksanaan CSR dari perusahaai1 bapak yang tcrlaksana seperti apa, 
apakah langsung berhubungan dengan masyarakat atau melalui pemerintah 
terbawah? 

I : Jadi, ya selama ini yang kelola dn sudah kita laksanakan untuk pelaksanaan CSR 
diperusahaan kita, jadi emang kita melibatkan berbagai pihak dari pemuda desa, 
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, semua perangkat yang akan m1 semua 
kita libatkan dari kepolisian juga harus dilibatkan karena ini hukum, sam-sama 
menunjukkan juga etikat baik kita didalam perusahaan, di dalam pelaksanaan CSR 
di masyarakat diana CSR ini ada dua sisi program kita yang juga dari program­
program masyarakat, program pemerintah setempat kita padukan, program dari 
pcru:-.ahaan, pwgiam Jari pt:n11;1 intah :-.dt:mpal ki ta pa<lukan mt:njaJi :-.atu Jau kita 
laksanakan apa yang menjadi kepentingan di masyarakat itu, infrastruktur kita 
bantu kemudian juga disarana sosial, pendidikan, kesehatan. 

P: Sebenarnya perusahaan ini setuju tidak pak dengan adanya PERDA ini 
menyisihkan 3 % dari keuntungan bersih kemudian untuk pelaksanaanCSRnanti 
d1kelola oleh suatu badan dan d1katakan badan pengolah CSR, setUJU tidak sepert1 
itu? 

I : Jadi memang pelaksanaan yang selama ini kita lakukan di lapangan maupun juga 
terhadap mas~,rarakat itu sendiri. Sampai saat ini masih cukup efektif dan cukup 
baik, vang kita anggap vang selalu kita evaluasi setiap tahun kita evaluasi buat 
ploting-ploting yang sudah kita laksanakan itu dan temyat dari evaluasi cukup baik 
dengan CSR ini bisa mendekatkan kita karena prinsip keberadaan perusahaan itu 
iangan jadi pemisah aktivitas kebun kita, itu jadi pemisah terhadap masyarakat 
justru sebenarnya misi, visi kita itu bahwa bagaimana kita mendekatkan diri dengan 
masyrakat, dengan CSR itulah salah satu perangkat itu untuk bisa mendekatkan diri 
kita kepada masyarakat yang kita anggap selama ini berjalan masih cukup efektif 
dan masih cukup baik, jadi kita juga belum mengkaji terhadap perda dari sisi mana 
bahwa aktivitas daripada keberadaan perda ini tapi apa yng kita bicarakan saat ini 
adalah apa yang sudah kita lakukan, disana yang tiap tahun kita evaluasi terus 
menerus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daripada perusahaan dan 
ternyata itu cukup baik dan efektif. Tinggai kita meningkatkan voiume dan yng 
sangat penting terhadap masyarakat itu dan saya belum bisa untuk mengkaj i dari 
sisi itu pak dari PERDA itu, tapi yang paling utama yang ditonjolkan yang tidak 



bisa di sampaikan karena efek1ifitas dan efisiensi dan yang berguna kepada 
masyarakat itu yang cukup baik kita lakukan. 

P: Apakah dengan cara seperti ini bapak lihat lebih efekiif atau kurang efekiif 
ketimbang dengan pelaksanaan CSR yang telah dilaksanakan di perusahaan? 

I : Jadi makanya pengkajian karena ini menyangkutpada pendapatan belum masuk 
pengkajian itu disana yang bisa diketahui jawaban yang sebelumnya memang apa 
yang kita laksanakan sebelum-sebelunya dan yang saat ini masih efekiif, 
pelaksanaan yangdilakukan langsung oleh pihak perusahaan, jadi kalau 
memungkinkan untuk dipertanyakan dengan adanya perda dan sudah adanya perda 
ini, ya barang kali kita perusahaan akan mengkaji dari segi perbandingannya, 
karena temunya perusahaan juga pasti ada hitung-hitungannya, analisanya, 
bagaimana nanti ke depannya nah itu mungkin juga sesuatu pengkajian. 

P: Apakah masyarakatjuga menerima dengan adanya peraturan daerah ini? 

I : Jadi memang sampai saat ini, karena iagi stakeholder juga kiia di iapangan dan 
sampai saat ini realisasi - realisasi CSR. sampai saat ini kita belum ada suatu 
penolakan-penolakan tertentu yang kita lakukan bantuan-bantuan, CSR yang kita 
lakukan jadi sampai saat ini belum ditemukan penolakan-penolakan, dalam arti 
mungkin ada tanggapan masyarakat, kok ini sudah ada perda, tentunya lewat perda, 
pernsahaan cukup denz!ln berhubung!ln dengan pemerintah sampai saat in masih 
berjalan. 

P: Apakah mereka itu lebih senang CSR itu dikelola langsung oleh perusahaan atau 
setelah mendengar adanya PERDA ini walaupun belum dilaksanakan mereka lebih 
senang dikelola oleh badan pengelola, sudah seperti itu atau masyarakat tidak tahu 
sama sekali tentang perda ini ? 

l : lya memang tadinya tidak ada sepesipikasi pembahasan ataupun sekedar 
mengetahui keinginan atau sejauh mana minat masyarakat kita belum pemah 
melakukan hal yang seperti itu pak, akan tetapi ini niat kita yang baik program kita 
yang harus dijalankan tanpa kita membanding-bandingkan tapi apa yang mungkin 
kita bisa lakukan kami lakukan pak, jadi be I um kita lakukan ataupun rnungkin kita 
coba menanyakan seperti itu kepada masyarakat tetapi sebaliknya yang bisa 
sekarang kita lakukan kita akan lakukan dengan bantuan itu yang jelas masih 
berjalan. 

P: Menurut pengamatan bapak ini kira-kira apa faktor yang mendorong pemerintah 
mcmbuat PERDA no. 1 ? 

I : Sepanjang yang kita lihat kenapa. mungkin ada PERDA ini dimunculkan 
barangkali mungkin karena pembangunan itu kita lihat tidak tertumpu ataupun 
merata dalam arti kartakanlah misalnya dari perkumpulan-perkumpulan inikan 
misalkan zona-zona tertentu sehingga prinsipnya kalau visinya dan misi dari 
perusahaan kan terhadap linghmgan yang ada di "ekitaran pernsaha!ln itu 
sendiri,sehingga daerah lain yang memang tidak ada perkebunannya tidak tersentuh 
daripada CSR itu, barang kali mungkin sepanjang yang kita ketahui dan 
pengamatan kita, ya mungkin itu cikal bakalnya dari PERDA ini artinya kelebihan 
pada saat itu perusahaan itu bisa mungkin dinikmati oleh semua daerah merata 



sekalipun mungkin ada suatu daerah yang tidak mempunyai zona pergumppulan itu 
sendiri barang kali mungkin prinsip itu pemerataan itu barangkali mungkin, karena 
barangkali ditempat kita itu ya sudah sering menerima CSR, pertemuan-pertemuan 
sosial, barang kali pengamatan kita itu, yang utama. Yang kedua adalah barang kali 
mungkin juga sehagai acauan inikan CSR yng dilak1.1kan 01eh perusahaan 
barangkali pemerintah tidak mengetahui bahwa sampai sejauh mana apa yang 
dilakukan pihak perusahaan karena itu langsungkita kirim dari perusahaan, jadi 
barang kali pihak pemerintah belum mengetahui sampai sejauh mana apa yang 
dilakukan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat itu sendiri. 

P: Ini terakhir saya dengar begini, barn akan segera dibuat keputusan bupati untuk 
pelaksanaan peraturan daerah ini. seandainya itu nanti sudah jadi keputusan bupati 
itu kan mengikat untuk dilaksanakan, nah ini juga saya ingin mengetahui bapak dari 
perusahaan itu, mana yang lebih senang berpegang pada peraturan daerah dan 
keputusan bupati, atau berpegang pada pelaksanaan CSR yang selama ini 
dilaksanakan langsung oleh perusahaan, kalau disurnh memiih lebih senang yang 
mana? 

I : Jadi saya sih mungkin ada punya latar belakangnya pak, ya mungkin kita 
mengetahui sendiri merasakan sendiri juga bagaimana hidup berdampingan dengan 
masyarakat yang dimana sekaligus kita berada selalu di dua sisi selalu dibutuhkan 
dan tidak dibutuhkan, artinya disini kita melihat dalam pertumbuhan dan 
perkembangan dari perusahaan ini tentunya juga ada gejolak-gejolak serta 
tantangan baik sosial maupun konflik-konflik pertanahan, jadi banyak sekali 
konflik yang kita hadapi, pada pengalaman kita dengan adanya konflik -konflik 
seperti itu bahkan dengan yang sudah kita produksipun banyak konflik yang kita 
hadapi tetapi dengan adanya konflik itu hagaimana juga kita kan harus hisa 
mendekatkan diri pada masyarakat, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah 
bila kita tidak bisa dekat, artinya disini kita tidak sampai membuat suatu jurang 
pemisah artinya adalah kita menganggap daerah itu adalah daerah kita sendiri, jadi 
kita adalah bagian dari masyarakat itu, nah apa yang kita lakuka selama inicukup 
baik dan efektif meskipun tidak mencapai 100% tetapi paling tidak bisa kita 
kendalikan masalah itu, karena apa yang kita lakukan yaitu melalui pendekatan 
melalm CSR dan bantuan-bantuan sosial, apabila dalam hal 1m k1ta buat p1hha kta 
harus mengkaji terlebih <lulu untuk melakukan pilihan tersebut. 



Wawancara Dengan Informan Ke 5 CSR PT Gunung Sejahtera Puti Pesona/Astra Agro 
Lestari Group (Bp. Matheus dan fbu Anggi) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P). 
Jawaban Dari Informan Selanjutnya Di singkat (I). 

P : Apakah dari perusahaan pemah mengetahui adanya CSR selain dari PERDA ? 

sebelum ada PERDA pemah mengetahui CSR ? 

I : Untuk istilah CSR tentu pemah mendengar karena namanya tangga sosial perusahaan 
, sudah ada Undang - Undang jauh ada perda PERDA, kita juga ada Undang -
Undang tanggungjawab sosial, jadi kita tahu penama ya dari Undang - Undang itu. 
kedua kalau dari sisi PERDA beberapa daerah juga sudah menerapkan itu pak, 
contoh misalnya di Aceh lalu di Kaltim, kita mengetahui dari situ, kemudian kita 
hanya tahu di PERDA itu adanya terbentuk forum CSR, jadi disitu melibatkan 
semua ba1k dan masyarakat, perusahaan dan pemermtah, bentuknya adaJah forum 
dan bukan badan pcngclola, jadi disitu kita lcbih banyak shcringnya, kalau untuk di 
Kaltim seperti itu, tapi beda lagi kalau di tabalong KALSEL 

P : Seharusnya dalam pembuatan PERDA didahului juga oleh pembuatan naskah 
akademis, apakah bapak pemah mendengar bahwa pembuatan PERDA ini di 
dahului dengan pembuatan naskah akademis? 

: saya tidak tahu 

P: Pemah atau tidak mendengar dari teman-teman, apakah pada saat pembuatan naskah 
akademis ini, diundang hadir atau tidak? 

I : Mungkin kalau sebelumnya kami ada disini sepertinya diundang, tapi kita tak 
mendapatkan hasil dari PERDA itu, sosialisasinya tidak ada ke kami, karena kalau 
ada pasti kami melanjutkan sesuai dengan pengelolaan yang ada di Kobar pak. 

P : Jadi dengan demikian pada saat pembahasan-pebahasan juga, perusahaan Astra 
tidak ikut ya ? 

I : Kalau ikut sepertinya ikut sih pak. tapi sepertinya tidak sampai hasilnya seperti apa. 
sehingga tak sampai pada kami atau kurang sosialisasi, 

P : Apakah selama pak Matheus dan ibu Anggi di astra ini pemah atau tidak kedatangan 
misalnya dari DPRD atau dari pihak eksekutif dalam hal ini dari bagian hukum, 
untuk meiakukan sosiaiisasi khusus PERDA ini ? pemah atau tidak ? 

l Belum ada pak, kita tahun lalu pertama kali membahas tentang CSR itu di 
BAPPEDA itu sekitar bulan agustus setelah lebaran ya, agustus, september tahun 
2015. Yang sama ibu yang dari pengelolaan tata kota itu, ya baru itu saja pak 

P : \X/aktu itu rasanya kegiatan uji publik ya ? 

I : Iya uji publik. 

P : Berarti selama ini sosialisasi PERDA no.1 tahun 2002 belu dilaksanakan, kcmudian 
apa bentuk CSR yang sudah dilaksanakan pada perusahaan bapak? 



I : lya. jadi tennasuk dalam hal sosialisasipun kita belum pemah diundang dari eksekutif 
maupun legislatif tentang perda ini. 

P : Kemudian saya ingin mengetahui apakah bapak pemah membaca PERDA ini dan 
mengetahui isinya? 

I : Secara exsplisit belum pemah membaca otomatis belum pemah kita ketahui dasamya 
dari PERDA tersebut. 

P : Saya ingin mengetahui sepihak, sepintas perusahaan bapak talah melakukan CSR ini, 
selama ini pelaksanaan CSR dari perusahaan bapak yang terlaksana seperti apa, 
apakah langsung berhubungan dengan masyarakat atau inelalui pemerintah 
terbawah? 

I Kalau selama ini sudah mencakup sosial budaya, ekonomi, pendidikan dan 
kesehatan, kita mencakup semuanya. Kalau kesehatan kita mempunyai posyandu 
binaan disekitar desa ring satu, tiap PT di astra dari GSIP sampai NAL di lamandau 
sana. Di ekonomi kita IGA sawit kita punya IGA non sawit juga, kemudian kaiau di 
pendidikan kita membantu honor guru. beasiswa. Kemudian kita membantu sekolah 
master school untuk persiapan sekolah Adiwiayata,. Untuk sosial budaya kita punya 
wadah budaya dayak di pangkut pak, suku dayak komun, secara garis besar itu pak. 

P : Berarti sebenamya sudah melaksanakan ya ! 

I : I ya sudah pak 

P : Iya sudah tapi mungkin, dan dipastikan tidak mengarah pada PERDA yang sudah 
ada karena di PERDA ini kan akan dibentuk suatu badan pengelola, yang namanya 
badan pengelola kan tentu saja ada orang-orang disitu dan struktumya juga, 
ke1nungkinan ke\vajiban perusahaan itu menyetorkan berupa uang dari penghasilan 
setelah dikurangi pajak sebesar 3% berdasarkan PERDA tadi. Dengan gambaran 
seperti itu perusahaan setuju atau tidak, atau maunya seperti sekarang saja? 

I : Kalau kami pak, kita lihat dari sisi sosial terus terang kalau bentuk sisi sosial kita 
lebih baik langsung ke masyaraka, ya contoh kalau ada beasiswa ya langsung saja, 
kaiau ada acara posyandu ya iangsung saja, dan memang kaiau untuk Astra 
mayoritas adalah kita sangat mengurangi bantuan dalam bentuk uang. jadi sebisa 
mungkin langsung wujudnya. Kecuali beasiswa pak. Contohnya seperti posyandu 
kita langsung memberi seperti bubur, roti, telur, dan sebagainya. Kemudian untuk 
sosial budaya kemarin kita langsung membantu dalam bentuk barang seperti 
kostum, dan alat musik Kemudian yang kedua kita lihat dari heherapa dari kasus­
kasus yang sudah ada di daerah lain contohnya di Aceh. Yang sudah be~jalan tapi 
berhenti, jadi perusahaan itu sudah diminta untuk menyetor tapi kemudian dari 
setoran perusahaan tersebut tidak masuk pada masyarakat yang ada disekitar 
perusahaan, ya itu sih pengalaman dari perusahaan lain seperti itu pak. 

P : Kalau mcnumt bapak /ibu, kan PER.DA kita ini belum dilaksanakan, apa mcnumt 
bapak/ibu kendalanya ? 

I : Kalau kendala sih, pertama kalau dari proses sosialisasi kurang lancar, komitmen dari 
pemerintah daerah dan perusahaan serta masyarakat akan bersinergi, mungkin 



pemerintah daerah kurang bersosialisasi atau mungkin hanya sepihak aja sih pak 
kalaw mungkin perdanya di ubah lagi. 

P : Terns kalau dari masyarakat sendiri ibaratnya nyeletuk misalnya, oh temyata 
sekarang kabupaten KOBAR ini sudah mempunyai PERDA tentang CSR, ada tidak 
yang seperti itu? Artinya PERDA ini sudah diketahui masyarakat atau belurn? 

l : Tidak ada pak, sama sekali tidak ada. 

P : Kemudian dalam hari-hari melaksanakan CSR mereka itu kelihatannya lebih senang 
CSR ini dikelola langsung oleh pernsahaan dan diserahkan kepada badan 
pengelola? 

I : Lebih senang langsung. karena mereka kan lebih dekat ke kita. Kita bernsaha buat 
membangun hubungan emosional dengan mereka. 

P : Kemudian saya ingin mengetahui gambarannya kalau berdasarkan PERDA 3% dari 
laba bersih telah dikurangi pajak, diserahkan kepada pengelola. Nab menurnt 
perhitungan bapak I ibu sekarang yang telah diiaksanakan oieh astra pada umumnya 
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I: Ada untuk IGA sawit kita memproduksi 453 hektar, khusus IGA saja.untuk IGA itu 
kita bantu sampai ke pupuk terakhir kita keluar sekitar 200-300 juta untuk pupuk, 
itu barn di GSPP dan belum yang lain. Kemudian kemarin untuk beasiswa dan lain­
lain tiap tahun kita keluar di atas 60 juta. Dan untuk bidang-bidang lain kecuali 
TGA sawit kita selaiu keiuarkan 200 juta per PT pak. Per tahun itu umuk kondisi 
paling redah bisa juga lebih dari itu. Contoh kemarin kita bantu desa 3 sungai 
kuning itu kalau diuangkan kira-kira mencapai 30- 40 juta lebih 



Wawancara Dengan lnforman Ke 6 Staf CSR PT. Bumitama Gunajaya Abadi 
Wilayab 5 B (Bp. M .. Jaubari) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P). 
Ja,vaban Dari Informan Selanjutn;'a Di singJ,at (I). 

P: Apakah bapak pemah rnendengar tentang CSR ini sebelurn adanya peraturan daerah 

? artinya sebelum tahun 2012 pemah rnendenar istilah CSR ini ? 

I : Pemah rnendengar dari kebijakan rnanajernen perusahaan, juga dari media pak. 

P: Idealnya ini dalarn penyusunan rancangan pertaturan daerah ini kan rnelalui tahapan 

pembuatan naskah akadernis, sepengetahuan bapak apakah RANPERDA tentang 
tentang CSR ini juga rnelalui naskah akadernis? 

I : Saya tidak tahu pak. 

P: Inikan dalarn pernbahasan mcangan peraturan daerah ini kan ada dua tingkatan pak. 
Jadi tingkatan pertama ini sebenamya penyampaian maksud dan tujuan daripada 
RANPERDA itu sendiri, itu kan disampaikan pada sidang paripuma kemudian pada 
saat itu disetujuii bahwa RANPERDA ini layak untuk diteruskan apakah pada 
perusahaan bapak diundang ? apakah pada saaat itu perusahaan bapak diundang 
tidak pada pembicaraan tingkat satu ini? 

I : Tidak pak. 

P. Kernudian pada saat pernbicaraan tingkat dua, pernbicaraan tingkat dua ini adalah 
penyepakatan antara Eksekutif. Pemerintah daerah dengan pihak Legislatif karena 
ini kebetulan PERDA ini, PERDA inisiatif dari DPRD artinya usulan dari DPRD, 
nah apakah pada saat penyepakatan bahwa PERDA ini perlu disahkan, ini juga 

perusahaan diundang tidak pada saat itu pak? 

I : Tidak pak. 

P: Kemudian ini pasti bapak sudah tahu persis apakah PERDA ini kan disahkan pada 
tahun 2012, mestinya ini kan sesegera rnungkin kan dilakukan sosialisasi, mungkin 
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diundang untuk sosialisasi peraturan daerah ini yang telah disahkan baik oleh 
DPRD maupun oleh sekretariat daerah dalarn hal ini bagian hukurn? 

I : Jadi kalau sosialisasi secara resmi tidak pemah pak, tapi kalau misalkan ada 

oleh pirnpinan dewan itu mernang pemah disampaikan adanya PERDA tersebut 



P· Kemudian pihak perusahaan pak va. sebenarnva mengetahui tidak tentang 1s1 
PERDA ini? 

I : Sampai sekarang tidak mengetahui 

P: Saya ingin mengetahui, CSR ini pasti sudah dilaksanakan ya cuman ini perlu 

keterangan dari sampean. Apakah perusahaan bapak BGA ini selama ini telah 

melaksanakan CSR ini ? 

I : S udah pak. 

P: Dal am bentuk apa ? 

I : Jadi kita di perusahaan itu ada tiga tahapan pak jadi kita itu, jadi jenis CSR kita itu 

ada lokal bisnis development, program itu bagaimana kita mengembangkan usaha-

dipergunakan untuk perusahaan. jadi misal bengkel. kemudian pandai besi. 
kemudian pertanian pak, karena untuk konsumsi lokal pak, nah kalau yang sifatnya 

seperti ini kita akan upayakan, ada juga bisnis-bisnis yang tidak berkaitan langsung 

dengan perusahaan, kaya perikanan, peternakan, tetapi itu mampu meningkatkan 

ekonomi masyarakat disekitar situ pak, kalau yang biasa kita laksanakan seperti itu 

pak. Kemudian ada juga yang namanya sinergi community relationship prof:,rram. 

Jadi sifatnya bagaimana kegiatan-kegiatan ada itu sehingga meminimalisir konflik 

pak, misalnya ada acara MTQ, Paduan suara rohani, atau Adat begitu pak, kita 

biasanya gitu pak, masuk juga disitu untuk pendidikan, kesehatan sosial budaya, 

keagamaan maupun lingkungan. jadi sudah melaksanakan namun tidak sesuai 

dengan peraturan daerah. 

P: Begini pak peraturan daerah ini kan mengamanatkan bahwa untuk pelaksanaan 
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pengelola itu yang akan mengelola dana dari perusahaan yang besarnya 

berdasarkan peraturan daerah ini 3% laba bersih setelah dikurangi pajak, bunyi 

PERDAnya kan seperti itu. Nah kemudian dengan seperti itu bapak setuju tidak 
PERDA itu, karena inikan menyerahkan uang 3% segala macam kan tidak dikelola 

lagi oleh perusahaan ? 

I : Kalau kami pak dari perusahaan, karena ini belum praktek sebetulnya kami juga 

belum bisa mengatakan setuju atau tidak, cuman kalau kami melihat dari apa yang 

sudah kami lakukan selama ini, misalkan itu dikumpulkan oleh lembaga tertentu 

3% artinya begini pak, bisa jadi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kami 

tidak dapat bagian, artinya begini pak, CSR yang kami lakukan itu umumnya itu 

berdasarkan usulan dari masyarakat juga berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Disitu artinya ada usulan ada juga hasil analisa kami apa yang 



dibutuhkan masyarakat. jadi kalau misalkan kita pegang 3% memang secara tugas 
dan fungsi kita lebih praktis pak. Karena jujur kalau kami di CSR di perusahaan itu 

dari mulai ada satu direktur khusus yang termasuk tugasnya disitu, tugasnya adalah 

CSR, kemudian ada manager sampai pada staff, bahkan ada krali ada mandor 
khusus untuk CSR pak, nah kalau misalkan anggaplah kita ditangguhi 3% kita 

bayar otomatis untuk memangkas gaji - gaji ini kan otomatis hiiang pak. 
Sebenamya lebih praktis tapi tidak menutup kemungkinan bahwa CSR yang 

seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat terutama zona inti yang berkaitan 

berbatasan langsung dengan kebun pernsahaan kita belum ada jaminan bahwa itu 
terlaksana. artinya belum tentu kebagian. jadi seperti itu pak. kalau yang misalkan 
itu hitungan 3% disetor dan dikelola oleh badan tertentu tidak ada jaminan 

walaupun kami juga mendengar dari beberapa perusahaan atau dari beberapa 
anggota dewan atau beberapa anggota dewan atau beberapa dari masyarakat, 
bahkan dari pemerintah daerah pun ada menyampaikan bahwa ada beberapa 

perusahaan tidak meiaksanakan CSR. Karena dasarnya juga tidak jeias, aninya 
namanya corporate social responsibility ini kan artinya kepedulian lah, artinya satu 
juta pun peduli gitu lo, dua juta pun peduli, tapi itu kan sifatnya subyektif, kan 

kebutuhan itu kfln tidak sama, bin begitu p::ik, itu yang pertama Yang kedua p::ik 
kita melihat bahwa saat kebetulan di salah satu perusahaan kami itu ada salah satu 

perusahaan yang sebetulnya belum produksi karena baru tanam kan pak, nah tapi 
ketika kalau kita menunggu CSR dilaksanakan pada saat perusahaan sudah dapat 
keuntungan, saya pikir masyarakat kan juga sempat komplain <lulu pak, ini 

perusahaan sudah berdm di tempat kami, sudah mengganggu atau merubah sosial 
budaya disekitar situ, kan tanpa adanya CSR kami khawatir dengan ini hams 
menunggu keuntungan, keuntungan paling tidak kan lima tahun pak kalau investasi 

perkebunan, bisa menimbulkan sempat terjadi konflik pak kalau seperti itu, belum 
hemroduksimm CSR sudah dilaksanakan senerti di salah satu anak nerusahaan 

l l • -'-

BGA itu kan yang ada di kumai itu, kita belum gerak saia sudah bantu listrik 

penerangan di tiga desa, di Kumai Hilir seberang, di Sekonyer dan Teluk Pulai, kita 

ada bantu jalan ada bantu pendidikan seperti itu pak. 

P: Pak Jauhari kan sampean itu kan hari-hari berkecimpung dengan masyarakat yang 

berhubungan dengan CSR ini ya. Bapak pernah tidak mendengar bahwa masyarakat 

ini sudah mengetahui adanya peraturan daerah tentang CSR ini? 

I : Sejauh ini untuk masyarakat lokal tidak ada yang tahu pak. 

P: Kemudian kalau menurut Bapak, ini kan sampean bisa melihat dari sikap 
masyarakat kan gitu, mereka itu lebih senang CSR itu langsung dikelola oleh 
perusahaan atau dikelola sesuai peraturan daerah no. I tahun 2012 ini? 



l: Kalau dari pandangan sisi masyarakat kita belum pemah tahu ya pak, karena kita 
sendiri secara spesifik belum pernah menanyakan itu. cuman kalau kami dari pihak 

perusahaan cenderung lebih menyukai itu dikelola oleh perusahaan. Artinya begini 
boleh diterapkan misal seperti di PERDA tadi pak ditetapkan minimal 3% tapi yang 

mengelola oleh perusahaan pak. Kalau dibentuk lembaga sendiri mungkin 
kekhawatiran seperti itu pak. 

P: Kemudian yang berikutnya menurut pengamatan pak jauhari kan sudah lama disini, 
ini menurut pengamatan bapak mengapa PERDA ini belum bisa dilaksanakan? 

I : Jadi sejauh yang kami tahu selama ini karena belum dikeluarkannya PERBUB 
tentang pelaksanaan PERDA ini gitu pak, sejauh yang saya tahu itu pak karena 

belum ada PERBUBnya. 
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BGA ini kisarannva sekitar 3%. 2 % atau lebih dari 3% 

I : Lebih dari 3% pak 



Wawancara Dengan Informan Ke 7. Kepala Bagian Hokum. Setda Kab. 
Kotawaringin Barat (Bp. M. Rusli Efendi, SH, MSi) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P). 
Jawaban Dari lnforman Selanjutnya Di singkat (1). 

P: Dalam peroses penyusunan PERDA atas inisiatif DPRD ini yang pertama dalam 
penyusunan peraturan daerah ini apakah melalui aspirasi masyarakat sepengetahuan 
bapak? 

I : Jadi begini Pak entah sebelum perda ini disusun jadi ini pada saat itu dan inisiati£ 
jadi DPRD ini mengundang masyarakat baik Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat, dan 

juga tim bagian Hukum, untuk menyusun Peraturan Daerah ini. Setelah itu, ini 

hampir satu hari di undang termasuk SKPD terkait misalnya BAPEDA, Dinas 
Sosial, dan sekertaris daerah I Pak Setda. 

P: Kemudian media apakah yang digunakan untuk penjaringan aspirasi masyarakat itu 

apakah melalui rapat atau apa? 

I . Jadi n1elalui Rapat baik Rapat Gabungan niaupun Rapat - rapat ya11g ~ifatnya di 
undang DPRD. 

P: Kemudian dalam penyusunan dalam perda ini sepengetahuan Pak KABAG apakah 
sudah melalui tahapan pembuatan naskah akademis? 

I : Kalau menurut saya sudah termaksud naskah akademis pak. Karena sebelum 
PERDA ini disusun termasud Tokoh Masyarakat, kemudian tokoh pemuda dan lain 
sebagainya, Perusahaan - perusahaan juga mengajukan usul tentang Perda ini. Jadi 

bukan hanya inisiatif DPR kemudian Tokoh Masyarakatnya juga diundang, 
tern1ahud Pemerintahan Daerah nah disitukan artiuya Pak inikan sesuai dengan 
aturan yang di bikin. 

P: Jadi sebenamya pada saat penyusunan naskah akademis Pemerintah Daerah juga 

dilibatkan ya? 

I : Di I ibatkan Pak. 

P: Kemudian yang berikutnya apakah ranperda yang disiapkan DPRD 1m telah 
disampaikan oleh surat DPRD kepada kepala Daerah? 

I : Iya pak. Surat pengantar, mungkin Pak ini yang telah terkait dengan naskah 
akademik, naskah akademik DPRD Juga akan menggunakan pihak ketiga tapi kita 
sebelum membahas kita juga di undang untuk rapat membahas akademis nya. 



P: Kita lanjut dalam ke proses pembahasan rencana peraturan ini kan. di buat dua 

tingkat pembicara, yang pertama pada saat pembicara tingkat satu yakini 

bagaimana proses pembicara tingkat satu ini terhadap RANPERDA Pengelolaan 

tanggung jawab perusahaan - perusaan ini karena kan begini sesusai dengan pasal 

35 menjelaskan, pimpinan komisi, pimpinan Balegda, pimpinan Pansus dalam rapat 

paripuma pemah diiaksanakan ga? 

I : Jadi ini dilaksanakan pak, proses awal tingkat ini, kita menyusun program legislasi 

pak, nah ini karena inisiatif DPRD kemudian kita masukan dalam agenda paripuma 

selanjut nya. 

P: Kemudian pada saat pembicara tingkat l itu kepala daerah atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Bupati hadir tidak pada saat itu? 

I : Jadi pada saat itu kaiau tidak saiah yang di tunjuk asisten i. Bagian hukum Kabag 

Hukurn, bt:::.crta ka~ubak pt:raturan pt:runJang - unJangan Jan lain lainnya yang 

hadir. 

P: Jadi yang hadir pada saat itu siapa saja pak? 

I: KABAG hukum. KASUBAG peraturan perundang-undagan tennasuk staf. 

kemudian asisten 1 

P: Kemudian dari pembicara tingkat dua inikan sesuai dengan pasal 36 pengambilan 

komisi atau gabungan komisi atau pansus yang berisi pendapat fraksi dan hasil 

pembahasan serta permintaan persetujuan yang dari anggota secara lisan oleh 

pimpinan rapat paripuma, nah ini sudah dilaksanakan apa belum? 

pembahasan tingkat dua melalui rapat-rapat ini kita laksanakan sesuai dengan 

mekanisme yang ada 

P: Kemudian apakah pada saat pembicara tingkat dua mt kepala daerah dipinta 

pendapat al~hir 

I : Ya. kepala daerah diminta pendapat akhir. artinva karena PERDA ini inisiatif 

DPRD maka kita harus memberikan pendapat akhir, mungkin ada koreksi-koreksi 

sekitar rapat gabungan. 

I: Ya 

P: Kemudian pada saat itu bagaimana keputuasan akhir itu? 



I : Keputusan akhimya kemudian setelah itu kita perbaiki pak, kemudian perbaikan -
perbaikan ini melalui bagian hukum, nah kita perbaiki setelah sesuai kita koordinasi 
dengan pihak komisi A 

I : Ya dalam prinsipnya setuju 

P: Kemudian di tahap berikutnya, pak kabag saya ingin melihat dari peroses 
penetapan. Setelah RANPERDA itu disetujui menjadi peraturan daerah bersama 
DPRD dan l~epala daerah, berapa lama P.J'~l'JPERDi\ ini disampaikan pimpinan 
DPRD kepada kepala daerah ? 

I : Jadi setelah ini tiga hari kami menerima, tiga hari setelah perbaikan kita sampaikan 
ke provinsi pak, untuk informasi setelah mendapat persetujuan dari DPRD maupun 

P: ltu berapa lama di provinsi untuk di evaluasi ? 

I : Paling lama itu, ini paling lambat kita terima sekitar sepuluh hari yang telah kami 
terima. 

P : Kemudian apakah DPRD juga mendapat tebusan pak, hasil evaluasi tadi ? 

I: Ya, DPRD juga mendapat tebusan. 

P: Tahap berikutnya kan ini ada penyebarluasan peraturan daerah sosialisasi rnungkin 
istilah sekarang, kernudian sepengetahuan pak KABAG apakah setelah ditetapkan 
peraturan daerah ini sudah dilakukan sos1alisasi? 

I : Jadi setelah karni tetapkan peraturan daerah ini kita sosiahsasikan kepada 
masyarakat khususnya yang disekitar perusahaan pak, nah inikan kita ada 
sosialisasi ke kecamatan setiap PERDA yang baru disetujui kami sosialisasikan. 

P: Kemudian media yang dilaksanakan pada saat itu tatap muka atau apa pak ? 

I : Jadi kita laksanakan pada saat itu tatap muka langsung, masyarakat kita undang. 

P: Dirnana dilakukan sosialisasi. apakah diperusahaan atau kantor desa atau dimana? 

I : Kita selama ini yang kita undang ini di balai desa dan di aula kecamatan. 

P: Kernudian pak, siapa yang rnelakukan sosialisasi? 



l : Yang melakukan sosialisasi ini bagian hukum dan ada beberapa dinas yang kita 
undang pak, termasuk dinas sosial kemudian BAPPEDA karena m1 tergantung 

PERDA untuk CSR ini sosial, BAPPEDA dan bagian hukum pak. 

menyampaikan atau memberitahukan. atau menginformasikan PERDA ini ke 
masyarakat atau stakeholder? 

I: Jadi PERDA ini pak Perda CSR ini kita sosialisasikan, kalau menurut hemat saya 
ini efektif, karena tidak satu kccamatan tetapi semua kecamatan kita sosialisasikan. 

P: Mekanisme yang dilaksanakan itu seperti apa? 

I: Kita menggunakan ini karena hasil akhir PERDAnya juga kita fotokopi, kita 
bagikan kemudian kita juga menggunakan medianya ceramah, kemudian ringkasan 
PERDA. 

P: Pada saat sosialisasi itu apa ada kerja sama dengan Legislatif atau hanya mumi 
dilaksanakan oleh Eksekutif? 

I : Jadi pada saat sosialisasi kitajuga mengundang dari legislatif yang hadir komisi A 

P: Kemudian saya ingin mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 
penyusunan peraturan daerah tentang CSR ini, yang petama apa yang mendorong 

perlunya ditetapkan RANPERDA tanggungjawab sosial perusahaan ini? 

I : Jadi begini pak perusahaan ini kan berusaha. Sekeliling di lingkungan desa. 

disekitamya kan ada desa-desa, nah desa-desa itu yang perlu kita perhatikan 
termasuk masalah pendidikannya dalam rangka meningkatkan sumber daya 
manusianya. Jadi tidak hanya tanggung jawab pemerintah namun juga tanggung 

jawab perusahaan. 

P: Kemudian siapa saja yang mendukung adanya penyusunan RANPERDA ini? 

I: Jadi yang mendukung ini pengesahan RANPERDA ini masyarakat mendukung 

pemerintah daerah, termasuk provinsi. 

P: Jadi sampai saat ini kelihatan atau ada tidak penolakan tentang PERDA ini, baik 
masyarakat maupun dari dunia usaha dalam hat ini misalnya sektor perkebunan 

pertambangan atau kehutanan? 

I : Sampai saat ini memang belum ada pak. Belum ada penolakan dari masyarakat 
pihak swasta khususnya perkebunan dan pertambangan, memang belum ada 

penolakan. 



P: Kemudian di terkhir saya ingin mengetahui aspek koordinasi penyusunan PERDA 
no. 1, apakah dalam penyusunan PERDA ini dikoordinasikan pak dalam 

penyusunannya? 

masyarakat maupun dunia perusahaan termasuk perkebunan. pertambangan dan 

sebagainya, termasukjuga dari DPRD karena ini juga inisiatif DPRD. 

P: Jadi bentuk koordinasi dalam bentuk apa? 

I : Rapat. 

P: Kemudian apa menurut bapak memang diperlukan koordinasi 1ru dalam 
penyusunan PERDA? 

I : Iya pak, karena PERDA ini, inikan berlaku untuk masyarakat berarti kita juga hams 

melibatkan masyarakat, koordinasmya maupun dunia usaha, khususnya berkaitan 
dengan CSR, Perda no. 1 tahun 2012 ini karena kalau kita sudah koordinasikan 
dengan beberapa tokoh masyarakat maupun dengan masyarakat, pengusaha swasta 

lchususnya perkebunan, pertambangan sehingga pemberlakuan perda ini tidak 
terhambat. 

P: Kemudian apakah 1m dialami hambatan didalam melakukan koordinasi dengan 
anggota lain? 

I : Jni memang ada hambatan termasuk hambatan ini saya kira tidak terlalu ini lah, 

karena waktu, kemudian harinya, karena kan sebel um mengundang kita melakukan 

koordinasi ini tidak mengganggu waktu kerja, baik dari perusahaan maupun 
pengusaha. 

P: Kemudian menurut pengamatan bapak selama ini penyusuna PERDA no. l thn 2012 
ini, instansi mana yang paling aktif melakukan koordinasi? 

I : Jadi ini hampir semua pak yang aktif yang melakukan koordinasi berkaitan dengan 

penyusunan PERDA no.1 thn 2012. 

P: Kemudian yang berikutnya khususnya koordinasi antar pihak Legislatif dan 
Eksekutif apakah sudah berjalan baik selama ini? 

I : Ya, jadi koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif ini kurang berjalan baik, karena 

kemudian kita juga akan mengundang Legislatif apabila kita melakukan 
penyusunan PERDA baik penyusunan RANPERDA ini sating mendukung. 

P: Apakah diperlukan SOP dalam melakukan koordinasi? 



I : Jadi ini SOP ini pak sebenamya SOP ini hams kita susun lagi pak. 

P: Sekarang sudah dimana proses itu ? 

I : Masih dalam proses pak. 

P: Dalam proses pembuatan SOP, tapi yangjelas SOP ini sangat diperlukan gitu ya? 

I : Ya, diperlukan karena SOP ini kan dibelakangnya itu pak setelah SOP ini ada 

flowchart ada alur-alur koordinasinya itu yang perlu kita menyamakan presepsi 

alur-alumya itu. 



Wawancara Dengan lnforman Ke 8. Mentri Dalam Kesultanan Kutaringin 
(Pangeran Arsyadinsyah) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P). 

P· Apakah ama pada saat penyusunan RANPERDA ini dimintai pendapat untuk 

sebagai tokoh masyarakat yang disegani ,dibanggakan masyarakat kotawaringin 
barat ini untuk menyerap aspirasi masyarakat,maksudnya apakah waktu itu ada dari 

DPRD atau darimana bahwa kita akan menyusun peraturan daerah, bagaimana 
menurut ama, apakah peraturan daerah ini perlu dibuat atau tidak, apakah ada yang 
datang ke ama seperti itu ama ., 

I : Maaf secara terus terang saja saya belum pemah, baik itu datang ataupun sifatnya 
undangan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, saya belum pemah 
hingga dalam hal ini perlu saya tambahkan sedikit bahwa apapun yang akan 

dibentuk, apapun yang sudah ada baik itu perda sifatnya itu sama sekali belum 
pemah ada mendengar. 

P: Kalau temyata nanti pada saat penjaringan aspirasi ama tidak di mintai pendapat 

apakah pada saat pembahasan ama juga diundang di DPRD? 

I : Saya tidak diundang 

P: Tingkat pembicaraan itu ada dua ama, pembicaraan tingkat pertama yaitu 
menyepakati antara DPRD dan Eksekutifbahwa PERDA ini sepakat untuk dibahas, 
kemudian pembicaraan tingkat kedua ini menyepakati PERDA ini untuk disahkan, 

apakah ama diundang dalam hal tersebut? 

I : Saya tidak diundang, 

Dalam hal ini justru saya berterimakasih dengan adanya tanya jawab ini tadi. 

wawancara ini ada satu sisi yang ingin saya sampaikan, bahwasannya tidak ada 
jeleknya kalau yang namanya tokoh masyarakat ini tadi entah dia bisa entah dia 

mengerti, tetapi kalau dia sudah diberi tahu atau diundang atau mendengar minimal 
paling tidak untuk sosialisasi kelingkungan yang terdekat kan bisa , sedangkan 
saran pendapat saya tadi, bahwasannya apapun bentuk yang namanya PERDA 
ataupun undang-undang dan lain sebagainya itu perlu sekali untuk disosialisasikan 

kepada masyarakat, karena masyarakat kita ini terlepas dari dia mau tahu atau tidak, 
tapi berkat sudah dikasih thu, sudah disosialisasikan sehingga suatu saat kapan­
kapan pun akan ada sosialisasi tadi itu tidak perlu panjang lebar pun masyarakat 

sudah cukup memahami itu maksud saya. 



P: Arna itu kan sampai saat ini perdanya belum dilaksanakan. PERDA itu 

mengamanatkan begini ama bahwasannya perusahaan yang ada di Kabupaten 

Kotawangin Barat yang berhubungan dengan sumber daya alam berarti disini 

perusahaan perkebunan, pertambangan, kemudian kehutanan, nah itu wajib 

menyerahkan keuntungan bersih setelah dikurangi pajak sebesar 3 %, nah ini nanti 

akan dikelola oleh suatu badan, nah badan inilah yang nanti akan mengelola uang 

tadi dan akan menggunakannya untuk kepentingan masyarakat dalam ha! ini 

sebagai kepanjangan tangan dari perusahaan untuk memberikan bantuan-bantuan 

tadi, apakah dengan PERDA ini ama setuju seperti itu atau setuju yang sekarang 

ama, sekarang kan ada perusahaan-perusahaan yang langsung memberi kan 

CSRnya itu kepada masyarakat,artinya tidak dikelola oleh badan sesuai dengan 

PERDA ini ama setuju yang mana? 

I : Sebetulnya segala sesuatunya memang lebih bag11s, lebih baik: apa=apa itu yang 
sudah di koordinir. karena apa kita tidak pemah tahu sejauh mana masyarakat itu 

dan masyarakat yang mana yang telah diberikan yah hitung saja seperti konpensasi 

misalkan dari perusahaan-perusahaan , karena apa, kita menjaga jangan sampai 

nantinya kelak kemudian hari timbul suatu keluhan dari masyarakat yang meminta 

bahkan jauhnya jangan sampai terjadi pula sampai berdemo takarannya, itu kan 

dikarenakan apa, itu tidak adanya suatu kepuasan dari masyarakat sendiri, tapi 

berkat nanti sudah ada yang mengelola suatu badan tadi itu tentu untuk sosial 

kontrolnya lebih tertib, lebih mudah, karena sosial kontrolnya tentu ada ketuanya, 

ada bendahara, sekretaris, dan lain sebagainya, kemana ,daerah mana yang akan 

dibagikan. dusun mana atau kampung mana.nah ini maksud saya. jadi lebih bagus 

yang artinya dikoordinir, dikelola oleh pemerintah itu, daripada perusahaan 

langsung memberikan kepada masyarakatnya, tidak ada kontrol itu karena apa, 

semua lancar dan tidaknya kembali lagi tergantung dari individu yang mendapatkan 

tugas-tugas tadi itu, 

P: Inikan RANPERDA ini belum berjalan ama, kalau menurut pengamatan ama 

kenapa ini belum berjalan, apakah ada masyarakat yang menolak, atau ada 

perusahaan yang menolak atau sosialisasi kita yang kurang ama? 

I : lni menurut pengamatan saya. bahwa PFRDA belum berjalan itu tentu banvak 

aspeknya, pertama kali tinggal bagaimana apakah pemerintah daaerah sendiri itu 
telah atau belum memberikan sosialisasi kepada masyarakat, yang keduanya kita 

sendiri belum tahu apakah masyarakat itu sendiri yang menghendaki untuk dia 

menerima langsung dari perusahaan, atau memang perusahaan sendiri tidak mau 

mungkin kalau terkontrol oleh PEMDA, inikan banyak aitematifnya sehingga 

altematif-altematif tadi semua bila kita kembalikan tentu ada bidang-bidang atau 

ada seksi-seksi, yang membidangi dalam masalah soal pajak nyata atau retribusinya 



kah, atau kontribusinya kah. baik sekian persennya kah atau berapa persennya 
kah,ini tentu ada bahwa mungkin kalo kita yang menentukan mungkin perusahaan 

merasa keberatan, bisa juga, atau mungkin bisa juga masyarakat menyatakan kalau 
PEMDA kita tidak tahu juga siapa yang megang bagaimana kita mengurusnya takut 

kalau nanti segala macam wah ga beres-beres itu bisa juga, sehingga dalam hal ini 
tentu hak atau kewenangan dari pemerintah daerah itu bagaimana kepaia daerah 

Bupati memberikan tugas untuk mengadakan kontrol, sehingga dari situ barn bisa 

ketahuan, oh ini memang perusahaan tidak mau karena perusahaan keberatan 

karena masalah persentasenyakah atau apakanya, oh ini tidak mau karena 
masyarakat itu masih kurang percaya dengan petugas pemda misalkan. ini semua 

tentu menjadi bahan pertimbangan, oleh sebab itu suatu pemeritahan suatu daerah 
itu maka dia akan berjalan dengan baikkalau antara masyarakat, pemerintah dan 

perusahaan memang ada bentuk pengembangan tadi itu, lalu sinergi 
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(Pangeran Muasjidinsyah) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P). 
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P: Inikan ada beberpa tahapan ama untuk berlakunya peraturan daerah. mulai dari 

tahap penyusunan, kemudian prosses pembahasan dan sosialisasi, saya ingin 
mengetahui dari ama, pada saat proses penyusunan peraturan daerah ini untuk 

dimaklumi ama PERDA ini merupakan PERDA inisiatif DPRD jadi usulannya dari 

DPRD. Yang pertama Apakah ama pangeran pernah mendengar atau mengetahui 
tentang CSR ini ? 

I : Terimakasih bapak CSR memang kita dengar Corporate Social Responsibility 
artinya waktu itu muncul CSR diawali dengan adanya SPK di waktu itu, kebetulan 
saya juga dipercayakan oleh perusahaan PT MEDCO AGRO sebagai advisor 

karena banyaknya kasus-kasus waktu itu, ya alhamdulillah doa restunya bapak juga 
pemerintah kabupaten, kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan antara 
masyarakat, pemerintah daerah dengan investor yang ingin menanamkan 

perusahaan. SPK (Sumbangan Pihak Ketiga) entah kenapa~kenapa setelah berjalan 
beberapa tahun SPK hilang, hilang tidak ada suaranya. muncul CSR. CSR ini 

sebetulnya kurang lebih sama adanya SPK, tinggal persoalannya adalah tepat 

sasaran atau tidak? Perusahaan sudah melakukan kewajiban, perusahaan sudah 
mencoba untuk mengikuti ketentuan dari pihak pemerintah, kalau ada kemungkinan 

kendala-kendala yang oleh pemerintah dianggap perusahaan itu sendiri tidak 
melaksanakan kewajiban itu setahu saya, khususnya di PT MtDCO AGRO sudah 
menjalankan, tapi namun nah ini tinggal pendistribusiannya, sasarannya kemudian 

pemanfaatannya ini tepat tidaknya kepada si penerima.ini yang saya tidak tahu, di 

sisi lain keberadaan dari perusahaan - perusahaan besar swasta terutama yang 
bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit mereka juga dengan istilah CSR itu 

membangun sarana dan prasarana yng diperlukan oleh masyarakat di 

lingkungannya. Inipun juga sesuai dengn keinginan pemerintah kabupaten 
sekarang. Kemarin pemerintah daerah agar keberadaan perusahaan benar-benar bisa 

memberikan dampak positif kepada masyarakat di lingkungan aktivitas perusahaan 
itu termasuk misainya, umpamanya meiakukan suatu kegiatan pengobatan masal, 
melibatkan perusahaan walaupun mungkin barangkali. Inti gagasan dari dinas 

teknis pemerintah dinas kesehatan daerah umpamanya, kemudian perusahaan j uga 
membangun_kan s::iram1 olahraga, sarami ihadah, walaupun tidak mutlak itu untuk 
masyarakat tapi _lug.a untuk kegiatan para pegawai-peg.awainya. asisten dan 

administraturnya. 



P: Mungkin yang berikutnya ama dalam penyusunan PERDA ini kan ama. harus 
melalui tahapan pembuatan naskah akademis, sepengetahuan ama apakah ini sudah 

dilaksanakan dan siapa saja yang terlibat ama ? 

I : Kcbctulan untuk proses pcnyrusunan PERDi\ ini ama tidak tahu, memang sebelum 
terbitnya PERDA pemah ada RANPERDA dahulu rencana peraturan daerah. 

pembahasannya juga lewat perangkat pemerintah, Eksekutif misal punya ide 
seandainya tetap ada pembahasan dengan Legislatif atau sebaliknya, Legislatif 

punya ide juga melibatkan Eksekutif. 

P: Arna berikutnya ini setelah RANPERDA ini kan tersusun. inikan dilanjutkan 
dengan proses pembahasan RANPERDA itu sendiri. Proses ini kan melalui dua 
tingkat pembicaraan ama, jadi pembicaraan tingkat satu itu sebenamya adalah 

penyepakatan antara Legislatif dalam hal ini DPRD yang punya inisiatif untuk 
mengajukan RANPERDA ini dengan kesepakatannya dengan pihak Eksekutif 
Apakahpada saat pembicaraan tingkat satu menyepakati bahwa RANPERDA ini 

perlu kita bahas di tahapan berikutnya'? Apakah ama mengetahui tentang hal ini, 
tentang pembahasan ini? 

I : Memang pembahasan itu sendiri ama tidak tahu, tidak diundang. Namun mugkin 

barangkali ya termasuk saran sekaligus input untuk keadaan agar lebih bagus, lebih 
baik dan PERO A ini efek.iif dilaksanakan. Sayangnya lain daripada Legislatif yang 

punya inisiatif kemudian juga kerjasamanya dengan Eksekutif Pemerintah atau 
sebaliknya, dilibatl~anjuga pertvakilan dari pihak perusahaan sehingga mereka tahu 
isi PERO A itu apa. sasarannya kemana. kemudian tujuannya apa. jadi begitu. 

P: Jadi kalau di pembahasan tingkat pertama itu menyepakati bahwa itu harus dibahas 
kan gitu, ama tidak diundang , apakah pada pembicaraan tingkat dua untuk 

ama juga tidak diundang ? 

I : Tidak diundang 

P: Selanjutnya kita lanjutkan ke proses penyebaran peraturan daerah, hal ini kan 

setelah ditetapkan RAPERDA itu menjadi PERDA. Apakah sudah dilakukan 
sosialisasi PERDA ini baik oleh DPRD atau oleh pemerintah daerah, dalam hal ini 
bagian hukum, ama pemah ikut tidak dalam sosialisasi ini pemah diundang tidak 

ama? 

I : Saya tidak pemah diundang dan tidak pemah tahu walaupun kemungkinan sudah 
diundang kan atau sudah disosialisasikan tapi kami tidak tahu. 

P: Apakah ama ini memahami mengenai isi PERO A tadi ama ? 



I · Tidak memahami sama sekali apa1agi kalau sampai mengajukan pertanyaan dan 

saran karena isinya saja belum memahami sehingga tidak tahu apa maknanya. 

P· Kemudian ama, yang berikutnya ini saya ingin mengetahui fak1:or-faktor yang 

ama apakah perusahaan ini. selama ini menurut pengamatan ama ya, te1ah 

melaksanakan CSR ini amak? 

I · Memang untuk CSR da1am arti kata, ama mengetahui , ya sudah , arti yang ama 

untuk masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Cuman apakah perusahaan sudah 

melakukan PERDA no. 1 tahun 2012 ini yang ama belum memahami karena 

mernang itu ada institusi atau badan khusus yang menerima daripada kesepakatan 

di PERDA tersebut. 

P: Arna secara pribadi seorang tokoh yang kami banggakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat di kabupaten Kotawaringin Barat , apakah setuju dengan PERDA ini 

arna? 

narnanya CSR itu sendiri apalagi PERDAnya ini kan bukan hanya berrnanfaaat atau 

diberikan kepada masyarakat yang berada disekitar lingkungan perusahaan aktifitas 

pabrik maupun kebun, tetapi juga rnasyarakat seluruh kabupaten kotawaringin 

barat, tentunya ada wadah yang memang bisa dipertanggungjawabkan untuk 

rnendistribussikan kernbali hasil daripada CSR melalui PERDA no. 1 tahun 

20 i2yang kalau tidak saiah itu ada persentasenya. 

P: Kemudian kalau menurut arna dalam penyusunan RANPERDA 1m apakah 

mengalami hambatan tidak ? baik itu DPRD maupun Eksekutif? 

I : Kalau masa1ah penyusunan saya kira tidak ada hambatan. karena pertama apakah 

itu keinginan anggota dewan Legislatif? Apakah itu keinginan daripada Eksekutif 

Pemerintah ? Tujuannya kan bagus, kernudian di lembaga Legislatif iini sudah ada 

badan-badan yang meang mernbidangi untuk mempersiapkan terbitnya sebuah 

peraturan daerah, Cuma yang mungkin perlu sekali lagi kami ingatkan tolong diikut 

sertakan dari pihak perusahaan, sehingga kesepakatan apa yang sudah dibahas di 
dalam rapat tadi kalau rnemang sudah disetujui oleh para pihak apakah itu 

perusahaan, Pemerintah Kabupaten,dan dari Legislatif, wakil rakyat maka tidak 

alasan PER.DA tidak dijalankan, sehingga munculnya PER.DA tidak mandul. 
Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi petugas-petugas yang untuk 

melaksanakan PERDA itu sendiri, PERDAnya ada kalau petugasnya tidak ada, 

siapa yang mau menangani, siapa yang mau komitmen. 



P: Kalau rnenurut arna ini rnasyarakat bukan rnerupakan kendalanya arna ya? 

I : Bukan kendala, bukan harnbatan, bahkan itu nanti rnelalui badan pengelola akan 

bisa lebih rnensejahterakan rnasyarakat dalarn arti kata terutarna rnasyarakat yang 

memerlukan. 

P: Kalau pihak perusahaan arna kira-kira bagairnana dengan adanya PERDA ini. 

Apakah mereka rnerasa ini merupakan kesulitan karena selarna ini kan rnereka 

langsung rnelaksanakan ini ke rnasyarakat. Menurut arna ada tidak kesulitan, karena 

rnereka kan harus menyetor ke badan pengelola tadi ? 

1 : Menurut saya kalau rnemang perusahaan itu rnerasa keberatan. perusahaan tentunya 

membikin surat keberatan dan seterusnya atau mungkin ada melalui pendekatan 

pernbicaran dengan bupati dalarn hal ini ada kornunikasi dua arah, sehingga jangan 

sarnpai rnernunculkan, rnenirnbulkan mis-mis bahkan yang lebih ekstrim lagi 

PERDA tidak jalan ini, jadi perusahaan tentunya lebih profesional kalau rnernang 

pihak keberatan segera, tapi kalau rnernang tidak, segera juga untuk meiakukan 

kewaj ibannya. 

P: Harnbatan lain kira-kira arna dari mana datangnya, kenapa PERDA ini rnandul? 

I : PERDA ini kesannya rnungkin barang kali kesannya rnandul kalau rnenurut amak 

itu tadi, apakah mernang perusahaan merasa keberatan tetapi narnun surat keberatan 

tidak ada, kernudian apakah perusahaan tidak keberatan tapi namun petugas 

daripada pernerintah kabupaten itu sendiri yang mungkin perlu diefektifkan 

kinerjanya, apakah rnemang kesepakatannya bahwa perusahaan akan langsung 

rnenyetor kepada badan peneloia daripada kesepakatan tentang isi PERDA no. 1 thn 

2012. Contoh rnisalnya iini sudah kesepakatan bahkan seluruh warga negara 

Indonesia, ini suatu contoh rnisalnya, bahwa warga negara Indonesia rnasyarakat 

dimanapun berada mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak bumi dan 

bangunan. Dia menyetor atau pihak kelurahan yang mendatngi melalui RT atau 

Pernerintah Kabupaten rnelakukan suatu kegiatan melalui dinas teknisnya, seperti 

misalnya pekan panutan dan sebagainya, ini salah satu contoh untuk lebih 

rnengefektifkan lebih terarah sehingga harapan sasam daripada perolehan CSR tadi 

bisa rnernenuhi target. 



Wawancara Dengan Inform an Ke 1 O. Manajer Kemitraan PT. Sungai Ran git 
(Bp. Ahmad Baironi) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P). 

P: Untuk dimaklumi kan kita ini sudah mempunyai peraturan daerah no. I tahun 2012 

tentang pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. PERDA ini untuk diketahui 
sampai saat ini kan belum bisa kita laksanakan, nah disitulah nanti akan kami 
cermati kenapa peraturan daerah ini bisa belum dilaksanakan. Dalam penyusunan 
peraturan daerah ini kan melalui beberapa tahapan, yang pertama ini adalah tahapan 
penyusunan peraturan daerah dalam hal ini persiapan, kemudian tahap pembahasan 
yang ketiga adalah tahap sosialisasi. Di tahap pertama ini dalam penyusunan 
RANPERDA tentang CSR ini apakah bapak sudah mengetahui tentang CSR ini 
sebelum adanya PER_OA ini? 

I : Belum pak. 

P: Sebelum PERDA kan sudah mendengar CSR ini, terus mendengamya darimana? 

I : Mendengar dari ini saja, pembicaraan bahwa sudah ada pemah pertemuan 
menyampaikan ada itu, Cuma kita tidak tahu lebih jauh apa isinya rancangan 
PERDA tadi. 

P: Kemudian sepengetahuan bapak, seingat bapak apakah bapak pemah dimintai 
keterangan atau dimintai penjelasan atau dimintai pendapat bahwa DPRD ini akan 
membuat PERDA tentang CSR, diminta tidak pendapat dari perusahaan sebagai 
aspirasi dari pemilik perusahaan? 

I: Sampai hari ini belum pemah pak. 

P: Demikian juga mungkin pada saat tahap pembahasan naskah akademis juga tidak 
tahu ya pak? 

I : Sama dengan saat ini tidak tahu pak. 

P: Inikan dalam tahap pembahasan rancangan Ranperda ada dua tingkat pembicaraan, 
jaJi pcmbi~araan tingh.ai pci tama ini a<lalah trn;;uyduj ui alau pcr~duj uanantara 
Legislatif I DPRD dan Eksekutif kalau PERDA ini layak untuk dibahas pada tahap 
berikutnya, dan apakah bapak dari perusahaan mengetahui tantang pembahasan 
PERDA ini? 

I : Tidak mengetahui pak. dan tidak mendapat undangan. 



P: Kemudian di tahap pembicaraan dua. inikan penyepakatan bahwa PERDA itu akan 
disahkan penyepakatan antara Eksekutif dan Legislatif kan begitu, nah pada tahap 

ini juga bapak tidak diundang? 

I : Sampai dengan hari ini sa)'U tidak tahu pal'", tidal( diundang, tidal( datang. 

P: Kemudian ini untuk yang proses penyebarluasan peraturan daerah. ini sudah jadi 

PERDA, apakah perusahaan bapak pemah didatangi atau diundang sosialisasi 

peraturan daerah ini baik oleh DPRD maupun oleh sekretariat daerah? 

I . 

P: Kemudian bapak ini sudah mengetahui atau tidak mengenai isi PERDA? 

I : Belum tahu pak. 

P· Apakah selama ini perusahaan bapak telah melaksanakan CSR ini? 

l · Jadi untuk CSR itu merupakan tanggung jawab kita sebagai perusahaandi sekitar 
kebun kita, banyak yang kita lakukan sebagai langkah bahwa perusahaan hadir di 

tengah-tengah masyarakat, ikut meningkatkan taraf hidup di sekitar kebun. Banyak 

program dari tahun ke tahun, tapi khusus tahun 2016 ini menejemen telah 
menetapkan fokusnya adalah di dunia pendidikan, khusus tahun 2016 ini, tapi tidak 
menutup kemungkinan untuk program yang iain tetap kami seieksi. T epatnya yang 

kami sampaikan apa yang kami programkan mengenai sasaran dan itu yang benar­
benar dibutuhkan masyarakat, jadi begitu pak. 

P: Pak roni kan begini dalam peraturan daerah mengamanatkan begini, perusahaan 

menyerahkan 3% keuntungannya setelah dikurangi pajak, berarti kan keuntungan 
bersih, apakahbapak setuju atau tidak dengan peraturan daerah seperti itu? 

I : Kalau dari sisi perusahaan yang jelas kami keberatan dari sisi seperti itu, karena 
kalau konsepnya 3% diserhakan ke PEMDA nanti PEMDA yang akan 
mealokasikan CSR itu jadi kami perusahaan dianggap masyarakat itu bukan CSR 

dari kami, Cuma itu dari PEMDA. Jadi tetap kami berjalan sesuai dengan yang 

kami lakukan saat ini, kami komunikasi dengan stakeholder yang paling bawah apa 
yang dibutuhkannya, itulah yang kita laksanakan jadi seperti itu. 

P· lnikan PERDA ini tidak jalan. menurut pak roni kira-kira habatannya ada dimana? 
Apakah di masyarakat gitu ya, atau di perusahaan, atau di pemerintahan yang 
seperti tadi kurang melibatkan pada saat pembahasan dan belum disosialisasikan, 

dimana kira-kira hambatannya? 



I : Kalau saya lihat kenapa PERDA ini tidak berjalan. yang jelas pada saat itu 
mungkin, penyusunannya kurang melbatkan dan kita pun produknya jadi sampai 

dengan sekarangun tidak jelas, jadi seperti itu, artinya kendalanya mungkin pada 
saat perancangan pertama kita tidak benar-benar dilibatkan, kalau memang benar­
benar dilibatkan, mungkin ada istilahnya kita memberikan masukan, saran, atau 
apa, artinya ada sinergi antara PERDA yang ada dengan istilahnya program 
perusahaan terkait masalah CSR. 

P: Kemudian menurut pengamatan pak roni ada tidak hambatan lain seperti yang saya 
sudah kata-kata selain dari masyarakat dari perusahaan atau dari pemerintah, 
mungkin dari unsur lain ada tidak? 

I : Kalau saya lihat sih pak hambatan-hambatan memang yang jelas sosialisasi, juga 
hitungannya walaupun ini disosialisasikan, disampaikan ke perusahaan ya, 
perusahaan juga toh selama inipun juga kita sudah melaksanakan CSR tanpa 
PERDA yang ada ini, ini memang sudah jadi tanggung jawab kami pak untuk 
memenuhi masyarakat. 



Wawancara Dengan Informan Ke 11. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin 
Barat (Bp. Triyanto, SH, MH) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P). 
Jawaban Dari lnforman Selanjutnya Di singkat (I). 

P: Yang pertama kami ingin mendapatkan penjelasan dari bapak, Apakah sebelum 
mengajukan draft PERDA ini dilakukan penjaringan aspirasi masyarakat pak? 

l : Betul jadi diawali dari keberadaan perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten 
Kotawaeingin Barat yang cukup banyak, kemudian yang salah satu kewajiban 
anggota DPRD rnelakukan reses ke rnasing-masing daerah pernilihan, tantunya kita 
selalu mendapat masukan dari masyarakat sekitar perusahaan berada, bahwa peran 
serta perusahaan dirasa masih cukup kurang, atas dasar inilah maka DPRD 
menginisiasi adanya suatu peraturan daerah berkaitan dengan CSR. 

P: Siapa sebenarnya yang punya inisiatif pengajuan PERDA ini? Apakah 
perseorangan, komisi, gabungan komisi atau fraksi? 

l : Kebetulan CSR ini cukup kornpak hampir seluruh anggota DPRP menyatukan. atau 
menyatakan pendapat bahwa diperlukan peraturan daerah tentang CSR, jadi bukan 
lagi komisi tapi pada harnpir seluruh anggota DPRD. 

P: Dalam pen)rusunan PERDi\ ini kan tentunya harus melalui pembuatan naskah 
akademis ya. apakah ini dilakukan? dan kalau dilakukan dengan perguruan tinggi 
manayang terlibat dalam pembuatan naskah akademis ini pak ketua? 

I : Ya, untuk naskah akademis memang kita tidak merujuk suatu perguruan atau salah 
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sudah mempunyai peraturan daerah. rnemang dalam penyusunan CSR itu naskah 

akademis belum jadi wajib pada sat itu. 

P: Apakah naskah RANPERDA tentang pengelolaan tanggung jawab sosial 

I: Ya sudah. 

P: Dan dari pimpinan DPRD telah diserahkan ke BALEGDA? 

I · Ya, sesuai dengan mekanisme 



P: Kemudian pak ketua. pengkajian oleh BALEGDA ini bagaimana prosesnya? 
apakah sesuai dengan ketentuan kajian ini, misalnya meliputi ham1onisasi, 

pembulatan segala macam, atau langsung jadi pak? 
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rapat di BALEGDA ini kan ada rapat PROLEGDA. nah PROLEGDA disepakati 

oleh DPRD dan pemerintah bahwa CSR ini menjadi bagian dalam pembahasan 
yang ditujukan pada masalab tertentu, kemudian setelab itu BALEGDA sebagai 
badan legislasi DPRD melakukan fungsinya membahas kemudian memproses 

mengbarmonisasi sampai pada tabapan-tabapan yang diatur oleb undang-undang 

P: Kemudian pak ketua, apakah basil pengkajian BALEGDA telab disampaikan ke 
pimpina DPRD pada saat itu? 

I . Iya. 

P: Dan apakah pimpinan DPRD telab menyampaikan basil pengkajian BALEGDA ke 
dalam rapat paripuma? 

I : Iya. 

P: Berikutnya pak ketua, apakab pimpinan DPRD telab menyampaikan RANPERDA 
kepada semua anggota DPRD paling lambat tujuh bari sebelum pelaksanaan rapat 

paripuma? 

I : lya. 

P: Kemudian pak ketua. yang berikutnya bagaimana proses pelaksanaan rapat 
paripuma, karena sesuai dengan pasal 31 PERMENDAGRI no 53 tahun 2011, 

dalam rapat paripuma pengusul memberikan penjelasan kan begitu, kemudian 

fraksi-fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan kemudian 
pengusul memberikan jawaban. Apakah ini telab dilaksanakan? 

I: lya sudah. 

P: Kemudian di berikutnya bagaimana keputusan rapat pan puma tentang usulan 
RA1 ... 'PERDA pengdolaan tanggung jawab sosial ini, apakah putusan persetujuan 
ini bulat atau ada penyempurnaan pak ketua pada saat itu? 

I : Bulat, semua fraksi menyetujui. 

P: Kemudian yang berikutnya di tahap penyusunan ini pak ketua, apakah 
RANPERDA yang disiapkan DPRD ini telab disampaikan dengan surat pimpinan 

DPRD kepada kepala daerah? 



I: Iva. 

I : Kernudian kita lanjutkan ke tahap pernbahasan berikutnya, pak ketua di tahap 

pernbahasan rancangan PERDA ini kan rnelalui dua tahap pembicaraan ya, 

sosial ini? karena sesuai ketentuan kan begini pak. ada penjelasan dari pirnpinan 

kornisi, gabungan kornisi, pirnpinan BALEGDA atau pirnpinan PANSUS dalarn 
rapat paripurna, kernudian pendapat kepala daerah terhadap rancangan dan 
peraturan daerah. Apakah peraturan daerah ini setuju untuk dilakukan pernbahasan 

di tahap berikutnya? 

I : Iya setuju, bulat semua rnelalui rnekanisrne yang ada. 

P: Kernudian pada saat itu apakah kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk hadir 

mewakili Jalam pebicaiaan tingkat satu ini pak? 

l: Hadir 

P: Kernudian dalam pernbahasan tingkat satu ini, siapa saja pak yang diundang? 

I : Seluruh anggota DPRD kernudian yang dari Eksekutif yang berkaitan dengan 
RANPERDA tentang pengelolaan CSR, di dalarn pernerintahan kan ada bagian­
bagian tertentu, Apakah itu asisten satu, asisten dua dan asisten tiga yang berkaitan 

dengan pernbahasan PERDA. 

P: Dari rnasyarakat atau dunia usaha. pak ketua waktu itu sudah dilibatkan atau 
belurn? 

I : Ada uji publik yang rnengundang, baik itu dari pihak perusahaan, rnasyarakat, 

akadernisi dan beberapa kornponen masyarakat yang ada. 

P: Kemudian di pernbicaraan tingkat dua pak, inikan apakah ini telah dilaksanakan? 
karena pernbicaraan tingkat dua ini kan rnenyepakati RANPERDA ini untuk 

disahkan? 

I : Sudah dilaksanakan pak. 

P: Kernudian pada saat pernbicaraan tingkat dua. apakah kepala daerah dirnintai 
pendapat akhir? 

I : Tanggapan terhadap RANPERDA itu ya dimintai. 

P: Kemudian keputusan akhir ini apakah setuju untuk disepakati untuk disahkan? 

I : Iya setuju. 



P: Kemudian pak ketua dalam proses penetapan RANPERDA ini kan. karena setelah 
RANPERDA disetujui bersama DPRD dan kepala daerah, berapa lama 
RANPERDA ini disampaikan pimpinan DPRD ke kepala daerah? 

P: Kemudian yang kedua pak ketua. Apakah RANPFRDA ini perlu dievaluasi oleh 
pemerintah provinsi pada saat ini'7 

I : Bahkan bukan perlu, memang harus dibahas. 

P: Kemudian kapan dikirim ke provinsi? apakah setelah satu minggu, dua minggu? 

I : Satu minggu setelah di kepala daerah, satu minggu harus di evaluasi. 

P: Berapa lama waktu yang diperlukan evaluasi oleh provinsi pak? 

l : Paling cepat kan dua mingguan pak. 

P: Kemudian apakah DPRD mendapatkan tembusan hasil evaluasi provms1 pak 
terhadap RANPERDA ini? 

I: Dapat inikan ditujukannya ke Bapak Bupati. 

P: Apakah sudah dilakukan sosialisasi setelah PERDA ini disahkan pak? 

I : Iya, ini yang masalah buat kita karena setelah PERDA ini disahkan tentunya ini 
harus diikuti dengan pelaksanaan teknis atau dalam bentuk PERBUB yang sampai 
hari ini wiiayahnya berada di wilayah Eksekutif. 

P: Sebenamya, apa pak ketua yang mendorong perlunya ditetapkan RANPERDA ini 
menjadi PERDA? 

I : Kita ingin payung hukum yang jelas untuk mengatur peran serta swasta dalam 
membangun daerah. 

P: Kemudian siapa saja yang mendukung adanya pengesahan RANPERDA ini pak? 
apak_ah han),ra Ek:sek.utif dan Lcgislatif, atau ada pihak lain pak yang mcndukung 
ini? 

I : Iya PERDA ini tidak bisa disepakati hanya salah satu pihak, tentunya ini adalah 
DPRD dan Bupati dalam hal ini adalah pemerintah daerah, kemudian juga melalui 

pihak-pihak swasta dan pihak terkait. 



P: Kemudian pak ketua ini pemah tidak mendengar apakah ada penolakan dari unsur 

masyarakat atau swasta terhadap peraturan daerah ini, yang bapak ketahui selama 

ini? 

I : Sampai hari ini secara tcrtulis k~ita tidak pemah mendapatkan 
keberatan dari pihak manapun. 

P: Sebenamya menurut pendapat bapak, pak ketua ini kenapa PERDA ini belum 

dilaksanakan pak? 

I : Iya, ini seharusnya yang harus dijawab oleh Eksekutif kenapa PERDA ini tidak bisa 

dilaksanakan, karena memang petunjuk teknis pelaksanaan PERDA dalam bentuk 

PERBUB ini belum ada. lni menjadi tanda tanya besar bagi DPRD mengapa kalau 

memang itu ada penolakan dari pihak-pihak perusahaan swasta, PERDA ini kan 

bisa direvisi atau Jibicarnkan kewbali sehingga tidak mt:ugharnbat. Inikan tidak 
jelas apa maunya pemerintah daerah. 

P: Dalam penyusunan PERDA no. I kami ingin mengetahui apakah di dalam 

mekanisme penyusunan PERDA ini dilakukan koordinasi pak, dalam bentuk apa 
"'" J,') p<.U,., 

l : Rapat-rapat kita lakukan kernudian koordinasi-koordinasi pun kita lakukan. 

kernudian kunjungan kerja pun dari pihak pemerintah pun juga kita ikutkan dan 

kernudian dan kemudian RAPERDA ini selesai kita juga melakukan konsultasi ke 

provmsi. 

P: Kemudian yang berikutnya pak ketua. ini mengapa perlu dilakukan koordinasi 
dalam hal penyusunan PER DA no. 1 tahun 2012 ini? 

I : Iya kita menginginkan bahwa PERDA ini tidak akan bertentangan dengan undang-

beberapa komponen masyarakat. agar ini tidak pada pelaksanaanya nanti tidak 

terhambat, kemudianjuga bahwa PFRDA ini adalah untuk masyarakat. 

P: Pak ketua, ini bapak apakah merasa sudah cukup koordinasi selama ini terutama 
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I : Dari sisi DPRD kami merasakan sangat cukup. 

P: Kemudian menurut bapak kemarin pada penyusunan, kemudian pembahasan ini 

pihak manakah yang lebih pro aktif dalam melakukan koordinasi? 

I : DPRD karena ini PERDA inisiatif. 



P: Kemudian pak ketua, untuk kelanjutannya ini kan kita selama ini kan belum ada 
SOP untuk alur koordinasi, apakah ini diperlukan ada SOP untuk kedepannya? 

I : Untuk lebih baiknya adalah memang diperlukan SOP jadi lebih terarah. 



Wawancara Dengan Tnforman Ke 12. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten 
Kotawringin Barat (Bp. M. Rusdi Gozali, SP) 

Pertanyaan Dari Peneliti Selanjutnya Di Singkat (P). 
Ja\vaban Dari Informan Selanjutny'a Di singk:at (I). 

P: Apakah sebelum mengajukan draft RANPERDA ini dilakukan penjaringan aspirasi 
masyarakat pak ? 

I : Baik untuk prosses penjaringan memang sebetulnya kita tidak lakukan hanya saja 

bahwa berbagai program terkait dengan CSR ini yang sebetulnya perusahaan ini 
berada di daerah kita tapi,kecenderungan bahwa program CSR yang dilakukan ini 
lebih diarahkan kepada daerah-daerah yang menjadi lokasi pusat perusahaan nah 
kenapa akhirnya kita melihat bahwa ini butuh kita lakukan, nah kemudian kenapa 
itu tidak perlu kajian karena kita melihat dasar peraturan perundang-undangannya 
itu memang memungkinkan kita untuk melakukan penyusunan PERDA ini, yang 
pertama saya melihat bahwa di undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan 
terbatas juga itu mewajibkan untuk dilaksanakannya yang namanya tanggung jawab 

sosia! dan hngkungan kemudian juga tentang undang-undang no. 25 tentang 
penanaman modal juga diarahkan bahwa perusahaan itu wajib melaksanakan yang 
namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan, lebih-lebih di daerah kita ini kan 
didominasi oleh perusahaan perkebunan yang memang diwajibkan itu adalah yang 
bersumber kepada Sumber Daya Alam. Nah kenapa akhirnya kita mencoba 
mengangkat PERDA ini karena dasar hukum diatasnya itu sudah ada jadi kira-kira 
begitu pak. 

P: Kemudian yang berikutnya pak ini siapa yang mempunyai inisiatif mengajukan 
PERDA ini, apakah perseorangan, komisi, gabungan komisi atau fraksi atau siapa 
pak? 

I : Jadi ini kita wacanakan di dalam rapat badan lcgislasi, berdasarkan beberapa 
tindakan yang kita sampaikan jadi kita melihat bahwa perusahaan yang ada di 
daerah kita selama ini kelihatannya kurang memberikan perhatian kepedulian 
kapada masyarakat sekitar kita sekitar perusahaan , jadi sebetulnya harapan kita 
adalah bahwa perusahaan ini sebagai bagian dari desa harusnya bisa 
memberdayakan masyarakat, jadi harapan kita program-program yang ada menjadi 
kebutuhan di desa itujuga harus dibantu oleh perusahaan dalam bentuk CSR 

P: Kemudian pak dalam penyusunan PERDA ini apakah melalui tahapan pembuatan 
naskah akademis? 



l : Jadi dulu kita itu memang rencananya akan membuat naskah akademis. hanya saja 
di dalam perkembangan di masa sidang kita berikutnya, bahwa pada saat itu naskah 

akademik itu sebetulnya tidak mutlak kalau memang sepanjang itu menjadi 
kebutuhan dan memang sudah sangat prioritas untuk di buat PERDAnya sehingga 
kami beranggapan bahwa dngan kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi mungkin 

ini sudah bisa menjawab bahwa berdasarkan teiaah-telaah kita itu, itu juga bisa 
membantu di dalam kita untuk mencoba kaj ian kita itu, memang kami akui ini kan 
sudah masuk ke dalam prolegda kita hanya saja kita terkendala masalah anggaran 

karena itu sudah kita inikan, sehingga kami akhimya mencoba berangkat kepada 

kawan-kawan yang ada di kota serang untuk melihat bagaimana kajian-kajian yang 
mereka buat sehingga PERDA ini bisa dimunculkan sebagai bagian dari PERDA 

daerah. 

sosial ini yang telah disampaikan ke pimpinan DPRD dan dari pimpinan DPRD 

diserahkan ke BALEGDA seperti itu atau bagaimana prosesnya untuk ini? 

I: Jadi memang seingat saya naskah ini digodok oleh BALEGDA, kemudian waktu 

berdasarkan beberapa referensi dari daerah Iain kemudian setelah ini kita siapkan 
tidak kita sampaikan kepada pimpinan, karena ini menjadi ranah daripada BALEG 

dan memang pimpinan sudah menyetujui untuk digarap pembuatan PERDA tentang 

CSR ini, sehingga beliaupun sudah menyetujui waktu itu bahwa ini menjadi bagian 
dari prolegda. 

P: Kemudian pak apakah pimpinan DPRD telah menyampaikan RANPERDA ini 
kepada semua anggota DPRD paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan rapat 

paripurna? 

I : Jadi itu juga yang telah dilakukan 

P: Kemudian ada saat proses pelaksanaan rapat paripurna itu dilaksanakan apakah 

pengusul ini memberikan penjelasan? 

I : Jadi begini setelah kita melakukan yang namanya membuat draft kemudian 1m 
disampaikan kepada semua fraksi untuk dimintai pandangan sesuai yang ada di 
dalam persidangan sampai kepada proses penetapan. Nah sebelum PERDA ini kita 
tetapkan kita juga melakukan beberapa uji publik pak, jadi kita melakukan beberapa 
uji publik. kepada beberapa stakeholder yang ada, perusahaan-perusahaan juga 
kepada pemerintah daerah. kemudian juga pakar di bi dang CSR ini. kemudian kita 

lakukan uji publik kelihatannya dalam proses uji publik itu semua perusahaan 
menyetujui terhadap adanya PERDA CSR ini. 



P: Apakah RANPERDA yang disiapkan DPRD ini telah disampaikan dengan surat 

pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan, pakai surat 

tidak waktu itu? 

harapan kita itu mekanismenya begitu dibahas di kita kemudian menjadi 

PROLFGDA ini juga menjadi tugas kita bersama untuk menghadap kepada 

BUP A TI, agar kedepannya itu terkait dengan PERBUBnya ini bisa nanti 

diteruskan oleh beliau, nah waktu itu memang terjadi hal-hal yang pada saat 

PILKADA yang ini akhimya tidak sinkron ni kan hubungan kita ni nah demikian. 

P: Kemudian di tahap pembicaraaan tingkat satu, apakah kepala daerah yang ditunjuk 

pada saat itu hadir pak? 

I . Tidak hadi1 pak dan diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk. 

P: Kemudian pak pada saat itu siapa saja yang diundang. apakah hanya eksekutif dan 

legislatif, atau stakholder juga diundang? 

I : Pada saat itu hanya eksekutif dan legislatif,karena kan kita sudah melalui tahapan 

kepada pembahasan tingkat satu. 

P: Kemudian pada saat pembicaraan tingkat dua, ini sudah dilaksanakan? Apakah 

pada saat penyepakatan itu kepala daerah dimintai pendapat akhir? 

I: Sudah dilaksanakan. Iya dan keputusannya adalah sepakat untuk disahkan. 

P: Berapa lama RANPERDA ini disampaikan pimpinan DPRD kepada kepaladaerah? 

I : Ini kan sebetulnya begitu kita sudah sahkan hal-hal terkait dengan tindak lanjut 

menjadi kewenangan kepala daerah sebetulnya jadi kita sudah tentunya tidak 

mengetahui proses lanjut. 

P: Kapan dilaksanakan evaluasi oleh pemerintah provms1 m1, apakan mungkin 

seminggu atau dua minggu setelah PERDA ini disahkan? 

I : Kita sudah tidak mengetahui 

P: Kemudian seingat bapak apakah DPRD im menerima tembusan hasil evaluasi 

provinsi ini pak ? 

I: Tidak 



P· Apakah sudah dilakukan sosia1isasi sete1ah PERDA ini disahkan khususnya o1eh 
yang terhonnat anggota dewan? 

I : Kita belum melaksanakan ini karena juga kita sebetulnya setelah itu disahkan ini 

apa, yang harus kita lakukan ini dan kita inginnya bahwa setelah PERDA ini 

disahkan ada evaluasi kemudian paling tidak BUPA TI menjawab apa yang 
keinginan kita ini, kan inikan inisiatif pak berbeda dengan kalo PERDA itu susunan 
daripada ini. 

P: Apa yang mendorong perlunya PERO A pengelolaan tanggung jawab sosial saat ini 
pak sebenamya, yang mendasamya? 

I : Sebetulnya ini adalah dari pemikiran kita yang pertama bahwa kita melihat tadi 
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dalam hal ini sebagai bagian dari investor di daerah itu tidak pernah memberikan 
kepedulian kepada masyarakat disekitar, kemudian juga masyarakat ini tidak 

diberdayakan dalam hal-hal terkait tenaga kerja dan sebagainya, nah kemudian 
harapan kita dorongannya agar perusahaan ini juga terlibat dalam pembangunan 
dari luar dan infrastruktur yang ada di desa, harapan kita nanti, sebetulnya harapan 

yang pertama itu agar perusahaan bersinergi dengan desa, agar tanggung jawab 
sosial ini sesuai dengan ketentuan undang-undang itu bisa dilaksanakan di desa, 

jadi jangan sampai nanti perusahaan mempunyai program tapi temyata program itu 

tidak bisa dilaksanakan di desa, karena itu yang mendorong kita bahwa perusahaan 
yang sudah memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah kita, inginnya kita ada 

bahwa ada pemberdayaan pembangunan ekonomi di sekitar masyarakat atau 

perusahaan. 

Eksekutif. apakah ada pihak lain pak dalam hal ini misalnva stakeholder 

masyarakat atau pihak perusahaan ? 

I : Iya jadi RANPERDA ini didukung oleh pihak swasta juga yang dalam hal ini, 

karena PERDA ini juga yang pertama itu tidak ada peraturan bupatinya jadi ini 
agak sulit, kemudian yang kedua saya melihat kenda1a PERDA ini, sehetulnya 

PERDA ini bagus pak untuk kita terapkan hanya nanti bagaimana kita membangun 
komunikasi dengan perusahaan, nah titik lemahnya di perusahaan adalah karena 
perusahaan dalam hal menyusun tidak ada bagian yang yang khusus menangani 

CSR, berbeda kaiau kita duiu di pada saat di perkebunan di perkayuan ada yang 
namanya program bina desa hutan, jadi itu jelas bagiannya jelas programnya, nak 
kita ingin menciptakan itu pak, ada rencana lima tahunannya ada rencana 



tahuanannya nanti mungkin dibahas diperusahaan berapa anggarannya itu 
harapannya dan masyarakat mendukung itu 

P: Apakah dalam mekanisme penyusunan PERDA 1m dilakukan koordinasi atau 
hany'a mumi dari DPRD ? 

l : lni murni pak dari DPRD 

P: Kalau ternyata ini menurut bapak kan, ini murni dari DPRD ada tidak pihak-pihak 
yang mendukung pada saat proses penyusunan RANPERDA ini, walaupun ini dari 

I : Dinas perkebunan waktu itu mensuport kita, karena ini yang membidari bidang itu 
mensuport kita dan ini kita berkoordinasi dengan mereka pada saat pelaksanaannya. 

P: Untuk kedepan apakah diperlukan SOP dalam alur koordinasi, selama ini kan kita 
belum memilik:i SOP untuk koordinasi ini ? 

I : lya jadi sebetulnya begini kalau alur koordinasi jelas diperlukan SOPnya hanya saja 
inikan perlu melihat secara utuh RANPERDA ini, karena RANPERDA ini 
sebetulnya didalam kaitan bukan artinya pemda ini menarik dari stakeholder terkait 
dana, ya ini akan dikelola oleh badan pengelola dan ditunjuk oleh pemerintah 
daerah, pemerintah disitu hanya sebagai pembina dan pengawas saja, namun di 
dalam besarannya itu kan cukup besar pak karena waktu itu berkaca dari kota 
serang, dimana kota serang waktu itu bahwa CSR itu sebesar I 0 % dari nilai 
keuntungan, untuk menetapkan perhitungan besar nya nanti koordinasi dengan 
pajak pratama, berapa sebenamya setoran pajak mereka pertahun. Dan mungkin 
salah satu informasi dikota serang. empat tahun baru muncul perwalinya. Kita tidak 
tau apakah perwalinya itu baru munculkarna terlalu besarnya penetpan CSR atau 
apa. Paling tida harapan kita Perda ini sudah masuk di meja pemerintah daerah I 
Bupati, paling tidak seluruh stakeholder dipanggil agar perda kita jangan menjadi 
sesuatu yang akhirnya tidak sesuai dengan tujuan dan apa yang di harapkan. Kalau 
kita harus meiakukan perubahan, kita iakukan perubahan, tapi kaiau sepanjang ini 
tidak dibuat perbubnya ini menjadi macan ompong. 



Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara 

Gambar 1 
Wawancara Dengan Informan Ke 1 Kasubag Peraturan Perundang - Undangan, Bagian 

Hukum, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Bp. Bambang Wahyusuf, SH) 

Gambar2 
Wawancara Dengan Informan Ke 1 Kasubag Peraturan Perundang - Undangan, Bagian 

Hukum, Setda Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Bp. Bambang Wahyusuf, SH) 



Gambar3 
Wawancara Dengan Informan IjCe 2, Ketua Badan Legislasi DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. Mulyadin, SH) 

Gambar4 
Wawancara Dengan Informan Ke 2, Ketua Badan Legislasi DPRD 

Kabupaten Kotawaringin Barat (Bp. Mulyadin, SH) 



bar 5 
Wawancara Dengan Informan ke 3, Kepala Departemen CSR 

PT. Citra Borneo lndah (CBI) (Bp. Kharis Nuryanto) 

-

a-Lbar6 
Wawancara Dengan Inform1n ke 3, Kepala Departemen CSR 

PT. Citra Borneo Indah (CBI) (Bp. Kharis Nuryanto) 



Ga~bar7 
Wawancara Dengan Informan Ke 4, Legal Staff PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 

(Bp. Ra 1 li Tamba) 

Ga bar 8 
Wawancara Dengan Informan Ke 4, Lega Staff PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 

(Bp. Ra nli Tamba) 



Gambar9 
Wawancara Dengan Informan Ke 5 CSR PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona/Astra Agro 

Lestari Group (Bp. Matheus dan Thu Anggi) 

Gambar 10 
Wawancara Dengan Informan Ke 5 CSR PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona/Astra Agro 

Lestari Group (Bp. Matheus dan Thu Anggi) 



Gambar 11 
Wawancara Dengan Infonnan Ke 6 StafCSR PT. Bumitama Gunajaya Abadi Wilayah 

5 B (Bp. M. Jauhari) 

Gambar 12 
Wawancara Dengan Informan Ke 6 StafCSR PT. Bumitama Gunajaya Abadi Wilayah 

5 B (Bp. M. Jauhari) 



Gaipbar 13 
Wawancara Dengan Informan .Ke 7, Kepala Bagian Hukum, Setda 

Kab. Kotawaringin Barat (Bp. M. Rusli Efendi, SH, MSi) 

Gaipbar 14 
Wawancara Dengan lnforman Ke 7, Kepala Bagian Hukum, Setda 

Kab. Kotawaringin Barat (Bp. M. Rusli Efendi, SH, MSi) 



Gambar 15 
Wawancara Dengan Informan Ke 8, Mentri Dalam Kesultanan Kutaringin 

(Pangeran l syadinsyah) 

Gambar 16 
Wawancara Dengan Informan Ke 8, Mentri Dalam Kesultanan Kutaringin 

(Pangeran Arsyadinsyah) 



Gambar 17 
Wawancara Dengan Inform.an Ke fl, Mentri Luar Kesultanan Kutaringin 

(Pangeran uasjidinsyah) 

Gambar 18 
Wawancara Dengan Informan Ke 9, Mentri Luar Kesultanan Kutaringin 

(Pangeran Muasjidinsyah) 



Ga~bar 19 
Wawancara Dengan Informan Ke 19, Manajer Kemitraan PT. Sungai Rangit 

(Bp. Ahr Baironi) 

~~~~ 

Gab bar20 
Wawancara Dengan Informan Ke I b, Mana_jer Kemitraan PT. Sungai Rangit 

(Bp. Ahlnad Baironi) 



G-l bar 21 
Wawancara Dengan I~~rman Ke 11 , Ketua DPRD 

Kabupaten Kotawaringin 1Barat (Bp. Triyanto, SH, MH) 

Gak bar22 
Wawancara Dengan lnforman Ke 11 , Ketua DPRD 

Kabupaten Kotawaringin arat (Bp. Triyanto, SH, MH) 



Ga~bar 23 
Wawancara Dengan Informah Ke 12, Ketua Komisi C DPRD 

Kabupaten Kotawaringin i rat (Bp. M. Rusdi Gozali, SP) 

Ga~bar 24 
Wawancara Dengan Informan Ke 12, Ketua Komisi C DPRD 

I 
Kabupaten Kotawaringin : arat (Bp. M. Rusdi Gozali, SP) 



Lampiran 4. Tabel-tabel 

Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan 
Di Kabupaten Kotawaringin Barai 

I Skor I 1~ I 
I Terbobot I Nu. I KP.JU KP.JU 

I ..... 

Skor 
Terbobot 

ret tamaw i anarnan rangan I 1 ren.amoangan d · an nanan va11an 

1. Padi Sawah 0,313 1. Ernas 0,324 

2. Jagung Manis 0,226 2. Batu Gunung 0,213 

I 3. / Kacang Tanah I 0,216 I 3. I Pasir Zirkon I 0,174 I 1·· -1------------ ----- -- ----- ---- r- --------- --- -- -,----- -T- .... ____ .. ----------- - ----- ---- --r- - - - - -

4. Ubi Kayu 0, 127 I 4. I Tanah Urug I 0,157 
i 

5. Ubi Jalar 0,118 5. Pasir Batu 0,132 

PPrt i-::in/ "rtiln t11r~ T 11c ri PPno"l-::ih-::in I i ~·.an.~·~ H~ ..... ul.~·~ 
I , I I 

I i. 0avv 1 I V,'·tV.J i. 1 rtillpiang V,.J-t"'t 

2. Pi sang 0,201 2. Roti 0,268 

3. Kacang Panjang 0,184 
,.., 

Kue Jajanan 0,160 .) . 

I 4. I Nangka I 0,109 I 4. / Batako I 0,122 I 
I I 
I 5. Rambutan I 0, 101 

I I 

I I 5. I Batu Bata 0,106 

Pertanian/ Perkebunan Perdagangan 

1. Kelana Sawit I 0 358 1. Pakaian Jadi I 0 233 

I '"-· I l'-at'-'l I V,J~V I .:... I 11\.dll v,~..JL 

3. Kelapa ( dalam) 0,132 3. Toko Sembako 0,182 

4. Lada 0,126 4. Ernas 0,177 

I 5. l Jabon J __ 0,064 [ 5. I Sayuran ___ L __ . 0~1-7~ ! ________ -· ·-- ____ _. --- -.. -·--·- ·---- .. --- ----- -- .. ____ ------· L ____ ·--- ------- ----- ------- ·------·---- .. -

I 
I I Pertanian/ Peternakan I 

I 
Pariwisata, Hotel dan Restoran 

1. Sapi Pedaging 0,389 Warung Kopi 0,308 

2 A vam Ras Peda n 0 344 Hotel < mefati) 0 231 

I 1 I 
gi g 

A.,_ • .,~ Q,,T".-,,c () 1 ')') 
I _,. I J. ).yu.ui ..L.Ju.1u..J> v,l._.., I I YY J..)U\.U .L :..HlHl v, .... vu 

4. Walet 0,088 Rumah Makan 0, 156 

5. Entog (itik) 0,058 Los men 0,097 

/ Pertanian/ Perikanan j Transportasi 

1. I Ikan Nila (kolarn) 0,258 
I 

l. I Angkutan Barang 0,306 

2. Ikan Mas (kolam) 0,220 2. Angkutan Antar Kota 0,263 

I 

I 



No. KPJU 
Skor 

No. KPJU 
Skor 

Terbobot Terbobot 

3. 
I Ikan Patin (koiam) A "' 1 ("'\_ " ....,.... ... _ '. 0,157 I 
I V,L l ':I I .) . I lal:\.SI 

4. lkan Lela Dumbo (kolam) 0,158 4. Angkutan Kota 0,145 

5. Kerang ( tangkap) 0,145 5. Speed Boat 0,129 

I I Kehutanan (non kayu) I I Konstruksi dan Jasa Usaha I I I I 
r -----r---- ----- - ·- - - ------------- ---- - --

l 
- ------ - -,----- -- - -- - - - - --·. -----r-- --

I 1. Rotan 0,321 1. I Tukang Batu 0,263 

2. Kayu Gembor 0,227 2. Tukang Bangunan 0,245 

1 Jin~h ') () ') 1 RP 0 1 l\Antnr () ')')" v,----
{'\ 1/0 I\ 1 I\() 

"t. Uctfld1U I V,iUO l "t. I Ja::.a \..,U~l l\llVUH V,170 
I 

5. Damar I 0,081 I 5. I Buruh Harian 0,069 

Sumber: Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan oleh Bank Indonesia 2013 



Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013 - 2014 

I Nol SEK TOR 

I 1 I r~-+~~i~~ 
l - \,.,i la.11 '1.ti.,. .L'-. --iiUl.UUU..11, \..i.Ull ._- \...l il\.a.1 id.ii 

2 Pertambangan dan Penggalian 

3 Industri Pengolahan 
A p,,..,n.,r1.,,,., T ;.,tr; rl'ln •'><' 

I s - ~ -c>-- ·- ·-~- i;;) ~ i , . 
' 

Lim bah dan Daur U lang 

6 Konstruksi 

7 
Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobii dan ~eda Motor 

I 0 11c:u1:-.· 1ta:-.1 ua11 i- e;1 guuaHtsail 

9 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Min um 

10 Informasi dan Komunikasi 

j 11 I Jasa Keuangan dan Asuransi 
1· -- ----1 -------- ------- ----- ----- ------- -------

12 R l E I ea state 

13 J asa Perusahaan 

14 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

' . .............. 

I 

I 

I 

··-

I 

i 

I 

2013 

~J,k-1 I 

1,73 

24,58 
(\ (\1 

u,ms I 
8,29 

11.59 

""7 0(\ 
/"'JOV 

1,27 

1,00 

4,83 / 
- ------- - ------ ., 
1 81 

' 

0,05 

3.22 

2014 

,:... ,v.J 

1,41 

25,28 
(\ A v,O 1 

U,U9 

8,37 

11,82 

""7 0'"1 
1.,0..::.. 

1,23 

0,99 

5,12 

1 71 , 

0,05 

I 

I 
I 

I 
·-1 

i 

3, 19 ,.., 

I I a.an Jam1_nan :)os1at wapb -------+-------------+-----------~ 
1 i=' T - __ n - -- --1: -1 '.L _ -- ""\ tf 6 ,..., !"'\ 4 

I i.) Jd:-.d n::UU1U1Adil I L., ""'t 
-

I L,L I 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,08 1, 11 

17 Jasa Lainnya 0,94 0,91 

TQT/\T DDRB 
l r-\.L l l I 100 I 

Sumber: BPS Kab. KotaYvaringin Barnt 20!5 



PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Berlaku 
Menurut Lapangan Usaha 2010- 2014 (Dalamjuta rupiah) 

I Nol SEK TOR 2013 I 
I 1 I n~..+~-:~- "l fl 1 fl "J "7') o o I 

l ! _i_- \..i-l LUiiiQ.11, "-\;.,Hlh.UllaH, U-Uii .L- ~i t~liUH I J.V i V • ..J I ~,uu 

2 Pertambangan dan Penggalian 
I 

177. 785,01 

3 Industri Pengolahan 2.529.594,31 
;l p ., n--:>rl T ictr-11.r .,., (i,.,c 

1 " " (\7 

Pemrarlmm Air P~ni:r~lolaan Samnah 
I ) I Limbai;dan D~urUlang 

1 I 8.311,/5 
I 

6 Konstruksi 853.762,51 

7 
Perdagangan Besar dan Eceran; 

1.193.026.32 ... ' .. ' ' ' . 
I 0 11<111:,µui ta;,1 ua11 rc1 !:. Udllt;dH I ov,c... 17\), .J I 
I Penyediaan Akomodasi dan Makan 

9 
Min um 

131.013,34 

10 lnformasi dan Komunikasi 102.598,99 

2014 I 
"l '1"7"l At.:~ ...,,, I 
..J • .J i ..J.-tV.J, 1-t I 

166.619,72 

2.978.467,82 
L11Q')'),1 
f. J_J"'-'?"'-' I l 

lU.18lJ7 I 

986.688,59 

1.392.026.03 

7"'-i.O,c..0,,c...J I 

144.358,24 

116.329,32 

/ 11 I Jasa Keuangan dan Asuransi 496.777,64 I 602.773,60 i 
r-12 -

~ 
I _ I Clan Jamman ::-,os1a1 w ~~--------+--------_:___- I ------------~ r-.;-; T ___ n_ ·-d: _1;1 _ __ ""\e,,... f"\(l"''7 1 "'\ r- ,...,/".:'°' ""'-t .t ,..,A 

,----- -- ----- - . ·- ------------- - - ------- -- ·- . - --- . --1 ·- --- -- -----. ----··· _T ___ 
-- -201:-97-5, 1-i-1 Real Estate I 185.896,04 I 

Jasa Perusahaan 4.877,20 5.732,51 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

I 331.890.48 375.913.97 - ~ " ........ ... 

I 1J Jd:::.a n;;u 1u1Ka11 I L-JL..70 I ,1L- L-U.J . .J'"t'"t, IV I 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial I l l.058,53 130.909,94 

17 J asa Lainnya I 96.714,74 106.819,20 
fYT' T nn nl T ~ i AL 1 u R.u I 1 f\ ')0'l (\(\ Q A A 

lV."-j-1.VVU,-r..,. I 1 1 "7Q 1 "') Q') 11.1u1.-r-4,u~ I 

Sumber: BPS Kab. Kotawaringin Barat 1015 



PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Dasar Harga Konstan 
Menurut Lapangan Usaha 2010 - 2014 (Dalamjuta rupiah) 

SEK TOR 2013 I 
i 

V !..71'1...,,.~+...,,_...,_ ....1...,,- Oa,-~J- ..... _ ...... _ 
1 ..i: ~· uu11a.1t, 1'-.\;;liUi.a.tiat1, u.uH r "'1 tl\..d.11Uu. I 

" ~()() ,.,.., .., 1 4 I k.JV/./..JJ,l 

2 Pertambangan dan Penggalian 149.113,18 

3 Industri Pengolahan 2.206.070,85 

I 4 Pengadaan Listrik dan Gas I 
A 'J~O 'JSl I_,,,_,,_,_/ ,-..v 

I I Pengadaan Air Pens:relolaan Samnah I 
.) 

- o..,..i- - - ;J Ii,..) - -· - - 1 - .} 
I 7.5 7U,)3 

Limbah dan Daur Ulang I 

6 Konstruksi 767.190, 17 

7 
Perdagangan Besar dan Eceran; I 

I 1.050.803.65 ~ .. ... ' ~ . , I L I Keparas1 M~011 oan :::iepeaa iv1otor 
I ol 'T' rt · 1 n ;i 

0 1 ranspo1 as1 uan r erguuangan I 1i0 . .:.U.J,i7 

9 
Penyediaan Akomodasi dan Makan 

106.934,36 
Min um 

10 Inforrnasi dan Komunikasi I 94.446,96 

11 I Jasa Keuangan dan Asuransi 399.816,90 I 
r--- - --·· . ··- ·- ---------- -----·· --------- ----------- - ·-. __ T ____ 154. 668:s7T _____ I 12 Real Estate I 

I 13 J asa Perusahaan 4.036,34 
I Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
I 14 . ~ .. ........... ... 259.908.43 

2014 I 
l" I 

.t..,,VU.J . ..JLl,tV \ 

129.436,48 

2.356.482,89 

4.663,03 
I 

~.021,59 I 

825.204,57 

1.114.752.88 

1.JJ.O..JV,"'t.J I 

117.107,97 

102.192,51 

466.931,11 I 
-·· -- ·····-·--------- -·1 

169.990,52 I 

4.357,27 

287.129.90 
~_Q~n Jamma_!!_ :::iosial w ~_!.~----·----+------~---! ----------j 

1~ T.----- Tl---.-1;-t:L-_ .. _ '°'(\r\ (\(\If 10 r- "1"" ,..,1...., 1'*1 
1 1.J 1 J<:t~<:t rc:11u1w11..a11 1 .L.V7.VV't,10 j .:.1->.->1.J, 1 / 1 

I I 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 96.579,88 10 l.046,56 I 

17 J asa Lainnya 78.981,23 84.579,09 
'TYYr f\ T nnuu Q 1 '1 "lt;') Q.:;: O !1'111 OQ'"7 i::;i::; 

/,'1'..:...1./U I ,vv I 



Pemsahaan Yan!! Berooerasi Di kabuoaten Kotawarin!lin Barnt -.· -
I No Perusahaan 

1. PT. Meta Epsi agro 

') PT. Sabut !'.fas Abadi 
I 3. PT. Prima Sentosa 
I I 
L ____ _fra~111a_ - ------------

4. 

5. 

6. 

7. 

I 8. 

9. 

I 10. 

PT. Persada Bina 
Nusantara Abadi 
PT. Surva 

I Nusantara ~agi 
Indf'.lh 

PT. Gunung Sejahtera 
Ibu Pertiwi 
PT. Gunung Sejahtera 

I Yoli Makmur 
I PT. Gunung Sejahtera 

Dua lndah 

PT. Agro Menara 
I Rahmat 
1 PT. Gunung SeJahtera 

Raman Permai 

. 
Bidan2 Usaha Lokasi kecamatan 
Perkebunan Amt Sela tan, P. 

Lada, Kumai 
Perkebunan Pan~kalan Lada 
Pengolahan CPO 

I 
Pangkalan Lada 

---------- - . -· L_ ____________ __________ . ., .. 

Perkebunan Amt Utara 

Prkf' nn~n Arnt TT r CPO 1 ·--·_ta.a 

1 dan PKO 
Perkebunan dan Pangkalan Lada, 
Pengolahan CPO Amt Selatan 
Perkebunan dan Pan!lkalan Banten!l, 

I Pengolahan CPO I Arut Utara 
1 Perkebunan, Pangkalan Banteng 

Pengolahan CPO 
danPKO 
Perkebunan Amt Selatan 

Perkebunan 

Ket 
PMDN 

PMDN 
IPMDN 

·- --------·----

PMDN 

PMnN 

PMDN 

PMDN 

PMDN 

PMDN 

I PMDN 

11. PT. Gunung Sejahtera Perkebunan, Lada, PMDN 
Puti Pesona Pengolahan CPO 

I I danPKO 

I 

I 

i 
I 

I 
I 

12. r PT. Bumi Langgeng I Perkebunan dan 
Perdana Trada Pengolahan CPO 

I K.umai 
I 

I ~IVJ LJl\I I 

13. PT. Bangun Jaya Alam Perkebunan, 
Permai Pengolahan 

I l "t. I r l. 1Vlllfa iv1cnuawa1 1 rcr~counan, 

Sejati Pengolahan 

H I n"r u·, · I ~an, P~O 

danPKO 
15. PT. Satya Kisma Utama Perkebunan 
. - ---~ - . .. - -· 

Pangkalan Banteng, PMDN 
CPO Amt Utara 

I J-\l Ul ;::,e1atan, rut r1v1u1..,. 
CPO Utara 

I • 

Amt Selatan PMDN 
- -- --- - -

r 1 rl..UU.\.u _l_'-_I ~':'i_<41~_1_1_~~ i '\..V ....... U.1 H tii L«UtU. I I 
16. I P 1. K.alnnantan :Saw1t I Perkebunan, 

A hnrl; D~n~~lnJ...n~ r'DQ 

. -f1.· -Pi'-:--sa\vii--sliffiberrnas 
.. ···--· -· ---··--··-------·-·-··-··-·-1-·---·-·· ·----

Perkebunan, Amt Selatan, Amt PMDN 
Sarana Pengolahan CPO Utara & Ktw. Lama 

18. 

10 I • /. 

20. 

PT. Surya Sawit Sejati Perkebunan, 
I Pengolahan CPO 

PT Q11rnit<>m<> I PPrlrPhn <lrt 

PT. Andalan Sukses Perkebunan 
Makmur 

Pangkalan Lada, PMDN 
Amt Seiatan 
V nt '''~1' .. fnnl" T ~ml'.l I ................ a.," .......... b_. ... 1.-4_...._..1....__ PMnl\J 

I 

Kumai PMDN 

I 



. v ~ ~· .., .................. 
~·-- ~~ .,Ma.AW I ~v ... Hi.liM ... H.i. ~~· 

21. PT. Usaha Agro Perkebunan I Kotawaringin Lama PMDN 
Indonesia 

22. PT. Natai Sawit Perkasa Perkebunan Arut Selatan, Kumai PMDN 
",., 

1 PT. Kumaimas Lestari Perkebunan T\ ____ 1 __ 1 _. _ T ___ 1_ T"\'l. A'"~,,,,T 

I LJ. 1 ra11gl\.a1a11 Laua 11VllJ1'1j 

I 24. I PT T< ~lim:::!nt<in Sa'.vit Perkebunan 
i ~~~t~~1k;~;~a Kobar I 

P!vffiN 
I I K~l~U~~ ..... _,, __ ,, I 
I I 

25. PT. Sungai Rangit Perkebunan Lintas Kab. Kobar 
dan Sukamara 

') l)'T' T~-~ - T ;i.,_· -'I~ D~-1-~ .. ~-

1
4..6. 11 1. I 1c:uapa11 d1u!lua 11 \;;ll\.\;;buna11 

KaJh;ir 

T ;_._,..,....., V v ~i..~ 

I 
L111La::. r-..ab. 1'-vuar 

dan Sukamarn - - - - - -- - - --

I 27. I PT. lndoturba Tengah Perkebunan, Lintas Kab. Kobar 
Pengolahan CPO dan Sukamara 

28. PT. Wana Sawit Subur Perkebunan, Lintas Kab. Kobar 
T "'ct"'r1 PponnAl hon rPn rl<> ~n lr<> <> <> ! .l ..... .l.lbV.la..l.lU..l.l 

I dan PKO 
'-'.... '-J J ,.u."'n i.J '""-..._~"mu.T" 

I 
i 29. PT. Ens bury Kalteng Pertambangan Arut Utara 

Minning 
30. PT. Zirconia Pertambangan 
31. PT Irvan ----P~i=~l __ ~e~a~bangan I • • . I 

_ I _I>rata!ll_'! I .. -- - - -- ---

(HTI),TAr~tSelatan 
-- -- ----- -

32. PT. Korindo Aria Kehutanan 
Bimasari Industri Kayu Lapis 

33. PT. Korintiga Hutani Kehutanan (HTI) Pangkalan Lada 
34 PT Hutanindo Kehutanan <HTn 

1 Lestariraya Timber l - -------- ------------------·-·-· - ---· ---- ------·- - --- ------------- --- ---- ----------

I 35. PT. Erythrina Logging I 

36. PT. Perkebunan Perkebunan Pangkalan Banteng 
N usantara XIII 

37. Petemakan Arut Selatan 

PMDN 

l)l> A' ld 

PMDN 

PMDN 
I 

PMA I 

I 
I 
I 

PMA 
PMA 

--------- -

PMDN I 

PMDN 

PMDN I PT. Sulung Ranch 
138. I PT. Bank Rakyat I Perbankan I Kotawarmgm Barat I PMDN I 

Indonesia I I 
I 

39. PT. Bank Negara Perbankan Kotawaringin Barat PMDN 
Indonesia 46 

40. PT. Bank Central Asia Perbankan Arut Selatan PMA 
I 41. I PT. Bank Intemasional I Perbankan I Arut Selatan 

I 

I 
1 Indonesia I I ' I 

42. PT. Bank Mandiri Perbankan Arut Selatan PMDN 

43. PT. Bank Syariah Perbankan Arnt Selatan PMDN 
Mandiri 

I 44. I PT. Bank Danamon I Perbankan I Arut Selatan /PMDN I 



I • -- -· -
........ - .... -"---fii.t .., ...... _ 

I 45. PT. Bank Sinarmas Perbankan 
46. PT. Bank Pembangunan Perbankan 

Kalteng . ..., 
'-t I. PT. Bank Muamalat Perbaukan 

148. PD. Bank !vfarunting 
1 

Perbankan 
Sejahtera 

49. PT. BPR Lingga Perbankan 
Sejahtera 

&;:(\ 
JV. PT. BPR Pelangi Perbankan 
51 PT Bank Tabungan Perh~mkan 

I Pensiunan Negarra 
52. PT. Matahari Putra Perdagangan retail 

Prima, Tbk 

" D Plr n t ... ; 

I 
_,3_ I , T. i...J,,splo .... s, 

Indonesia 

p Ar J:;n,:::r.rry; f"fr~ LJilv1gl j LJ11\..11 5 1 Lluu1k 
I 

i 54. PT. Tatanan Indah Fajar Pengolahan Rotan 

I 

Nusa 
55. PT. BW Plantation Pengolahan CPO 
",; PT '!~""" Tn """'" Tnrl11dr

0 

P11n le 

58. _ f>T_}v1i_l!_'1m~s_ G~_l!li_l(l!lg_ I>er~a~11g3:_~~t;:~~r_ _ 
59. PT. Trimurti Sumber Perdagangan Besar 

Bertama 
60. 

I 

PT. Profit Mitra Abadi 
I 

Kegiatan Konsultasi, 
Man 

61. PT. Tanah Raja I Jasa pertambangan 
Indonesia 

62. PT. Pelindo III Cabang Perhubungan 
Kumai 

/ 63. / PT. Sinar Alam Permai I Pengolahan minyak 
\ \ I Nabati 

Sumber : Bappeda, 2015 

V.i.w.M . ~~ " - ............ 
Arut Selatan 
Kotawaringin Barat 

Arnt Selatan 
An1t '!Pl~t:::in 

I • ·• -·· ~-·~·-· .. 

Kotawaringin Lama 

Arut Selatan 
I Arut Selatan 
I 
I 

Arut Selatan 

V11m ; 

Kumai 

Kumai 

~- -----·- -- -----·- ----

I 

Kumai 

/ Kumai 
I 
I 

----------· 

-'-''-

PMA 
PMDN 

PMDN 
P~mN 

I.··~ .. 

I 
PMDN 

Dll.ml\T 
liVllJi'I I 

PMDN I 

I 
PMDN 

D Anl\T 

PMDN 

PMDN 
PMA 

__ J>M~ __ ! 
PMA 

I 
PMA 

PMA 

PMDN 

I PMA 

I 



Nama 

NTM 

KEMENTERTAN PENDIDTKAN DAN KEBUDA Y AAN 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSIT AS TERBUKA 

Ji. Cabe Raya, PondokCabe, Pamuiang, Tangerang Seiatan i 5418 

Telp.021.7415050, Fax. 021.7415588 

BIODATA 

Encep Hidayat 

500644528 

T empat dan Tanggal Lahir 

Registrasi Pertama 

Riwayat Pendidikan 

Sumedang, 06 Juni 1961 

Agustus 2014 

1. Sekolah Oasar Negeri Panis Sumedang lulus tahun 

Riwayat Pekerjaan 

2. Sekolah Menengah Pertama Negeri Tanjung Kerta 
Sumedang lulus tahun 1976 

3. Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan 
Negeri Sumedang lulus tahun 1980 

4. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 
lulus Tahun 1985 

l. Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 1986 

2. Pegawai Negeri Sipil tahun 1987 

3. Kepala Seksi Organisasi Sosial Kanwil Depsos 

Prov Kalteng tahun 1988 

4. Kepala Seksi P..._ehabilitasi Penderita Cacat Kan\vil 

Depsos Prov Kalteng tahun 1992 

5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana Program 

Kanwil Depsos Prov Kalteng tahun 1994 

6. Kepaia Kantor Departemen Sosial Kabupaten 

Kotawaringin Barat tahun 1998 

7. Kepala Dinas Pasar Kabupaten KotawaringinBarat 

tahun 2001 

8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2004 



Alamat Tetap 

No. Telp. / HP. 

9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2008 

10. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan SETDA 

Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 

Jalan Sultan Imanudin No 15 Pangkalan Bun 

Kabupaten Kotawaringin Barat KALTENG. 

08 l I-5206-66 l. 

Palangka Raya, Mei 2016 

Encep Hidayat 

NIM.500644528 
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